PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA (KAJIAN TERHADAP KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN UMUM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI’AH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA by Fahmi, Achmad et al.













































































M. Abdi, S.H., M.H. (Dekan FH UNIB) 
 
Pembina 
Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S. 
(Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum) 
 
Pemimpin Redaksi 
Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum. 
 
Dewan Redaksi 
Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H. 
Prof. Dr. Chatamarasyid A., S.H., M.H. 
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. 
Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H. 
Prof. Dr. Barda Nawawi, S.H., M.H. 
Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.H. 
Dr. Candra Irawan, S.H., M.H. 
 
Mitra Bestari 
Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H. 
Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum. 
 
Sekretaris 
Rahma Fitri, S.H., M.H. 
 
Staf Redaksi 




Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum UNIB 
Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 
Telp/Fax. 0736-25764 
email : elthimeys@yahoo.co.id 
Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum 
Universitas Bengkulu 
Bengkoelen Justice diterbitkan setahun dua kali yaitu bulan April dan 
November oleh Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIB, 
sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum.  
Bengkoelen Justice menerima tulisan ilmiah yang relevan dibidang Ilmu 
Hukum dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Redaksi.  













































   Bengkoelen Justice. Vol. 2 No. 1 Tahun 2012   
PENGANTAR REDAKSI 
 
Rancak kasanah keilmuan hukum sangat luas akan tetapi menuju 
kepastian hukum dan keadilan hukum dalam dunia hukum praktis, bagai 
dua sisi mata pedang yang seyogyanya dapat diupayakan selalu hadir 
dalam keseimbangan dalam proses penegakan hukum (law 
inforcement). Hukum secara realitas bukan saja a great anthropological 
document, namun juga merupakan kenyataan hidup yang seyogyanya 
dilakukan pemahaman lebih mendalam khususnya masyarakat dan para 
penegak hukum. 
Usaha yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat dalam 
melakukan pemahaman dan penelaahan lebih lanjut terhadap hukum 
tersebut yaitu dilakukan melalui pengkajian secara ilmiah terhadap 
penerapan hukum, untuk kemudian dipublikasikan secara umum sebagai 
bahan pengetahuan dan informasi bagi para pembuat kebijakan, 
masyarakat dan penegak hukum. Berdasarkan pada usaha tersebut, 
maka kehadiran Jurnal Bengkoelen Justice ini diharapkan menjadi media 
publikasi terhadap hasil-hasil penelitian hukum empiris dan penelitian 
hukum normatif yang telah dilakukan berkaitan dengan pengkajian di 
bidang hukum. 
Jurnal Bengkoelen Justice yang ada di hadapan para pembaca ini 
merupakan edisi ketiga dari penerbitan yang direncanakan untuk 
dilakukan secara berkala. Tulisan ini bersumber dari hasil-hasil penelitian 
yang dilakukan oleh para penulis baik dalam bentuk hasil penelitian 
tesis/disertasi maupun hasil dari karya ilmiah konseptual. Edisi ketiga ini 
memuat tulisan tentang Pertama, Pengawasan Terhadap Pembentukan 
Peraturan Daerah, yang ditulis oleh Herawan Sauni dan Imam Mahdi, 
kedua, Reformasi Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, yang 
ditulis oleh Herlambang, ketiga, Model Perlindungan Korban Tindak 
Pidana dalam Perspektif HAM di Indonesia, yang ditulis oleh Lidia Br. Karo, 
keempat, Peran Hukum dan Negara dalam Mengendalikan 
Neoliberalisme dalam Ketidakadilan dalam Sistem Ekonomi Global, yang 
ditulis oleh Yanto Sufriadi, kelima, Implikasi Pelaksanaan Pemilukada 
Melalui Sistem E-Voting dalam Menjamin Asas-Asas Pemilu yang 
Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil , yang ditulis oleh Zohri 
Junaedi, Elektison Somi, dan Amancik, keenam Penyelesaian Sengketa 
Perbankan Syari‟ah di Indonesia (Kajian Terhadap Kompetensi Peradilan 
Agama dan Peradilan Umum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah dan Undang-Undang Nomor 
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , yang ditulis oleh H.RZ. Achmad 
Fahmi, Candra Irawan, dan Adi Bastian Salam, ketujuh, Kewenangan 
Negara dalam Pencabutan Hak Atas Tanah demi Pembangunan 
Kepentingan Umum yang ditulis oleh M. Hendra Aldila, Herawan Sauni, 
dan Emelia Kontesa, kedelapan, Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 
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Tahun 2009 dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tebo Mas di Kabupaten 
Lebong, yang ditulis oleh Wirna Ningsih, Elektison Somi, dan Amancik. 
Akhirnya, redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis 
yang telah menyumbangkan tulisannya, semoga dapat memberikan 
manfaat dalam rangka pengembangan keilmuan hukum dan dalam 
rangka praktik keberlakuan hukum bagi masyarakat dan seluruh elemen 
pemerintahan yang ada. 
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PENGAWASAN TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 
 
Oleh   




As law system unity, hence authoritative central government to 
observated all of law product in region, observation can in the form of 
preventive and represive. Despitefully form observation the region law 
product conducted by Appellate Court of through judicial review. 
Important conducted the observation to region law product go together 
the done of area governance in context of totalitarian state want the 
existence of orderliness, certainty and justice in governance 
management. In reform era happened by the paradigm friction in 
interpreting region autonomy, region government mean autonomy as 
authoritatively to arrange all aspect of exist in region. In the regulation 
forming often bump the fringe which have been arranged in legislation 
with the classic reason wish to improve the PAD for the shake of society 
prosperity in region, even not rarely, region regulation formed the oppose 
against the ground and good regulation forming norm. Seen from other 
function of region law product can be represent the stepping to arrange 
and arrange the act in social relation region, therefore require to be 
arranged by its observation procedures. 
 




daerah di era reformasi, 
Peraturan Daerah banyak 
dipersoalkan terutama oleh 
kalangan pengusaha, se-
bagaimana temuan dari 
Kamar Dagang dan Industri 
Indonesia (KADIN), pasca 
berlakunya Undang-Undang  
No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang No. 25 
Tahun 1999 tentang Per-
imbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. KADIN 
menemukan 1.006 perda di 
seluruh Indonesia yang dianggap 
memberatkan dunia usaha. Atas 
temuan tersebut Pemerintah 
(Presiden) akhirnya meminta 
Departemen Dalam Negeri 
(sekarang disebut Kementerian 
Dalam Negeri) untuk melihat dan 
memonitor pelaksanaan otonomi 
daerah agar tidak membebani 
pengusaha di daerah.1 Menteri 
Kementerian Dalam Negeri 
melalui Komite Pemantau 
Pelaksanaan Otonomi Daerah 
                                                          
1 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah 
Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, 2005, hlm. 227. 
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(KPPOD), mengadakan pe-
nelitian dan ternyata sinya-
lemen dari Kadin tersebut 
mendekati kebenaran, 
KPPOD menemukan 14,8 % 
dari 709 Perda yang diteliti, 
tidak bermasalah, sisanya 
sebesar 85,2 % perda yang 
dibuat oleh 134 Kabupaten 
/Kota merupakan perda 
yang bermasalah. Permasa-
lahan yang ada terkait 
dengan kejelasan prosedur 
yang meliputi standar waktu, 
biaya, prosedur, tarif dan 
lainnya dengan prosentase 
sebesar 22,7% dan per-
masalahan acuan yuridis 
yang tidak disesuaikan de-
ngan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, 
dengan prosentase sebesar 
15,7%.2 
 
B. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif 
analitis, yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan tentang fak-
                                                          
2 Jazim Hamidi, dkk., Optik Hukum 
Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas 
Peraturan Daerah yang Responsif dan 
Berkesinambungan, Prestasi Pustaka Publisher, 
Jakarta, 2010,  hlm. 127-128. Lihat juga: Andrian 
Sutedi, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan 
Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 177. Data dari 
Kementerian Hukum dan HAM dari tahun 2002 
sampai dengan 2007 terdata ada 783 Perda yang 
telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 
Lihat juga: Panduan Praktis Memahami 
Perancangan Peraturan Daerah, Kerja sama 
Depkumham dan UNDP tahun 2008. Lihat juga: 
Ni’matul Huda, Op.Cit.  
ta dan kondisi atau gejala yang 
menjadi objek penelitian hukum. 
Penelitian deskriptif bertuju-
an untuk memperoleh gambaran 
tentang suatu keadaan pada 
suatu waktu tertentu (gambaran 
pada waktu sesaat) atau per-
kembangan tentang sesuatu.3  
 
2. Metode Alanisis Data 
Seluruh data baik data yang 
diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan maupun yang di-
peroleh melalui penelitian lapang-
an diolah dengan menggunakan 
Metode analisis data yang 
mengunakan analisis kualitatif 
yakni dengan cara mendeskripsi-
kan data dalam bentuk 
pertanyaan-pertanyaan yang me-
rupakan hasil dari data yang 
dikumpulkan untuk menggambar-
kan jawaban atas masalah yang 
diteliti. Dalam menganalisa data 
digunakan cara berpikir deduktif-
induktif atau sebaliknya.  
 
C. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN  
Menghadapi persoalan di 
atas, maka pemerintah pusat 
perlu mengambil langkah-langkah 
yang serius untuk membenahi 
persoalan hukum tersebut dengan 
melakukkan evaluasi Peraturan 
Daerah oleh pemerintah (execu-
tive review), secara normatif 
melalui pembenahan regulasi 
pemerintahan daerah, terutama 
                                                          
3 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan  
Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 14.  
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merivisi UU No. 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Dae-
rah dan UU No. 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keu-
angan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Dae-
rah dengan UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan 
daerah (jo. Undang-Undang 
No. 12 Tahun 2008) dan UU 
No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan an-
tara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. Akan 
tetapi persoalan perda ber-
masalah masih terus ber-
lanjut. Oleh karena itu harus 
dicari akar permasalahan 
yang sesungguhnya. Disinyalir 
penyebab utamanya adalah 
mis komunikasi antara 
pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dalam 
menerjemahkan otonomi 
daerah. Pemerintah daerah 
mamaknai otonomi daerah 
yang seluas-luasnya identik 
dengan  meningkatkan Pen-
dapatan Asli Daerah (PAD) 
sebanyak-banyaknya.4 
Sementara pemerintah 
pusat dalam memberikan 
dana perimbangan dan bagi 
hasil belum bisa memberikan 
nilai riil kepada daerah sesuai 
dengan pemberian kewe-
nangan yang diberikan, 
bahkan pusat ditenggarai 
                                                          
4 Didik Sukriono, ―Pembentukan dan 
Pengawasan Produk Hukum Daerah (Forming and 
Observation of Region Law Product)”, Jurnal 
Konstitusi Volume IV No. 2 Oktober 2011. 
tidak transparan dalam peng-
alokasian dana ke daerah. 
Misalnya skema bagi hasil minyak 
antara pemerintah pusat dan 
daerah hanya semu karena 
bukan bagi hasil yang riil. Profit 
split 85%-15% antara pusat dan 
daerah dilakukan setelah be-
berapa kali mengalami potongan 
pajak dan retensi. Contohnya, 
Riau. Dengan perhitungan yang 
ada, dari hasil kotor Rp. 50,79 triliun 
pada tahun 2000, Riau hanya 
mendapatkan Rp3,39 triliun yang 
berarti hanya 6,67 persen.5  
Berangkat dari persoalan di 
atas, dalam kajian hukum yang 
perlu dianalisis adalah meng-
harmoniskan perda-perda ber-
masalah tersebut dalam bentuk 
pengawasan yang dilakukan oleh 
pemerintah pusat dalam konteks 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Perda sebagai produk 
hukum daerah merupkan sarana 
untuk melaksanakan otonomi 
daerah, artinya perda tersebut 
dibuat oleh daerah berkenaan 
dengan pemberian asas otonomi 
daerah, desentralisasi dan pem-
bantuan. Di samping itu perda 
merupkn fungsi yang bersifat 
atribusi yang diatur dalam UU No. 
32 Tahun 2004 tentang Pemda 
dan juga merupakan fungsi 
delegasian dari peraturan per-
undang-undangan yang lebih 
                                                          
5 Jawa Pos Institut of Pro-Otonomi, ―Desentralisasi 
Fiskal dan Pertarungan Kewenangan Pusat-Daerah: Daerah 
Tuntut Adil, Pusat Minta Good Governance”, 2005.  
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tinggi.6 Jadi  bukan berarti 
dengan kewenangan dae-
rah membuat Perda semua 
yang ada di daerah bisa 
diatur melalui mekanisme 
Perda.  
Di samping itu dengan 
adanya pengawasan akan 
membatasi ruang gerak 
pembuatan perda yang 
dilakukan oleh para pejabat 
yang tidak sesuai dengan 
kepentingan masyarakat. Hal 
tersebut semata-mata dituju-
kan demi tercapainya 
keefektifitasan peraturan dan 
berjalannya demokrasi di 
Indonesia secara benar.7 
Jika ditelusuri konsep 
desentralisasi yang berkaitan 
dengan kewenangan pem-
bentukan Perda oleh daerah 
otonom, sebagaimana ke-
tentuan UU No. 32 Tahun 2004 
Pasal 136 ayat (2), me-
nyebutkan:  
                                                          
6 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-
Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, 
Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 232. 
7 Jazim Hamidi, dkk, Op. Cit, hlm. 45. 
Sinyalmen yang disampaikan oleh oleh Jazim Hamidi 
dalam kutipan di atas, di era reformasi ini masih 
terjadi adanya perda-perda yang dibuat oleh elit 
daerah untuk kpentingan tertentu, misalnya untuk 
kepentingan Kepala Daerah, dengan dalih 
percepatan pembangunan dibuatkanlah Rancangan 
Perda Multiyears untuk pembangunan sarana fisik di 
daerah,  kemudian tidak cukup dengan memuluskan 
Perda Multyears setelah perda di setujui oleh DPRD 
di lakukan proses tender proyek ternyata 
pemenangnya adalah perusahaan-perusahaan yang 
terindikasi dekat dengan Kepala Daerah yang 
bersangkutan (Istri, anak dan saudara serta orang 
kepercayaan Kepala Daerah). Dan DPRD atas 
persetujuan Perda tersebut menerima “travel check” 
sebagai ucapan kemitraan yang baik.  
“Peraturan Daerah dibentuk 
dalam rangka penyelenggara-
an otonomi daerah Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dan tugas 
pembantuan.”  
Bunyi Pasal 136 ayat (2) UU 
No. 32 Tahun 2004 di atas 
disebutkan kembali dalam Pasal 
14 UU No. 12 Tahun 2011 sebagai 
berikut:  
“Materi muatan Peraturan Dae-
rah Provinsi dan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota berisi 
materi muatan dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi 
daerah dan tugas pembantuan 
serta menampung kondisi khu-
sus daerah dan/atau penja-
baran lebih lanjut Peraturan 
Perundang-undangan yang le-
bih tinggi”.8 
Konsep desentralisasi di sini 
menurut Hans Kelsen, berkaitan 
dengan pengertian negara 
dalam arti tatanan norma hukum 
(legal norm order). Oleh sebab itu 
pengertian desentralisasi me-
nyangkut berlakunya sistem 
tatanan hukum negara yang sah 
untuk seluruh wilayah negara 
(central norm) dan ada pula 
kaidah hukum yang berlaku sah 
dalam bagian-bagian wilayah 
yang berbeda yang disebut 
desentralisasi atau kaidah lokal 
                                                          
8 Pada Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 
ditambahkan “dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Menunjukkan 
adanya sumber kewenangan atribusi dalam pembentukan 
perda. Jadi mempertegas bahwa perda tersebut sebagai 
penyelengraan otonomi daerah dalam konteks Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh bertentangan 
dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
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(decentral or local norm).9 
Namun demikian Peraturan 
Perundang-undangan tingkat 
daerah (baca: Peraturan 
Daerah) pada hakikatnya 
merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari kesatuan 
sistem hukum nasional.10 
Sebagai kesatuan sis-
tem hukum, maka pemerin-
tah pusat berwenang untuk 
mengawasi seluruh produk 
hukum di daerah. Dan itu 
merupakan bagian dari 
sistem hukum.11 Sebagai-
mana ketentuan Pasal 7 ayat 
(1) huruf e (Peraturan Daerah 
Provinsi) dan f (Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota) 
dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 
2011  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-
                                                          
9 Didik Sukriono, Op. Cit. 
10 Ibid. Salah satu elemen dalam sistem 
hukum nasional adalah kaidah aturan. Kaidah-kaidah 
peraturan tersebut berupa peraturan perundang-
undangan yang hanya dapat dikatakan sebagai sutu 
tata hukum dalam sebuah sistem hukum nasional 
jika validitasnya dapat dilacak baik secara langsung 
maupun tidak langsung kepada kepada konstitusi 
pertama. Hukum mengatur kreterianya sendiri pada 
saat suatu peraturan perundang-undangan 
menentukan cara perundang-undangan lain dibuat 
isinya. Jika suatu aturan A adalah valid karena dibuat 
dengan cara yang ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan B, maka peraturan perundang-
undangan B merupakan alasan validitas yang 
pertama. Hans Kelsen, General Theory of Law and 
State, Translated by Anders Wedberg (New York: 
Russell & Russell, 1973), hlm. 115 dan 123-124 
dalam Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum 
yang Demokratis, Sekretariat Jenderal MK RI, 
Jakarta, 2008,  hlm. 833.  
11 Yuliandri, Asas-asas Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: 
Gagasan Pembentukan Undang-Undang 
Berkelanjutan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, 
hlm. 31. 
undangan, ketentuan Pasal 8 ayat 
(1) menyebutkan:  
”Jenis Peraturan Perundang-
undangan selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Per-
musyawaratan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, 
Badan Pemeriksa Keuangan, 
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, 
Menteri, badan, lembaga, atau 
komisi yang setingkat yang 
dibentuk dengan Undang-
Undang atau Pemerintah atas 
perintah Undang-Undang, De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Gubernur, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota, Bupati/Wali-
kota, Kepala Desa atau yang 
setingkat”. 
Sedangkan di dalam UU No. 
32 Tahun 2004 sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 136 dan 
146 jenis Peraturan Perundang-
Undangan tingkat  daerah, justru 
disebut Peraturan Daerah, 
Peraturan Kepala Daerah, dan 
Keputusan Kepala Daerah. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 
ayat (1) huruf e dan f dan Pasal 8 
ayat (1), dan UU 32 Tahun 2004, 
maka jenis produk perundang-
undangan di daerah meliputi:  
1. Perda Provinsi. 
2. Perda Kabupaten/Kota. 
3. Peraturan Gubernur. 
4. Peraturan Bupati/Walikota. 
5. Keputusan Gubernur. 
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6. Keputusan Bupati/Wali-
kota. 
7. Peraturan Desa. 
8. Keputusan Kepala Desa. 
 Pengawasan terhadap 
jenis hukum daerah tersebut 
dilakukan secara berjenjang 
sesuai dengan tingkatan 
peraturan perundang-unda-
ngan itu dibentuk dan materi-
materi muatan di dalamnya. 
Oleh karena itu masing-
masing jenis hukum daerah 
berbeda bentuk dan 
mekanisme pengawasannya. 
Di samping itu dalam teori 
manajemen dan administrasi 
pengawasan atau kontrol 
dilakukan pada saat proses 
pembentukan (preventif) dan 
pengawasan pada saat 
pelaksanaan (refresif),12 se-
bagaimana dinyatakan oleh 
Paulus Effendi Lotulung:   
”Pengawasan atau kontrol 
adalah upaya untuk 
menghindari terjadinya 
kekeliruan, baik sengaja 
maupun tidak sengaja, 
sebagai usaha pereventif, 
atau juga untuk memper-
baikinya apabila sudah 
terjadi kekeliruan itu, se-
bagai usaha refresif.13 
Jadi pengawasan pre-
ventif dilakukan pada saat 
                                                          
12 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen 
Dasar, Pengertian dan Masalah, Toko Gunung 
Agung, Jakarta, 1996, hlm. 251. 
13 Paulus Effendi Lotulung, Beberapa 
Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap 
Pemerintahan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, 
hlm. xvi. 
sebelum berlakunya produk per-
undang-undangan, pengewasan 
preventif wujudnya berupa 
pengesahan oleh pemerintah 
pusat terhadap perda, sebagai-
mana diatur dalam UU No. 32 
Tahun 2004 Pasal 145 sebagai 
berikut: 
Pasal 145. 
(1) Perda disampaikan kepada 
Pemerintah paling lama 7 
(tujuh) hari setelah ditetap-
kan. 
(2) Perda sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) yang 
bertentangan dengan ke-
pentingan umum dan/atau 
peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi 
dapat dibatalkan oleh 
Pemerintah. 
(3) Keputusan pembatalan per-
da sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Presiden 
paling lama 60 (enam 
puluh) hari sejak diterimanya 
perda sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1). 
(4) Paling lama 7 (tujuh) hari 
setelah keputusan pemba-
talan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3), Kepala 
Daerah harus member-
hentikan pelaksanaan per-
da dan selanjutnya DPRD 
bersama Kepala Daerah 
mencabut Perda dimaksud. 
(5) Apabila provinsi/Kabupaten 
/Kota tidak dapat me-
nerima keputusan pemba-
talan Perda sebagaimana 
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dimaksud pada ayat 
(3) dengan alasan 
yang dapat dibenar-
kan oleh peraturan 
perundang-undangan, 




(6) Apabila keberatan 
sebagaimana dimak-
sud pada ayat (5) 
dikabulkan sebagian 
atau seluruhnya, putus-
an Mahkamah Agung 
tersebut menyatakan 
Peraturan Presiden 
menjadi batal dan 
tidak mempunyai keku-
atan hukum. 
(7) Apabila Pemerintah ti-
dak mengeluarkan Per-
aturan Presiden untuk 
membatalkan Perda 
sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3), 
Perda dimaksud dinya-
takan berlaku.  
Berdasarkan ketentuan 
Pasal 145 terutama ayat (1) 
dan (2) maka pengawasan 
preventif dapat dilakukan 
oleh pemerintah pusat 
terhadap perda yang jelas-
jelas bertentangan dengan 
kepentingan umum dan/ 
atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. 
Pengawasan preventif ini 
menurut Ni‟matul Huda 
dapat dibedakan menjadi 
dua macam, yakni: 
Pertama, pertimbangan atau 
pengawasan dijalankan se-
belum pemerintah tingkat yang 
lebih rendah mengambil atau 
menetapkan suatu keputusan. 
Pengawasan preventif ini 
disebut voortoezicht. Contoh 
voortoezicht adalah pernyata-
an tidak keberatan (de 
verklaring van geen bezwaar) 
dari pemerintah tingkat atas. 
Kedua, pertimbangan atau 
pengawasan dilakukan setelah 
pemerintah tingkat yang lebih 
rendah mengambil keputusan, 
tetapi sebelum keputusan itu 
berlaku dan mempunyai akibat 
hukum. Pengawasan jenis 
kedua ini disebut midentoe-
zicht. Contoh midentoezicht, 
yaitu pengesahan (goedkeu-
ring) dan pengumuman atau 
pengundangan (afkondinging). 
Pada tingkat gemeente, ter-
dapat berbagai macam jenis 
pengawasan preventif, dan 
yang paling utama adalah 
pengesahan (goedkeuring).14  
Senada dengan pendapat 
Ni‟matul Huda di atas, Didik 
Sukriono15 menjelaskan bahwa: 
“Pengawasan preventif hanya 
dilakukan terhadap Keputusan 
Kepala Daerah dan Peraturan 
Daerah, yang berisi atau yang 
mengatur materi-materi ter-
tentu. Yang diletakkan dibawah 
pengawasan preventif itu pada 
umumnya materi-materi yang 
                                                          
14 Ni’matul Huda, Op.Cit, hlm. 247. 
15 Didik Sukriono, Op.Cit. 
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dianggap penting, yang 
menyangkut kepentingan-
kepentingan besar ter-
utama bagi daerah dan 
penduduknya, sehingga 
dengan meletakkannya di 
bawah pengawasan pre-
ventif itu diharapkan sudah 
dapat ditutup sebelumnya 
kemungkinan timbulnya 
kerugian atau hal-hal yang 
tidak diinginkan bagi 
daerah tersebut. 
Berdasarkan pendapat 
di atas ada beberapa perda 
yang diharuskan mendapat 
pengesahan terlebih dahulu 
oleh pemerintah tingkat lebih 
atas, misalnya Perda tentang 
APBD dan Peraturan 
Gubernur tentang Penjabar-
an APBD, Perda tentang Tata 
Ruang,16 Perda tentang Pajak 
Daerah dan Retrebusi 
Daerah,17 Perda tentang  
                                                          
16 Republik Indonesia. Undang-Undang 
tentang Penataan Ruang. UU No. 26 Tahun 2007 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725. Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2007 
menyebutkan: “(1) Penetapan rancangan Peraturan 
Daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah 
provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu 
harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri. 
Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan; 
―Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan 
agar Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang 
mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan 
rencana rinci tata ruang mengacu pada rencana 
umum tata ruang. Selain itu, persetujuan tersebut 
dimaksudkan pula untuk menjamin kesesuaian 
muatan Peraturan Daerah, baik dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan maupun dengan 
pedoman bidang penataan ruang”. 
17 Lihat: Republik Indonesia. Undang-
Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
UU No. 130 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik 
Organisasi Perangkat Daerah. 
Khusus Perda tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, di 
samping harus disampaikan 
kepada Menteri Dalam Negeri 
juga harus disampaikan kepada 
Menteri Keuangan.18  
Di samping Perda-perda 
yang memang bertentangan 
dengan kepentingan umum 
dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi akan 
diadakan pengawasan preventif. 
Pengawasan preventif diwujudkan 
dalam bentuk keharusan penge-
sahan Perda atau keputusan 
daerah tertentu19 sebelum diber-
lakukan. Perda-perda tertentu 
tersebut, dapat dikategorikan 
sebagai berikut: 
1. Perda-perda yang menetap-
kan ketentuan-ketentuan 
yang mengikat rakyat, 
ketentuan-ketentuan yang 
mengandung perintah, la-
rangan, keharusan, untuk 
berbuat sesuatu atau tidak 
berbuat sesuatu yang 
ditujukan langsung kepada 
rakyat; 
2. Perda yang memuat ancam-
an pidana berupa denda 
atau kurungan atas 
pelanggaran ketentuan ter-
tentu; 
                                                                                  
Indonesia Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049. 
18 Lihat: Penjelasan Umum paragraf ke-6, UU No. 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
19 Keputusan Daerah tertentu misalnya, Peraturan 
Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, walaupun 
Peraturan Daerah domeinnya eksekutif, tetapi harus 
diparipurnakan terlebih dahulu oleh DPRD. 
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3. Perda yang membuat 
pembebanan kepada 
rakyat, misalnya pajak 
atau retribusi daerah; 
4. Perda yang memuat 
ketentuan segala se-
suatu yang perlu di-
ketahui oleh umum, 
karena menyangkut ke-
pentingan rakyat, misal-




an daerah, menetapkan 
dan mengubah Anggar-




dan Belanja daerah 
serta mengatur gaji 
Pegawai.20  
Pemerintah pusat di 
samping memperhatikan 
ketentuan-ketentuan seperti 




ngan yang baik dan materi 
dari muatan perda tersebut, 
sebagaimana diatur dalam 
UU No. 12 Tahun 2011, 
sebagai berikut: 
Pasal 5. 
                                                          
20 Laporan Penelitian: Pengawasan 
Terhadap Hukum Daerah dalam Mewujudkan 
Pembangunan Hukum Nasional, Kerjasama DPR RI 
dengan Pusat kajian Regulasi dan Otonomi Daerah 
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tahun 
2009. 
“Dalam membentuk Peraturan 
Perundang-undangan harus 
dilakukan berdasarkan pada 
asas Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang 
baik, yang meliputi: 
a. kejelasan tujuan; 
b. kelembagaan atau pejabat 
pembentuk yang tepat; 
c. kesesuaian antara jenis, 
hierarki, dan materi muatan; 
d. dapat dilaksanakan; 
e. kedayagunaan dan kehasil-
gunaan; 
f. kejelasan rumusan; dan 
g. keterbukaan.   
 
Pasal 6. 








f. bhinneka tunggal ika; 
g. keadilan; 
h. kesamaan kedudukan 
dalam hukum dan 
pemerintahan; 





(2) Selain mencerminkan asas 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Peraturan 
Perundang-undangan ter-
tentu dapat berisi asas lain 
sesuai dengan bidang 





di atas sebagai landasan 
pemerintah pusat melakukan 
pengawasan preventif, pe-
merintah juga kadang-ka-
dang menggunakan alasan 
lain yang tidak dijelaskan 
secara rinci dalam melaku-
kan pengawasan preventif 
tersebut, sebagaimana dike-
mukakan oleh Didik Sukirno: 
Alasan-alasan penga-
wasan preventif yang dapat 
dipakai oleh pejabat yang 
berwenang tidak disebutkan 
secara tegas, sehingga se-
cara teori pejabat tersebut 
dapat tidak memberi pe-
ngesahan berdasarkan alas-
an lain daripada alasan 
adanya pertentangan de-
ngan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi 
tingkatannya atau dengan 
kepentingan umum. Di dalam 
praktik tidaklah mudah untuk 
menemukan alasan yang 
demikian itu. Pejabat yang 
berwenang mengesahkan 
atau tidak memberi penge-
sahan itu biasanya juga 
hanya meninjau apakah 
keputusan itu bertentangan 
dengan kepentingan umum 
atau dengan peraturan yang 
lebih tinggi tingkatannya 
atau tidak.21 
                                                          
21 Didik Sukriono, Op. Cit. 
Perlu dijelaskan di sini 
bahwa Perda-perda yang telah 
diberlakukan ternyata dikemudian 
hari dianggap bermasalah oleh 
pemerintah yang lebih tinggi, 
seharusnya tidak bisa dicabut 
atau dibatalkan oleh pemerin-
tahan atasan atau pemerintahan 
yang membuat perda tersebut, 
hal ini untuk menjaga agar ada 
kepastian hukum di tengah 
masyarakat, dan menghargai dan 
menghormati lembaga eksekutif 
dan legislatif di daerah, jika 
memang dianggab bermasalah 
maka pihak manapun yang 
berkepentingan, hanya diper-
bolehkan mengajukan judicial 
review ke Mahkamah Agung. 
Sebagaimana dijelaskan oleh 
Jimly Asshiddiqie, bahwa: 
”Perda ini merupakan produk 
lembaga legislatif dan lembaga 
eksekutif yang sama-sama di-
pilih melalui pemilihan umum”.22  
Senada dengan itu, Bagir 
Manan23 mengingatkan bahwa: 
”Perda (termasuk Peraturan 
Desa) dibuat oleh satuan 
pemerintahan yang mandiri 
(otonom), dengan lingkungan 
wenang yang mandiri pula, 
maka dalam pengujiannya 
terhadap peraturan per-
                                                          
22 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, 
Kon.Pres, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006. Dalam 
Laporan Penelitian Pengawasan Terhadap Hukum Daerah 
dalam Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional, 
Kerjasama DPR RI dengan Pusat kajian Regulasi dan 
Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 
Tahun 2009.  
23 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII 
Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 142. 
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undang-undangan yang 
lebih tinggi tidak boleh 
semata-mata berdasarkan 
”pertingkatan” melainkan 
juga pada ”lingkungan 
wewenangnya”. 
Hanya saja Perda 
Provinsi dan Perda Kabupa-
ten/Kota tetap memilki 
hierarkis. Kalau ada tugas 
pembantuan dari pusat, 
Perda Kabupaten/Kota harus 
tunduk kepada Perda 
Provinsi.24  
Sedangkan pengawas-
an yang bersifat represif, 
dilakukan setelah keputusan 
mempunyai akibat hukum 
(rechtsgevolgen), baik dalam 
bidang otonomi maupun 
tugas pembantuan.25 Penga-
wasan represif menurut Didik 
Sukriono26 dilaksanakan da-
lam bentuk:  
(1) Menangguhkan ber-
lakunya suatu Peratur-
an Daerah dan atau 
Keputusan Kepala 
Daerah; dan  
(2) Membatalkan suatu 
Peraturan Daerah dan 
atau keputusan Kepala 
Daerah.  
Berbeda dengan pe-
ngawasan preventif yang 
hanya dapat dilakukan 
                                                          
24 Syihabuddin, “Masalah-masalah yang 
Terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan 
Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945”, Tesis, 
Program Magister Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, 
2003, hlm. 156. 
25 Ni’matul Huda, Op. Cit, hlm. 248. 
26 Didik Sukriono, Op.Cit. 
terhadap Peraturan Daerah atau 
keputusan Kepala Daerah 
tertentu, yang disebut oleh 
Undang-Undang atau Peraturan 
Pemerintah, pengawasan represif 
dapat dijalankan terhadap semua 
Peraturan Daerah dan atau 
keputusan Kepala Daerah apabila 
peraturan/keputusan itu diang-
gap bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi tingkatannya 
atau dengan kepentingan 
umum.27 
Bentuk lain dari penga-
wasan produk hukum daerah 
dalam rangka pengharmonisasian 
hukum dilakukan dengan 
pengujian Peraturan Daerah oleh 
Mahkamah Agung (Judicial 
Review) sedangkan pengawasan 
oleh pemerintah atasan lebih 
tepat disebut evaluasi peraturan 
perundang-undangan daerah 
oleh pemerintah (Executive 
review), mengenai executive 
review telah dibahas di atas yang 
berbentuk pengawasan preventif 
dan pengawasan represif. 
Mahkamah Agung sebagai-
mana diatur dalam UUD 1945 
Pasal 24A ayat (1)  menyebutkan:  
”Mahkamah Agung berwenang 
mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-
undang, dan mempunyai 
wewenang lainnya yang 
                                                          
27 Didik Sukriono, Op.Cit. 




mah Agung juga disebutkan 
dalam UU No. 5 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas UU 
No. 14 Tahun 1985 tentang 










nyatakan tidak sah 
peraturan perundang-
undangan di bawah 
undang-undang atas 
alasan bertentangan 
dengan peraturan yang 





UUD 1945 dan UU tersebut, 
maka Mahkamah Agung 
dapat mengadakan judicial 
review terhadap peraturan 
perundang-undangan diba-
wah undang-undang, seba-
gaimana tela diuraikan di 
atas UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Per-
aturan perundang-Undang-
an, dimana jenis dan hieraki 
perundang-undangan di 
bawah undang-undang 
adalah: (1) Peraturan 
Pemerintah; (2) Peraturan 
Presiden; dan (3) Peraturan Dae-
rah. 
Materi perda menjadi objek 
satu-satunya judicial review, 
karena berdasarkan Peraturan 
Mahka-mah Agung (Perma) 
Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak 
Uji Materiil yang sudah diganti 
dengan Perma No. 1 Tahun 2004, 
dimana Hak Menguji dari 
Mahkamah Agung terbatas pada 
pengujian materil terhadap materi 
perundang-undangan dibawah 
undang-undang, dengan demi-
kian Mahkamah Agung tidak 
akan menguji prosedur pem-
bentukan perda tersebut (hak 
menguji formil). Hal ini sesuai 
dengan kewenangannya bahwa 
Mahkamah Agung diberikan 
tugas untuk menguji pada tataran 
norma perundang-undangan di 
bawah undang-undang. 
Kedudukan Mahkamah 
Agung sebagai lembaga per-
adilan bersifat pasif, artinya dalam 
melaksanakan kewenangannya 
Mahkamah Agung akan me-
nunggu jika ada permohonan 
keberatan dari pemohon atas 
terbentuknya suatu perda. Di 
dalam ketentuan Perma No. 1 
Tahun 2004 disebutkan bahwa jika 
permohonan para pihak dika-
bulkan oleh Mahkamah Agung, 
maka dalam jangka waktu 90 hari 
sejak putusan Mahkamah Agung 
Perda yang diajukan keberatan 
tersebut harus dibatalkan. 
Perma No. 1 Tahun 2004 jika 
dikaji lebih lanjut mempunyai 
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kelemahan terutama ber-
kenaan dengan jangka 
waktu pengajuan keberatan, 
para pihak diberikan hak 
untuk mengajukan keberatan 
terhadap peraturan per-
undang-undangan di bawah 
undang-undang sebelum 
batas waktu 180 hari 
pengundangan peraturan 
tersebut sebagaimana diatur 
dalam Pasal 2 ayat (4) Perma 
No. 1 Tahun 2004. Tentang 
adanya pembatasan waktu 
ini mendapat kritikan dari 
berbagai ahli hukum, 
sebagaimana dkemukakan 
oleh Kusnu Goesniadhie, 
sebagai berikut: 
”...Tampak kelemahan ba-
tas waktu 180 hari tersebut, 
mengapa tidak lebih ce-
pat atau lebih lambat dari 
180 hari juga tidak ada 
seleksi waktu yang secara 
rasional dapat dimengerti, 
karena apabila syarat 
untuk mengajukan permo-
honan keberatan terha-
dap berlakunya suatu 
Peraturan Daerah adalah 
anggapan kerugian publik 
dari pemohon, maka 
potensi kekerugian publik 
itu tidak dapat dibatasi 
waktunya. Dapat terjadi, 
misalnya Peraturan Daerah 
yang sudah berlaku se-
lama satu tahun dianggab 
tidak bermasalah oleh 
masyarakat, kemudian 
dua atau tiga tahun atau 
beberapa tahun setelah 
berlakunya Peraturan Daerah 
tersebut baru menimbulkan 
masalah sosial, sehingga 
apabila hal tersebut terjadi 
maka masyarakat kehilangan 
hak untuk mengajukan 
permohonan karena dipangkas 
oleh aturan yang dibuat oleh 
Mahkamah Agung”.28   
Lebih lanjut Kusnu 
Goesniadhie menyarankan:   
”Seharusnya peraturan-peratur-
an yang dibuat untuk kepen-
tingan publik, harus melibatkan 
publik dalam proses pemben-
tukannya, Mahkamah Agung 
memang sering membuat per-
aturan, bahkan hanya dengan 
surat edaran tetapi objeknya 
adalah menyangkut kepenting-
an masyarakat, bahkan di-
sinyalir Mahkamah Agung 
membuat peraturan tersendiri 
atas pertimbangannya sendiri 
pula, dan akhirnya ada 
anggapan bahwa Mahka-mah 
Agung tidak tunduk pada 
peraturan perundang-undang-
an dari undang-undang sampai 
ke peraturan yang terendah.29  
Adanya pembatasan kewe-
nangan berdasarkan Perma No. 1 
Tahun 2004 menurut peneliti justru 
melemahkan posisi masyarakat 
dalam mencari keadilan hukum 
atas kepentingan-kepentingan 
                                                          
28 Kusnu Goesniadhi, Hukum dan Gaya Moral 
Pemerintahan yang Baik, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, FE 
Universitas Negeri Malang, Tahun 39, Nomor 2, Juli 2005, 
hlm. 167. 
29 Ibid.  
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politik di daerah, oleh karena 
itu pembatasan jangka 
waktu 180 hari batas 
pengajuan keberatan terha-
dap Peraturan Daerah tidak 
perlu dan perma No. 1 Tahun 
2004 seharusnya diharmoni-
sasikan dengan peraturan 
yang lebih tinggi terutama 
dengan UUD 1945 . 
Pembatasan hak me-
nguji dari segi materil saja 
sesuai dengan Perma No. 1 
Tahun 2004, juga tidak tepat, 
karena berdasarkan ketentu-
an UUD 1945 Pasal 24A ayat 
(1), kemudian Pasal 11 ayat 
(2) hurup b UU No. 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, kemudian Pasal 
31 ayat (2) UU No. 5 Tahun 
2004 tentang Mahkamah 
Agung, yang jelas-jelas mem-
berikan kewenangan ke-
pada Mahkamah Agung 
untuk menguji peraturan 
perundang-undangan diba-
wah undang-undang, dan 
peraturan tersebut dapat 
dibatalkan, yaitu karena 
bertentangan dengan per-
aturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi (aspek 
materi) atau pembentukan-
nya tidak memenuhi keten-
tuan yang berlaku (aspek 
formil). 
Oleh karena itu ada-
nya ketentuan dalam Perma 
No. 1 Tahun 2004 yang 
membatasi hak menguji 
materiil saja, tidak tepat dan  
bertentangan dengan UU No. 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dan UU No. 5 Tahun 
2004 tentang Mahkamah Agung. 
Padahal di dalam praktik 
pembentukan suatu peraturan 
perundang-undangan terutama 
perda tidak dibuat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang khusus mem-
berikan petunjuk tentang tata 
cara pembuatan perda, ber-
dasarkan hasil penelitian terdapat 
beberapa perda yang tidak 
mengikuti aturan dimaksud, 
antara lain: 
1. Terdapat beberapa Perda 
yang tidak melibatkan 
masyarakat dalam pem-
bentukannya baik dalam 
bentuk uji publik maupun 
sosialisasi Rancangan Perda. 
2. Perda yang dibuat tidak 
termasuk dalam Program 
Legislasi Daerah, walaupun 
hal ini dimungkinkan, tetapi 
hanya diperuntukkan bagi 
hal-hal yang sangat men-
desak untuk kepentingan 
umum saja. 
3. Pembahasan perda tidak 
transparan dan ada indikasi 
di dalam pembahasannya 
sengaja disusun secara 
sembunyi-sembunyi dan 
rapat-rapat di DPRD dilaku-
kan di hotel-hotel yang 
sifatnya tertutup. 
4. Ada indikasi pembuatan 
perda  berdasarkan pesan-
an baik oleh elit penguasa 
daerah bahkan oleh pihak 
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ketiga (pengusaha), 
misalnya  perda multi-
years. 
 Melihat fakta-fakta 
tersebut, seharusnya Mahka-
mah Agung sebagai lem-
baga negara yang tugas 
dan fungsinya mengharmoni-
sasikan hukum, seharusnya 
apa yang menjadi keberatan 
dari masyarakat, harus di-
terima, Mahkamah Agung 
tidak boleh menolak per-
mohonan terhadap perda 
yang diajukan dengan alas-
an cacat prosedural ditolak 
karena kewenangan dibatasi 
oleh Mahkamah Agung 
sendiri. 
Kewenangan Mahka-
mah Agung untuk menguji 
pereturan perundang-unda-
ngan di bawah undang-
undang yang bersumber dari 
judicial review bertujuan 
untuk mengawal agar hukum 
berada pada alur yang 
benar sebagaimana diung-
kapkan oleh Mahfud M.D.,30 
sebagai berikut: 
”... judicial review oleh MK 
untuk menguji UU terhadap 
UUD dan judicial review 
oleh MA untuk menguji 
peraturan perundang-
undangan di bawah UU 
terhadap peraturan per-
undang-undangan yang 
lebih tinggi. Dengan 
                                                          
30 Moh. Mahfud M.D., Perdebatan Hukum 
Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali 
Pres, Jakarta, 2010,  hlm. 63. 
judicial review ada lembaga 
yang mengawal agar politik 
hukum berada pada alur yang 
benar. Judicial review bukan 
hanya menguji konsistensi 
materi, tetapi juga menguji 
kebenaran prosedur dalam 
kaitanya dengan Prolegnas/ 
Prolegda maupun dengan 
persayaratan korum dan 
sebagainya. 
Kelemahan lain dari Perma 
No. 1 Tahun 2004 tidak mengatur 
dengan jelas, proses jangka waktu 
pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-
undang, hal ini berkaitan dengan 
kapan waktu penunjukan hakim 
untuk menyidangkan keberatan 
tersebut, dan berapa lama proses 
persidangannya sampai putusan, 
seharusnya diberikan batasan 
waktu dalam proses tersebut 
karena menyangkut kepentingan 
masyarakat, misalnya keberatan 
terhadap Perda APBD, jika hal ini 
berlarut-larut, misalnya samapai 
satu tahun, maka dipastikan 
pengajuan keberatan tersebut 
tidak ada gunanya lagi, karena 
perda APBD hanya berlaku untuk 
satu tahun anggaran yaitu 
tanggal 1 Januari sampai tanggal 
31 Desember tahun tersebut. 
Sehubungan dengan 
masalah tersebut, seharusnya 
ketentuan Perma No. 1 
diharmoniskan dengan ketentuan 
UU yang berlaku di Mahkamah 
Konstitusi, berdasarkan ketentuan 
UU No. 24 Tahun 2003 tentang 
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Mahkamah Konstitusi Pasal 51 
ayat (3) menyebutkan 
bahwa: 
”Pemohon wajib mengurai-
kan dengan jelas bahwa 
(a) pembentukan Undang-
undang tidak memenuhi 
ketentuan berdasarkan 
Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 
1945; dan/atau (b) materi 




Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945”.  
Seharusnya ketentuan 
seperti ini berlaku secara 




an pengujian didasarkan 
pada kepentingan publik 
terutama perda karena 
sifatnya suatu pengaturan 
(regeling), walaupun tidak 
menutup kemungkinan ke-
pentingan individu pemohon. 
Pengujian formil terse-
but sangat penting, karena 
tidak hanya sebatas prose-
dural tetapi juga menyangkut 
pemberlakuan suatu produk 
perundang-undangan, seba-
gaimana dikemukakan oleh 
Jimly Asshiddiqie31 sebagai 
berikut: 
                                                          
31 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara 
Pengujian Undang-Undang, Yarsif Watampone, 
Jakarta, 2005, hlm. 56. 
”Apakah pengujian materiil itu 
dapat disebut pengujian 
undang-undang sebagai pro-
duk (by product) sedangkan 
pengujian formil adalah peng-
ujian atas proses pembentukan 
undang-undang (by process). 
Pernyataan ini juga dapat 
dibenarkan tetapi tetap tidak 
mencukupi untuk mencakup 
keseluruhan pengertian menge-
nai pengujian fomil itu. 
Pengujian atas proses pem-
bentukan undang-undang me-
mang dapat digolongkan se-
bagai pengujian formil, karena 
bukan menyangkut isi undang-
undang. Tetapi, pengujian 
formil tersebut tidak hanya 
menyangkut proses pemben-
tukan undang-undang dalam 
arti sempit, melainkan men-
cakup pengertian yang lebih 
luas. Pengujian formil itu 
mencakup juga pengujian 
mengenai aspek bentuk 
undang-undang itu, dan bah-
kan mengenai pemberlakuan 
undang-undang, yang tidak 
lagi tergolong sebagai bagian 
dari proses pembentukan 
undang-undang. 
   Selanjutnya Jimly Asshiddi-
qie32 merinci pengertian dan 
ruang lingkup pengujian formil 
sebagai berikut: 
1. Pengujian atas pelaksanaan 
tata cara atau prosedur 
pembentukan undang-
undang, baik dalam 
                                                          
32 Ibid., hlm. 57. 







2. Pengujian atas bentuk, 
format, atau struktur 
undang-undang; 




tusan dalam proses 
pembentukan undang-
undang; dan 
4. Pengujian atas hal-hal 
lain yang tidak termasuk 
pengujian materiil. 
 Berkenaan dengan 
adanya problematik judicial 
review oleh Mahkamah 
Agung terutama pengujian 
terhadap Perda, Kusnu 
Goesniadi33 memberikan 
saran sebagai berikut: 
”...untuk melakukan har-
monisasi hukum untuk 
mengatasi permasalahan 
Peraturan Daerah yang 
dianggap bermasalah. 
Harmonisasi hukum tidak 
hanya terbatas pada 
harmonisasi fungsionalisasi 
kewenangan lembaga 
negara dan doktrin hukum 
peraturan perundang-
undangan, melainkan juga 
mengintegrasikan penga-
                                                          
33 Kusnu Goesniadhie, Disharmoni 
Pengujian Peraturan Daerah, Makalah, 18 Februari 
2010. 
laman sosiologis dan nilai-nilai 
antropologis masyarakat yang 
masih hidup dan dianut dalam 
mengelola tertib sosial, ekonomi 
dan ekologis di masyarakat. 
Dengan kesepakatan antara 
Dewan Perwakilan Rakyat, 
Presiden, Mahkamah Konstitusi, 
dan Mahkamah Agung, dibuat 
suatu undang-undang yang 
menegaskan kewenangan 
pengujian semua peraturan 
perundang-undangan dibawah 
undang-undang dilakukan oleh 
Mahkamah Konstitusi. Perspektif 
praktik ketatanegaraan ini da-
lam konteks supremasi hukum 
dengan semangat memberikan 
perlindungan bagi hak kons-
itusional warga negara ter-
hadap bentuk peraturan per-
undangan-undangan dan ke-
bijakan negara”. 
Oleh karena itu harus di 
ingat bahwa perda adalah 
produk hukum dan hukum 
menurut O. Notohamidjojo 
mempunyai segi regular. Hal ini 
berarti hukum mempunyai tujuan 
utama menjamin kelangsungan 




 Dari analisis terhadap pe-
ngawasan produk hukum daerah, 
terutama berkaitan dengan 
dengan regulasi telah cukup 
untuk membentuk sebuah 
                                                          
34 O. Notohamidjojo, Demi Keadilan dan 
Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum, BPK. 
Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm. 84. 
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peraturan menjadi baik dan 
benar, hanya saja masih 
terdapat  permasalahan 
dalam pengawasan produk 
hukum daerah tersebut, 
yaitu: (1) Pemerintah daerah 
belum sepenuhnya mengikuti 
petunjuk teknis pembuatan 
peraturan perundang-unda-
ngan sebagaimana diama-
natkan oleh UU No. 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-unda-
ngan yang telah diubah 
dengan UU No. 12 Tahun 
2011; (2) Pengawasan pre-
ventif hanya diberlakukan 
kepada produk hukum 
daerah tertentu saja, seperti 
Perda APBD, Perda BUMD, 
Perda Struktur Organisasi dan 
perda-perda yang bersifat 
pungutan yang membebani 
masyarakat; (3) Adanya 
pembatasan jangka waktu 
pengajuan judicial review 
kepada Mahkamah Agung, 
hal ini merugikan pihak-pihak 
yang berkepentingan, dan 
persolan yang ingin diajukan 
judicial review tidak bisa 
dibatasi, karena boleh jadi 
perda tersebut dalam batas 





produk hukum daerah, 
karena disinyalir pembentuk-
an perda mengabaikan 
prinsip-prinsip demokratis, 
universal dan keadian. Bahkan 
bisa jadi dibuat atas keinginan 
segelintir elit daerah. 
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REFORMASI STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 
 





Most of the perpetrators of a crime of corruption based on 
economic motives, in terms of economic profit. The crime of corruption is 
also due to abuse of power by those who have power and authority; 
cultural factors of kinship, so that the corruption crime and corruption in 
order to protect his family happy or trying to not ostracized in the family. 
Multi-dimensional factors causing corruption crime eradication strategy 
requires an integrated multi-dimensional. Acts of corruption is an act that 
could hinder the realization of the ideals of the Nation of Indonesia as 
defined in the Preamble to the Constitution 1945 at paragraph-4. 
Combating corruption strategy at the start of the stage of formulation of 
the prohibited acts or corruption as a criminal act, including the concept 
of accountability and choice of an appropriate sanction in preventing 
and tackling crime and crack down on corruption. The next step is the 
need to restructure the strategy and prevention action by anti-corruption 
agency. 
 
Keywords : The Eradication Corruption, Reform Strategies 
 
A. PENDAHULUAN 
Bahaya laten korupsi di 
Indonesia  saat ini selain 
berpotensi merusak sendi-sendi 
kehidupan Bangsa Indonesia, 
maka secara pragmatis dapat 
menimbul-kan frustasi massal 
bagi sebagian besar rakyat 
Indonesia. Secara normatif 
maka perbuatan korupsi 
bertentangan dengan ke-
seluruhan upaya yang 
dilakukan oleh Bangsa 
Indonesia untuk mewujudkan 
cita-cita Bangsa Indonesia 
seperti dirumuskan di dalam 
Pembukaan Undang Undang 
Dasar 1945. Hal ini senada 
dengan pernyataan satjipto 
Rahardjo bahwa: 
“Pembukaan Konstitusi suatu 
negara adalah bagian yang 
sakral dari suatu konstitusi. Di 
dalamnya termuat hal, ke-
jadian, impian-impian yang 
sangat mendasar sifatnya 
bagi bangsa yang 
bersangkutan”.35 
Alinea keempat Pem-
bukaan Undang-Undang Dasar 
1945, menunjukkan tujuan 
Bangsa Indonesia untuk 
bernegara, yaitu ; 
                                                          
35 Satjipto Rahardjo, Mendudukan Undang 
Undang dasar,  Suatu Pembahasan dari Optik Hukum 
Umum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 
Semarang, 2007, hlm. 8. 
   Bengkoelen Justice. Vol. 2 No. 1 Tahun 2012   
 
“Kemudian dari pada itu, 
untuk membentuk suatu 
pemerintah-an Negara 
Indonesia yang melindungi 
segenap Bang-sa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut 
serta melaksanakan 
ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, 
perdamai-an abadi dan 
keadilan sosial, maka 
disusunlah kemerdekaan 
kebangsaan Indonesia itu 
dalam suatu Undang-Undang 
Dasar Negara Indonesia, 
yang terbentuk dalam suatu 
susunan Negara Republik 
Indonesia yang berke-
daulatan rakyat dengan 
berdasarkan kepada: 
Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, Persatuan 
Indonesia, dan Kerakyatan 




wujudkan suatu keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia.36 
Dasar pertimbangan 
melarang perbuatan korupsi 
                                                          
36 Mahkamah Konstitusi, Naskah 
Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses 
dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku I, Sekretariat 
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, RI, 
Jakarta, 2008, hlm. 613. 
dapat ditemukan di dalam 
konsideran Undang-Undang No 
31 Tahun 1999, yaitu; 
1. Bahwa tindak pidana 
korupsi sangat merugikan 
keuangan negara atau 
perekonomian negara dan 
menghambat 
pembangunan nasional, 
se-hingga harus diberantas 
dalam rangka 
mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang 
Dasar 1945;  
2. Bahwa akibat tindak 
pidana korupsi yang terjadi 
selama ini selain merugikan 






yang menuntut efisiensi 
tinggi.37  
Di Indonesia korupsi me-
rupakan kejahatan yang luar 
biasa, karena sifat dan dampak 
yang ditimbulkannya. Korupsi di 
bidang kesehatan, pendidikan, 
dapat menghancurkan cita-
cita untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Demikian 
juga korupsi pengadaan fasilitas 
umum secara langsung dapat 
menghancurkan cita-cita untuk 
memajukan ke-sejahteraan 
                                                          
37 Konsideran Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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umum. Hasil survei yang 
dilakukan Transparency 
International (TI) di Indonesia 
adalah fakta yang 
menunjukkan bahwa:38 
“Kota paling bersih di antara 
kota-kota yang korup, belum 
berarti betul-betul bersih dari 
korupsi. Nilai “kebersihan” 
Yogya-karta memang 
tertinggi dibanding kota-kota 
lain, yakni 6,43. Namun nilai 
paling ideal adalah 10. Ini 
berarti, Yogyakarta pun 
belum bebas dari praktik-
praktik korupsi”. 
Selanjutnya hasil survei 
Tranparenscy Internasional 
bahwa:39 
“Negara Indonesia berada di 
peringkat ke-5 negara 
terkorup di dunia, tetapi di 
tingkat Asia Pasifik, Indonesia 
yang terkorup. Berikut ini 
adalah 5 besar negara paling 
korup di Asia-Pasifik: (1) 
Indonesia; (2)  Kamboja; (3) 
Vietnam; (4) Filipina; (5) India”. 
Hasil survei tersebut me-
nunjukkan bahwa penegak 
hukum pidana khususnya yang 
berkaitan dengan 
pemberantasan korupsi di 
Indonesia masih kurang 
                                                          
38 “KPK Tak Henti Menggempur Para Koruptor 
dan Memenjarakan Mereka”, 
http://yusranpare.wordpress. com/tag/transparansi-
indonesia/, diakses Kamis, 19-4-2012, pk. 11.47 wib. 
 
39 Daftar 10 Negara Terkorup di Dunia, Daftar 
10 negara terkorup di Dunia http://serba-
sepuluh.blogspot.com/2010/04/daftar-10-negara-
terkorup-di-dunia.html, diakses Jum’at, 20-4-2012, pk. 11. 
00 wib. 
memuaskan. Indonesia masih 
menjadi negara terkorup di 
dunia. Beberapa contoh dapat 
dikemukakan, antara lain; 
(Indeks Persepsi Korupsi 
Transparency International 2002, 
Indonesia masih yang terkorup 
di dunia.40  Fakta lain 
menunjukkan bahwa pem-
berantasan korupsi belum 
menjadi prioritas utama dalam 
penegakan hukum pidana di 
Indonesia.  
Di Indonesia kejahatan 
korupsi telah berkembang baik 
secara kualitas maupun 
kuantitas ke berbagai sektor, 
sehingga jumlah korban yang 
timbul juga menjadi lebih besar. 
Kondisi seperti ini mengharuskan 
adanya perubahan sudut 
pandang dalam memposisikan 
kejahatan ini sebagai kejahatan 
luar biasa atau “extraordinary 
crime”, oleh karena itu  perlu 
usaha-usaha yang bersifat luar 
biasa pula, antara lain adalah; 
“While observing that 
corruption is an extra ordinary 
crime, extraordinary 
measures must be taken to 
determine the future of the 
agenda for corruption 
eradications. First major 
corrupti-on cases must be 
handled properly and 
seriously, as experience has 
shown that the corruption 
cases still are not dealt with 
                                                          
40 Media Indonesia, No. 8015, Volume XXXIII, 
Tahun 2005. 
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successfuly. As result, there is 
a crisis of confidence 
regarding law enforcement 
institutions. Second, 
government official involved 
in corruption cases must be 
discharge from their positions. 
Whenever a minister or  a 
member of the Hause, a 
governor, a regent, or a 
mayor, for example, is 
involved in a corruption case, 
he/she must be temporarily 
discharged from his/her 
position from the time he/she 
is named as a suspect. If later 
the court finds him/her guilty, 
he or she must be 
permanently discharge. Third, 
when a court of law finds a 
government official guilty of 
corruption, he or she must be 
put in prison immediately 
after the verdict is passed by 
the district court.41  
Pada umumnya pelaku 
tindak pidana korupsi di-
lakukan oleh pejabat publik 
baik pejabat eksekutif, legis-latif 
maupun yudikatif. 
Banyak kasus di Indonesia 
yang mendudukan kepala 
daerah sebagai ter-dakwa 
dalam kasus korupsi demikian 
juga dengan anggota DPRD 
hampir di seluruh negeri. Saat ini  
jumlah Kepala Daerah yang 
tersangkut korupsi juga 
bertambah banyak, terdapat 
177 kepala daerah yang saat ini 
                                                          
41
 Ibid.  
terlibat dengan kasus korupsi 
dan 17 diantaranya adalah 
Gubernur. 
Demikian juga dengan 
mereka yang melaksanakan 
tugas yudikatif, hasil peneliti-an 
yang dilakukan masya-rakat 
Tranparansi Internasional 
Indonesia menyatakan bahwa 
lembaga yudikatif merupakan 
lembaga yang paling korup 
pada tahun 2006. Frans H. 
Winarta menjelaskan bahwa: 
“It is no secret that 
businessmen who have legal 
cases in court reserve a 
budget to be allocated for 
judges or prosecutors through 
their lawyers who act as 
brokers. Local and 
international companies 
often have to be involved in 
the dirty practice. Both local 
and international companies 
are often trapped into the 
habit of legitimizing illegal 
practices. The forms are 
various such as bribery, fraud, 
improper influence, indu-
cements and interference in 
the form of providing travel 
packages for the said officers 
and their families, housing, 
jewelry, money, sex and 
leisure, entertainment, golf 
club membership and so 
forth. This is usually carried out 
by their respective lawyers.42   
                                                          
42 Frans H, Winarta, “The Jakarta Post”, 
Monday, October 31, 2005.  




pemberantasan korupsi ini telah 
dilakukan sejak lama, beberapa 
kebijakan pemberantasan 
korupsi yang dapat dicatat, 
antara lain: 
Berbagai upaya telah 
dilakukan dalam usaha 
memberantas tindak pidana 
korupsi, balk yang bersifat 
preventif maupun represif. 
Bahkan peraturan per-undang-
undangan korupsi sendiri telah 
mengalami beberapa kali 
perubahan, sejak diberlakukannya 
Per-aturan Penguasa Militer Nomor 
PRT/PM/011/1957 tentang 
Pemberantasan Korupsi 
kemudian diganti dengan 
Peraturan Penguasa Perang Pusat 
Angkatan Darat Nomor 
PRT/PEPERPU/013/1958 tentang 
Pengusutan, Penuntutan, dan 
Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, 
Pidana dan Pemilikan Harta Benda, 
dan kemudian keluar Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 1960 
tentang Pe-ngusutan, Penuntutan, 
Pe-meriksaan Tindak Pidana Korupsi 
yang menjadi undang-undang 
dengan keluarnya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1961, 
selanjutnya digantikan dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1971 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dan 
kemudian diganti lagi dengan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pembe-rantasan 
Tindak Pidana Korupsi yang 
selanjutnya diubah oleh Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001. 
Selain itu dikeluarkan juga 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (KPK). Selain beberapa 
regulasi di atas, juga telah dibentuk 
berbagai tim atau komisi, seperti 
Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) 
pada tahun 1967 diketuai Jaksa 
Agung Sugiharto, Komisi 4 pada 
tahun 1970 diketuai Wilopo, 
Komite Anti Korupsi (KAK) Juni-
Agustus 1970 diketuai Akbar 
Tanjung, Operasi Penertiban 
(Inpres Nomor 9 Tahun 1977) 
beranggotakan Menpan, 
Pangkop-kamtib, dan Jaksa 
Agung dibantu pejabat di daerah 
dan Kapolri, Tim Pemberantasan 
Korupsi (tahun 1982) diketuai MA 
Mudjono, Tim Gabungan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (PP Nomor 19 Tahun 2000) 
diketuai Adi Handoyo dan yang 
terakhir Komisi Pemeriksa 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(KPKPN) yang diketuai oleh Yusuf 
Syakir, yang semuanya 
dimaksudkan untuk mendukung 
institusi penegak hukum dalam 
pemberantasan korupsi. 
Walaupun usaha-usaha 
pemberantasan korupsi telah 
dilakukan dan mengalami 
kemajuan, namun Indonesia 
masih dianggap sebagai  
negara yang terkorup. Tahun 
ini, IPK Indonesia berada di 
peringkat 126 dari 180 negara. 
Negara dengan IPK tertinggi 
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adalah Denmark dengan nilai 
IPK 9,3 sementara negara 
dengan IPK terendah adalah 
Somalia dengan 1,0.43 Hal ini 
tentunya menimbulkan 
pertanyaan yang memerlukan 
jawaban, agar pemberantasan 
korupsi di Indonesia dapat 
berhasil. 
Secara normatif maka 
Ketentuan Pasal 2 ini ditujukan 
untuk melarang perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi 
dengan merugikan keuangan 
dan perekonomian negara. Ber-
kenaan dengan hal ini maka 
perlu unsur–unsur rumusan 
perbuatan korupsi yang harus 
dipenuhi adalah: 
1. Adanya perbuatan 
memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatu 
koorporasi. 
2. Perbuatan tersebut 
sekaligus merugikan ke-
uangan negara dan 
perekonomian negara. 
3. Perbuatan tersebut di-





nerima manfaat hasil korupsi 
seseorang tidak secara 
langsung mengambil uang 
negara. Penerima manfaat 
mendapatkan uang dan atau 
                                                          
43 “Ketika peringkat Korupsi Indonesia 
menurun”, forum,detik,com/archive/index,php/t-
61272,html/, diakses Minggu, 22-2-2008, pk. 18.16 wib. 
manfaat lainnya dari pelaku 
korupsi. Selain itu yang paling 
penting adalah tidak adanya 
norma yang me-larang 
seseorang menerima 
pemberian dari orang lain, 
sehingga terjadi kekosongan 
hukum yang berkaitan dengan 
perbuatan meneri-ma manfaat 
hasil korupsi. 
Ketentuan lain yang me-
rumuskan kualifikasi tindak 
pidana korupsi adalah 
ketentuan Pasal 3 Undang-
Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, yaitu:  
“Setiap orang yang dengan 
tujuan menguntungkan diri 




atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan 
atau kedudukan yang dapat 
merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, 
dipidana dengan pidana 
penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan atau denda 
paling sedikit Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak 
Rp. 1.000.000. 000,00 (satu 
milyar rupiah).  
Rumusan Pasal 3 ini 
bertujuan untuk melarang 
perbuatan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau 
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suatu koorporasi, sekaligus 
merugikan keuangan negara 
dan per-ekonomian negara, 
yang dilaku-kan dengan cara 
menyalah-gunakan 
kewenangan, ke-sempatan 
atau sarana  yang ada 
padanya karena jabatan atau 
kedudukan. Sedangkan 
penerima manfaat hasil korupsi 
tidak menyalahgunakan 
kewenangan dan bahkan 
dalam hal tertentu tidak 
memiliki jabatan, sehingga tidak 
mungkin dapat memberikan 
kesempatan dan sarana 
kepada sesorang untuk 
merugikan keuangan negara 
dan perekonomian negara. 
 
B. METODE PENELITIAN  
1. Jenis 
Penelitian 
Jenis penelitian hukum 
ditinjau secara khusus me-nurut 
jenis, sifat dan tujuan-nya 
dibedakan menjadi 2 (dua) 
yaitu penelitian hukum normatif 
dan penelitian hukum empiris.44 
Sedangkan penelitian ini 








                                                          
44 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam 





antara data yang diperoleh 
langsung dari masyarakat dan 
dari bahan pustaka. Data yang 
diperoleh langung dari 
masyarakat disebut data primer 
atau data dasar (primary data 
atau basic data), sedangkan 
data dari bahan pustaka 
dinamakan data sekunder 
(secondary data).45 Penelitian 
ini lebih banyak menggunakan 
data sekunder, yaitu data yang 
sudah dalam bentuk jadi, 





Metode analisis data 
yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif, yaitu data yang 
diperoleh dari hasil penelitian 
kepustakaan dan penelitian 
lapangan yang disusun secara 
sistematis, kemudian dilakukan 
analisis secara deskriptif 
kualitatif, dengan 
memperhatikan faktor-faktor 
yang ada dalam praktik dan 
fakta-fakta hukum, kemudian 
diolah dengan data yang 
diperoleh dari penelitian 
kepustakaan sehingga 
diperoleh jawaban untuk 
                                                          
45Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian 
Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 11-12. 
46 Riyanto Adi, Metodologi Penelitian Sosial 
dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 57. 
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permasalahan pokok yang 
dirumuskan. 
 
C. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. Faktor 
Penyebab Terjadinya Korupsi 
Saat ini pandangan 
bahwa korupsi sebagai 
kejahatan yang luar biasa, 
semata-mata di-pandang dari 
aspek moral dan sosial, 
sehingga seringkali disebut-kan 
argumentasi bahwa kejahat-an 
korupsi dapat menghancurkan 
moral bangsa, merusak sendi-
sendi kehidupan masyarakat. 
Seharusnya untuk memahami 
sifat alamiah korupsi juga harus 
dipandang dari aspek ekonomi.  
Pengklasifikasian 
kejahatan korupsi dapat juga 
ditelaah dari sudut pandang 
kejahatan ekonomi, sehingga 
upaya penanggulangannya 
juga harus di dasarkan pada 
teori-teori yang berhubungan 
dengan kejahatan ekonomi. 
Kebijakan kriminal disususun 
dengan terlebih dahulu 
mengetahui sebab-musabab 
dilakukannya kejahatan korupsi 
yang dalam hal ini dapat juga 
dilakukan dengan motif 
ekonomi. Setelah sebab 
tersebut diketahui maka tahap 
berikutnya adalah me-rancang 
kebijakan pidana yang tepat 
untuk menang-gulanginya. 
Korupsi sebagai keja-
hatan ekonomi dapat terjadi 
jika motif pelaku adalah 
mendapatkan keuntungan 
secara ekonomi, atau juga 
dilakukan dalam bidang usaha 
yang berkaitan de-ngan 
perekonomian. Bill Mc. Carthy 
and Lawrence E. Cohen 
menyatakan: 
”We focus on the theoretical 
work that explores three 
aspects of economic crime: 
offender motivations, 
economic out-comes, and 
economic processes”. 47 
Terdapat tiga sudut pan-
dang dalam menelaah 
kejahatan ekonomi tersebut, 
yaitu: 
“The first tradition refers to 
economic crimes as illegal 
acts in which offenders' 
principal motivation appears 
to be economic gain (e.g., 
Freeman). A second tradition 
avoids difficulties associated 
with trying to infer motives 
and focuses on illegal acts 
that successfully provide 
offenders with an economic 
return (e.g., Chamlin and 
Kennedy). A third tradition 
contends that the processes 
that lead to criminal behavior 
are the same as those that 
                                                          
47 Bill Mc. Carthy and Lawrence E. Cohen, 
Economic Crime: Theory - Classical Approach to Crime, 
Neoclassical or Economic Approach, Advantages of The 
Neoclassical Approach, Problems with The Neoclassical 
Approach, http://law.jrank.org  /pages/1055 /Economic-
Crime-Theory.html, diakses pada tanggal 19-11-2008, pk. 
13:28 wib. 
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guide consumer behavior in 
the market-place”.48 
                                                          
48
 Ibid. The first tradition refers to economic 
crimes as illegal acts in which offenders' principal 
motivation appears to be economic gain (e.g., Freeman). 
Here, an economic crime is conceived of as any offense 
in which individuals or collectivities of people purposively 
act in an illegal manner in order to gain financial returns 
(e.g., robbery, drug selling, tax evasion, computer crime, 
and abuses of economic aid). Although conceptually 
appealing, this tradition has several drawbacks. For 
example, it assumes that offenders' motivations are 
readily observable or knowable from the criminal act 
itself. Although the motive behind robberies may appear 
to be the desire for property, perpetrators' primary 
motivation may be different (e.g., thrill seeking or racial 
hatred). Some crimes have multiple motives and 
economic gain may be a secondary goal. Furthermore, 
offen-ders themselves are not always conscious of their 
motives and they may be unable to distinguish between 
the reasons that precipitated their actions and the 
rationalizations or justifications that follow them. 
A second tradition avoids difficulties 
associated with trying to infer motives and focuses on 
illegal acts that successfully provide offenders with an 
economic return (e.g., Chamlin and Kennedy). However, 
excluding attempted crimes from analysis limits our 
understanding; successfully completed offenses may 
differ in important ways from those that are failures. A 
variation of this tradition defines economic crime as 
offenses for which victims incur an economic cost (e.g., 
Salvesberg; Reuvid). Typical victims include individuals, 
groups, or organizations against which the act was 
directed; however, a much wider group of victims may 
have been indirectly affected by such crimes. This occurs 
in cases in which a criminal act subverts or undermines 
the commercial effectiveness of normative business 
practices and the negative consequences extend beyond 
those at whom the specific immediate harm was intended 
(e.g., computer hacking, insider trading in stock market 
transactions). This definition addresses a common 
oversight in criminology—ignoring or under-representing 
victim issues—nonetheless, it is too narrow in some 
respects and too broad in others. For example, it 
excludes "victimless" crimes that have economic 
implications (e.g., prostitution) and includes any offense 
for which victims experience a cost (e.g., an assault that 
results in medical expenses or loss of wages). 
A third tradition contends that the processes 
that lead to criminal behavior are the same as those that 
guide consumer behavior in the marketplace. This 
approach informs most theoretical work on crime offered 
by economists since the late 1960s. Its most cogent 
statement is found in Gary Becker's neoclassical or 
"economic" approach to explaining crime (1968; repr. 
1974). The remainder of this entry describes this 
approach and discusses its advantages and weaknesses; 
Berkenaan dengan motif 
ekonomi yaitu adanya 
keinginan pelaku kejahatan 
korupsi untuk memperkaya diri 
sendiri dengan melawan 
hukum,  maka penyebab 
dilakukannya korupsi adalah 
seperti dijelaskan oleh teori  
“cost-benefit analysis to assess 
alternative policies to reduce 
crime”.49 Berkenaan dengan 
hal ini maka seseorang akan 
melakukan perbuatan korupsi 
berdasar-kan anggapan 
bahwa keuntungan yang bakal 
didapat dari perbuatan me-
langgar hukum yang dilakukan-
nya lebih besar dari risiko 
mendapatkan sanksi  yang 
diatur dalam hukum pidana. Bill 
Mc. Carthy and Lawrence E. 
Cohen menyatakan: 
“The economic model of 
crime is a standard model of 
decision making where 
individuals choo-se between 
criminal activity and legal 
activity on the basis of the 
expected utility from those 
acts. It is assumed that 
participation in criminal 
activity is the result of an 
optimizing individual 
responding to incentives. 
                                                                            
reviews other social science perspectives that address 
some of the shortcomings of the neoclassical approach; 
and summarizes recent directions in the study of 
economic crime. 
49 Ann Dryden Witte and Robert Witt, Crime 
Causation: Economic Theories, Wellesley College and 
NBER, and University of Surrey. July 19, 2000. 
Encyclopedia of Crime and Justice, forthcoming 2001. 
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Among the factors that 
influence an individual‟s 
decision to engage in 
criminal activities are: (a) the 
expected gains from crime 
relative to earnings from legal 
work; (b) the chance (risk) of 
being caught and convicted; 
(c) the extent of punishment; 
and (d) the opportunities in 
legal activities.50 
Penyusunan kebijakan 
krimi-nal seharusnya juga 
memper-timbangkan motif 
mendapatkan keuntungan 
ekonomi dalam menetapkan 
sanksi sebagai risiko yang akan 
didapat apabila me-lakukan 
kejahatan korupsi.  Selain itu 
kebijakan kriminal juga harus 
dirancang untuk dapat 
menutup peluang dilakukannya 
bisnis kotor yang cenderung 
melawan hukum, guna 
mendapatkan keuntungan 
yang sebesar-besarnya.  
Selain itu sebab musabab 
terjadinya kejahat-an ekonomi 
dapat juga ditelaah dari 
perspektif: 
”Neoclassical or economic 
approach to crime” accor-
ding to this perspective, 
people choose criminal over 
noncriminal alternatives in the 
same way that they choose 
particular strategies when they 
act as consumers in the 
marketplace”.51  
                                                          
50 Ibid. 
51 Bill Mc. Carthy & Lawrence E. Cohen. 
Op.Cit. 
Teori tersebut dikem-
bangkan lagi, sehingga 
beberapa asumsi khusus yang 
dihubungkan dengan sebab 
musabab terjadinya kejahatan, 
yaitu: although these 
assumptions are usually used to 
describe legal business 
decisions and actions (Becker) 
and other neoclassical theorists 
argue that they can be 
extended to include criminal 
behavioral choices. Thus:52 
a. People choose to offend 
using the same cost-
benefit analysis they use 
when choosing legal 
behaviors: a decision to 
offend reflects a normal, 
rational, calculation. Thus, 
this explanation of crime 






b. The decision to offend 
involves calculations based 
on estimates of a legal 
opportunity's availability, 
costs, and ability to provide 
a desired end (i.e., 
expected utility), versus an 
illegal oppor-tunity's 
availability, costs, and 
ability to provide the same 
or comparable end. Both 
legal and illegal behaviors 
                                                          
52 Becker (1974) dalam Bill Mc. Carthy & 
Lawrence E. Cohen. Op.Cit. 
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can provide an array of 
benefits that include 
material gain, approval or 
prestige, "psychic" or 
emotional returns (e.g., 
thrill, honor, revenge, a 
sense of equity), and other 
nonpecuniary returns. The 
potential costs of these 
behaviors include time, 
transac-tion, and "psychic" 
costs (e.g., anxiety). Crime, 
however, introduces a 
unique set of reputational 
(e.g., loss of respect), 
psychological (e.g., guilt, 
shame, anxiety) and 
punishment costs (e.g., 
fines and incarceration). 
c. The decision to offend is 
also influenced by a 
person's tolerance or 
enjoyment of taking risks. 
Thus, all things equal, those 
who commit crime at 
relatively high rates are 
comparatively more risk 
seeking or risk tolerant, 
those who offend at 
moderate rates are 
relatively more risk neutral, 
and those who seldom, if 
ever, violate criminal laws 
are relatively more risk 
averse.  
d. The most effective way to 
reduce crime is to increase 
people's per-ceptions that 
costs of offending will 
exceed its rewards, and 
that the benefits of legal 
behavior surpass its costs.53  
Ditinjau dari aspek 
budaya maka di Indonesia, 
korupsi berhubungan de-
ngan budaya saling tolong- 
menolong yang dimple-
mentasikan secara  negatif. 
Dalam kehidupan masya-
rakat merupakan suatu ke-
laziman jika seseorang 
sebagai anggota keluarga 
atau masyarakat tertentu-
an, berkewajiban untuk 
membantu kehidupan 
keluarga yang kurang 
mampu. Budaya ini me-nurut 
Syafri Sairin,54 berjalan 




yang pernah diterimanya di 
masa lampau dari 
keluarga dan komuni-
tasnya karena berlaku 
prinsip social exchange 
(pertukaran sosial). Terkait 
dengan kondisi tersebut di 
atas, Banfeld menyatakan 
bahwa korupsi adalah 
ekspresi dari sikap parti-
kularisme yaitu perasaan 
wajib membantu keluarga 
dekat. Lebih jauh sikap 
parti-kularisme ini menim-
bulkan nepotisme.55  
                                                          
53 Ibid. 
54 Amir Santoso, Korupsi: Penyebab dan 
Saran Pemberantasannya, dalam Korupsi Musuh, 
Editor Musni Umar, Lembaga Pencegah Korupsi, 
2004), Jakarta, hlm. 81. 
55 Ibid., hlm. 82.  
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Pentingnya pengetahuan 
tentang karakteristik perbuatan 
korupsi dengan mengunakan 
pendekatan ekonomi, 
memung-kinkan adanya 
kebijakan hukum pidana yang 
juga memperhatikan 
pendekatan ekonomi, baik 
dalam perumusan perbuatan 
yang dilarang, penusunan 
konsep pertanggngjawaban 
dan sanksi bagi perbuatan 
korupsi, sehingga perumusan 
hal tersebut dapat secara 







ko-rupsi saat ini telah menarik 
perhatian masyarakat inter-
nasional. Beberapa pertemuan 
lintas negara dan lembaga 
international telah dilakukan 
guna merancang strategi yang 
efektif dalam memberantas 
korupsi. Indonesia sebagai salah 
satu negara yang memiliki 
reputasi kurang baik dalam 
memberantas korupsi juga ikut 
dalam agenda tersebut. Salah 
satu bukti keikutsertaan 




Berbagai cara dan 
tahapan dalam kebijakan 
                                                                            
 
pemberantasan korupsi di-
rancang dan dilakukan oleh 
masyarakat internasional, pa-tut 
dipertimbangkan oleh 
indonesia dalam menyusun 
kebijakan pemberantasan 
korupsi antara lain, seperti 
dirumuskan dalam konvensi 
internasional melawan korupsi, 
yaitu:  
a. Anti-corruption policy; of 
the elements that threa-ten 
good governance, 
corruption is seen by the 




nomic growth and 
development. The donor 
states adhere to a strict 
zero-tolerance policy on 
corruption. Coordination of 
actions serving to ensure 
good governan-ce and 
prevent corrupti-on and 
mismanagement form an 
integral part of the FMO‟s 
responsibilities. Specifically, 
the FMO will: 
1) Tackle All Instances of 
Both High-Level and Low-
Level Mismanage-ment 
and Corruption with Equal 
Conviction; 
2) Deploy Specialist 
Resources to Fight 
Corruption in A Targeted 
and Efficient Manner; 
3) Respond Quickly and 
Professionally to 
Indications of 




4) Ensure the FMO‟s anti-
corruption capabilities by 
drawing on international 
expertise and 
cooperation in addition to 
the close relationship 
already establi-shed with 
each of the 13 
beneficiary states. 
b. The FMO acknowledges 
that for the goal of good 
governance to be 
achieved, continuous 
determination and 
dedication at all levels of 
the implementation of the 




juga telah meakukan berbagai 
macam pertemuan untuk 
memahami korupsi sebaai suatu 
gejala yang membahayakan 
kehidupan ma-syarakat. 
Beberapa usaha di-lakukan 
untuk menemukan karakeristik 
korupsi yang berguna untuk 
menyusun suatu kebijakan 
pemberantasan korupsi yang 
efektif. Salah satu putaran 
pertemuan yang membahas 
kebijakan pemberantasan 
                                                          
56 Norway Good Governance and Anti-
Corruption Policy, The EEA Financial Mechanism & The 
Norwegian Financial Mechanism, 2004-2009. hlm 3-4. 
diakses  Rabu, 17-9-2008, pk. 13.03 wib. 
 
korusi dilakukan di Sierra 
Leoneans, yang mencoba 
mengidentifikasikan perbuat-an 
korupsi yang dikenal dalam 
konteks lokal.  
“There is a clear under-
standing in the imagina-tions 
of Sierra Leoneans of what 
constitutes corrupti-on. This 
was revealed in a series of 
focus group discussions held 
specifically for the facilitation 
of this Section of the Strategy. 
This was reflected by the 
public when asked for words 
that define the concept of 
„corruption‟ as it is 
understood in the local 
parlance. There exists a 
plethora of terms for corrupt 
behaviour inclu-ding “kavei” 
(cheating) and “guyu-guyi” 
(shady practices) and hinda-
nwulay (not being straight 
forward) in mende; “ketey-
lomp” (not being honest) in 
themne; and thana thum ba 
(not straight forward) in limba 
as well as “dabaro” and 
“kukujumuku” (deep secrets) 
“yuki-yuki”/“ben-ben” (not 
being straightforward) and 
“cha -pping” (rent-seeking) in 
krio”.57 
Secara umum pengertian 
korupsi dapat dikategorikan 
dalam tiga bentuk, yaitu; 
Pengertian dari sudut padang 
materi perbuatan (Material 
Definitions), Pengertian korupsi 
                                                          
57 Ibid. 
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yang dihubungkan dengan 
penyalahgunaan kekuasaan  
(Abuses of Power/Authority) 
dan korupsi yang dihubungkan 
dengan pemberian pelayanan 
umum (Service Delivery). 
“The public has several 
general definitions of the 
concept of corruption. The 
definitions given could 
broadly be classified into 
three categories. “Material 
Definitions”, which explains 
corruption in the light of 
financial or other benefits 
solicited or derived by 
persons. There were 
definitions relating to “The Use 
or Abuse of 
Authority/Facilities” that are 
made available to persons in 
performing their functions. 
Participants also gave 
“Service Delivery” definitions, 
which bring to light the 
manner in which public 
services are provided, 
whether or not such services 
are adequate”.58 
Hasil pertemuan tersebut 
memberikan rincian secara 
lebih khusus terhadap  korupsi 
meliputi beberapa perbuatan 
yaitu: 
a. Claiming and possessing 
for oneself, what is 
intended for the public 
good, to the detriment of 
the majority (Inter-preted 
                                                          
58 Ibid. 
mostly in the material 
sense). 
b. Unfairness in distribution (of 
goods/services) by 
favoring a few. 
c. Misuse of public resour-ces 
(Interpreted in the sense of 
misappro-priations). 
d. Extortion (by coercion to 
give kickbacks from the 
wages of the vulnera-ble). 
e. Illegal taxes (Mostly to 
facilitate entertaining or 
courtesy to VIP). 
f. Delay of justice and 
outright miscarriage of 
justice for financial gains 
g. Non merit-based em-
ployment (with emphasis 
placed on the relation-ship 
between the giver and 
receiver of the job). 
h. „Kickbacks‟ or gifts 
emanating from award-ing 
contracts or provi-ding 
services by public officials. 
i. Embezzlement of funds 
(The use of market dues 
and other local taxes stood 
out). 
j. Not properly performing or 
executing a job or 
mismanagement. 
k. Demanding extra mo-
nies/incentives for jobs/ 
services for which the 
provider is being paid. 
l. Fraudulent usage of 
materials (e.g. conversi-on 
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of medical supplies to 
private clinics).59 
Selain itu masyarakat 
umum juga memberikan 
pengertian yan lebih uas dari 
rincian tersebut, dan memaknai 
beberapa perbuatan lainnya 
sebagai perbuatan korupsi, 
yaitu: 
“Gossiping, Unlawful acts, 
Depri-vation of rights, 
Polygamy,  Cheating, 
Centralisation of power,  
Anything done that has the 
potential to distort the 
functionality of the system”.60 
Sebagai perbandingan 
da-pat juga dikemukakan 
beberpa dimensi perbuatan 
korupsi, seperti yang 
dikemukakan Strategi anti 
korupsi terhadap pelayanan 
umum di Afrika Selatan. 
Beberapa perbuatan yang 
dapat dikategori-kan sebagai 
perbuatan korupsi dalam 
konteks pelayanan umum di 
Afrika selatan antara lain 
adalah: 
a. Bribery: Bribery involves the 
promise, offering or giving 
of a benefit that improperly 
affects the actions or 
decisions of a public 
                                                          
59. Ibid. 
60 Government of Sierra Leone, National Anti-
Corruption Strategy, Fighting Corruption: A National 
Concern – E Do So!, 
www.anticorruptionsl.org/pdf/accstrategy.pdf/hal. 9. 
diakses Rabu, 17-9- 2008, pk.13.03 wib. 
 
servant. This benefit may 
accrue to the public 
servant, another person or 
an entity. A variation of this 
manifestation occurs 
where a political party or 
government is offered, 
promised or given a 
benefit that improperly 
affects the actions or 
decisions of the political 
party or government. In its 
most extreme 
manifestation this is 
referred to as State 
Capture, or the sale of 
Parliamentary votes, 
Presidential decrees, 
criminal court decisions 
and comercial decisions. 
Example: A traffic officer 
accepts a cash pay-ment 
in order not to issue a 
speed fine. 
b. Embezzlement: This invol-
ves theft of resources by 
persons entrusted with the 
authority and control of 
such resources. Example: 
Hospital staff that steals 
medicines and in turn sells 
these to private 
pharmacists. 
c. Fraud: This involves actions 
or behaviors by a public 
servant, other person or 
entity that fool others into 
providing a benefit that 
would not normally accrue 
to the public servant, other 
persons or entity. Exam-ple: 
A public servant that 
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registers a fictitious 
employee in order to 
collect the salary of that 
fictitious employee. 
d. Extortion: This involves coer-
cing a person or entity to 
provide a benefit to a 
public servant, another 
person or an entity in 
exchange for acting (or 
failing to act) in a 
particular manner. 
Example: A public health 
official threatens to close a 
restaurant on the basis of 
fabricated health 
transgres-sion unless the 
owner provides the public 
health official with regular 
meals. 
e. Abuse of power: This 
involves a public servant 
using his/her vested 
authority to improperly 
benefit another public 
servant, person or entity (or 
using the vested authority 
to improperly discriminate 
aga-inst another public 
servant, person or entity). 
Example: During a tender 
process but before actual 
selection of a successful 
contractor, the head of 
department expres-ses 
his/her wish to see the 
contract awarded to a 
specific person. 
f. Conflict of interest: This 
involves a public servant 
acting or failing to act on a 
matter where the public 
servant has an interest or 
another person or entity 
that stands in a relationship 
with the public servant has 
an interest. Example: A 
public servant considers 
tenders for a contract and 
awards the tender to a 
company of which his/her 
partner is a director. 
g. Insider trading/Abuse of 
privileged information: This 
involves the use of 
privileged information and 
knowledge that a public 
servant posses as a result of 
his/her office to provide 
unfair advan-tage to 
another person or entity to 
obtain a benefit, or to 
accrue a benefit 
himself/herself. Example: A 
local govern-ment official 
has, as a result of his/her 
particular office, 
knowledge of residential 
areas that are to be 
rezoned as business areas. 
He/She informs friends and 
family to acquire the 
residential properties with a 
view to selling these as 
business properties at a 
premium. 
h. Favouritism: This involves 
the provision of services or 
resources according to 
personal affiliations (for 
example ethnic, religious, 
party political affiliations, 
etc.) of a public servant. 
Example: A regional 
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manager in a particular 
Province ensu-res that only 
persons from the same 
tribe are successful in 
tenders for the supply of 
foods in to the manager‟s 
geo-graphic are of 
responsibility. 
i. Nepotism: This involves a 
public servant ensuring 
that family members are 
appoint-ted to public 
service positions or that 
family members receive 
contracts from State 
resources. This 
manifestation is similar to 
conflict of interests and 
favouritism. Example: A 
head of department 
appoints his/her sister‟s 
child to a position even 
when more suitable 
candidates have applied 
for the position.61 
Kesepuluh perbuatan 
yang dapat dikategorikan 
sebagai korupsi tersebut, secara 
internasi-onal disepakati 
beberapa per-buatan yang 
sering dilakukan diberbagai 
negara. Perbuatan tersebut 
adalah:  
a. Bribes – these are illicit 
payments, usually in mone-
tary form, to public 
servants of which five 
                                                          
61 South Africa Public Service Anti-Corruption 
Strategy. Department of Public Service and 
Administration .January 2002. 
www.dpsa.gov.za/macc/Public service 
anti_corruption_strategy.pdf – hlm. 7-8,  diakses Rabu, 
17-9-2008, pk.13.05 wib. 
broad categories of bribes 
can be distinguished. 
b. Bribes paid for (a) access 
to a scarce benefit, or (b) 
avoidance of a cost. 
c. Bribes paid for receipt of a 
benefit (or avoidance of a 
cost) that is not scarce, but 
where state officials must 
exercise discretion. 
d. Bribes paid, not for a 
specific public benefit 
itself, but for services 
connected with obtain-ing 
a benefit (or avoiding a 
cost), such as speedy 
service or inside 
information. 
e. Bribes paid (a) to prevent 
others from sharing in a 
benefit or (b) to impose a 
cost on someone else. 
f. Bribes paid to prevent or 
avoid sanctions or punitive 
actions – extortion. 
g. Theft/illegitimate acquisi-
tion of state or personal 
assets through the misuse 
of power. This includes, but 
is not limited to: 
spontaneous privatization 
of public enterprises, 
equipment, financial 
sources, uncon-trolled 
utilization of the funds of 
enterprises, obtaining 
credits without payments, 
payment of wages to un-
existing employees, etc. 
h. Clientalism – promoting the 
interests of family or social 
network members. In 
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reference to Sierra Leone 
this takes the forms of 
nepotism through 
extended family relations 
or use of social networks. 
i. Political corruption – 
violation of the election 
legislation, illegal financing 
of electoral campaigns, 
solving parlian-menttary 
disputes in an illegal 
manner, improper 
lobbying. 
j. Conflict of Interest – the 
use of official power to 
achieve unfair market 
advantage or for personal 
benefit through 
manipulation of regulatory 
and legislative means. The 
lack of separation 
between public and 








tidak dapat dilakukan semata-
mata hanya dengan 
memperbaiki/memperbaharui 
sa rana undang-undang (“law 
reform”, termasuk “criminal 
law/penal reform”), sekalipun 
berulang kali diubah dan di-
sempurnakan.63 Undang-
                                                          
62 Ibid. 
63 Barda Nawawi, “Kebijakan Formulasi UU-
TPPU : Tantangan Penegakan Hukum Pemberantasan 
Money Laundering di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana 
Undang No. 31 Tahun 1999 jo. 
Undang-Undang No. 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi misalnya, 
telah berulang kali 
diubah/diperbaiki/ 
diamandemen dan berulang 
kali dibahas dalam berbagai 
seminar, namun kenyataannya 
korupsi bukannya berkurang, 
malah-an semakin marak dan 
menjalar di berbagai bidang.64 
Walaupun perubahan/ 
perbaikan/amandemen un- 
dang-undang bukan jaminan 
untuk upaya penanggu-langan 
kejahatan, namun evaluasi 
tetap diperlukan sekiranya ada 
kelemahan kebijakan formulasi 
dalam perundang-undangan 
yang ada. Evaluasi atau kajian 
ulang ini perlu dilakukan, karena 
ada keterkaitan erat antara 
kebijakan formulasi perundang-
undangan (atau “legislative 
policy”) dengan kebijakan 
penegakan hukum (“law 
enforcement policy”) dan 
kebijakan pemberantas-
an/penanggulangan kejaha-
tan (“criminal policy”). 
Kelemahan kebijakan formu-lasi 
hukum pidana, akan 
berpengaruh pada kebijakan 
penegakan hukum pidana dan 
kebijakan penang-gulangan 
kejahatan.65  
                                                                            
Materiel)“, diselenggarakan oleh PPATK di Gedung B 
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat, 
18 Mei 2005, hlm. 2. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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Pentingnya kebijakan 
formlasi suatu perbuatan di 
dalam rumusan perundang-an 
pidana dalam upaya 
pemberantasan korupsi dise-
babkan karena tahap formulasi 
merupakan tahap yang paling 
awal didalam perencanaan 
kebijakan penanggulangan 
kejahatan korupsi dilihat dari 
keseluruhan tahap kebijakan 
penanggulangan kejahatan 
dengan hukum pidana, tahap 
kebijakan formulasi merupakan 
tahap yang paling strategis. 
Pada tahap formulasi inilah 
disusun semua “perencanaan” 
(planning) penanggulangan 
kejahatan dengan sistem 
hukum pidana. Keseluruhan 
sistem hukum pidana yang 
dirancang itu, pada intinya 
mencakup tiga masalah pokok 
dalam hukum pidana, yaitu 
masalah perumusan tindak 
pidana (kriminalisasi), pertang-
gungjawaban pidana, dan 
aturan pidana dan 
pemidanaan.66 
Menggunakan istilah Nils 
Jareborg,67 maka pentingnya 
tahap formulasi ini disebabkan 
karena perancangan tersebut 
meliputi: 
“Keseluruhan struktur sistem 
hukum pidana (the structure 
of the penal system) yang 
                                                          
66 Ibid. hlm. 3. 
67 Nils Jareborg , "The Coherence of The 
Penal System", dalam Criminal Law in Action, Arnhem, 
hal. 329 dst. dalam Barda Nawawi, Op.Cit. 
 
mencakup masalah 





(adju-dication of punishment 
(senten-cing); dan masalah 
“pe-laksanaan pidana” 
(execution of punishment)”. 
Kebijakan hukum 
pidana dimulai dari tahap 
legislatif yaitu memformulasi 
perbuatan pidana, 
pertanggung-jawaban 
pidana dan sanksi pidana 
yang tepat bagi kejahatan 
korupsi, selanjutnya dimulai 
tahap-an yudikatif/aplikatif 
dan diakhiri dengn kebijakan 
eksekutif/administratif.68  
Kebijakan legislatif 
yang integral di bidang 
penegakan hukum pidana itu 
tidak berarti harus dituangkan 
dalam satu kitab undang-
undang. Bisa saja dituangkan 
dalam berbagai undang-
undang seperti se-karang ini 
(ada hukum pidana materiel di 
dalam dan di luar KUHP; ada 
hukum acara pidana di dalam 




hukum pidana sebagian besar 
dilakukan dengan 
menggunakan peraturan 
                                                          
68 Barda Nawawi, Op.Cit., hlm. 30. 
69 Barda Nawawi, Op.Cit., hlm. 30. 




walaupun memiilki kelemah-an 
dan kekurangan namun masih 
tetap dipercaya sebagai dasar 
suatu kebijakan hukum pidana, 
khusunya dalam memberi 
formulasi terhadap perbuat-an 
pidana, pertanggung-jawaban 
pidana dan sanksi pidana, serta 
penegakan dan pelaksanaan 
hal tersebut. 
Kebijakan formulasi 
merupa-kan salah satu bentuk 
dlam pembentukan hukum 
tertulis. Pembentukan hukum 
yang didasarkan pada prinsip 
pembagian kekuasaan 
(devision of power), merupakan 
fungsi ketatanegaraan/ 
pemerintahan yang dijalankan 
oleh badan-badan eksekutif, 
legislatif dan yudikatif.70  
Pembentukan hukum meliputi 
hukum yang tertulis (geschreven 
recht) dan hukum yang tidak 
tertulis (ongeschreven recht).71 
Berkenaan dengan hal ini maka 
pembentukan hukum tertulis 
dapat dilakukan oleh badan 
eksekutif, legislatif, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama 
dan dapat pula dibentuk oleh 
hakim dalam rangka memutus 
perkara yang sedang diperiksa-
nya. Hal ini dimungkinkan 
sepanjang melaksanakan 
                                                          
70 Widodo Ekatjahyana, Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Dasar-dasar dan Teknik 
Penyusunannnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, 
hlm. 4. 
71 Ibid., hlm. 5. 
ketentu-an yang terdapat di 
dalam perundangan.72  
Pembentukan peraturan 
perundangan secara ideal 
dilandasi paling tidak oleh tiga 
hal, yaitu: 
a. Asas-asas pembentukan 
per-aturan perundangan 
yang baik. 
b. Politik hukum (peraturan 
perundangan nasional) 
yang baik. 




Hamid S. Attamimi 
cenderung untuk membagi 
asas-asas pembentukan per-
aturan perundangan yang 
patut tersebut kedalam; 
a. Asas-asas formal 
1) Asas tujuan yang jelas; 
2) Asas perlunya penga-
turan; 
3) Asas organ/lembaga 
yang yang tepat; 
4) Asas materi muatan 
yang tepat; 
5) Asas dapatnya dilak-
sanakan; 
6) Asas dapatnya di-kenali. 
b. Asas-asas Material 
1) Asas sesuai dengan cita 
hukum Indonesia dan 
norma funda-mental 
negara; 
2) Asas sesuai dengan 
hukum dasar negara; 
                                                          
72 Ibid. 
73 Ibid. hlm. 6. 
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4) Asas sesuai dengan 
prinip-prinsip pemerin-
tahan berdasarkan 
sistem konstitusi.74  
Selain memperhatikan 
asas-asas pembentukan 
perturan yang patut maka 
penyusuan peraturan 
perundangan harus juga mem-
perhatikan politik hukum 
nasional. Politik hukum nasional 
merupakan acuan dalam 
melakukan pem-bangunan dan 
pengembangan hukum 
nasional.  
Beberapa hal yang akan 
mempengaruhi kegiatan 
pemba-ngunan hukum tersebut 
antara lain ialah: 
a. Cita-cita kita mengenai 
hukum (rechtsidee) yang 
akan melandasi 
pembangun-an hukum; 
b. Situasi dan kondisi 
kehidupan hukum di 





yang akan mempengaruhi 
pembentuk-an konsep-
                                                          
74Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai 
Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam 
Kurun Waktu PELITA I – PELITA IV), Disertasi Program 
Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, 
hlm. 344-345. 
konsep operasio-nal, 
prasarana dan sarana-nya; 
d. Semangat dan niat mem-
bangun manusianya serta 
sikap perilakunya yang 
akan mempengaruhi 
kelembagaan penegakan 
dan penerapan hukum; 
e. Hal-hal yang 
diprioritaskan. 
Pokok-pokok dan apa 
yang akan mempengaruhi 
pemba-ngunan hukum tersebut, 
secara tersurat maupun secara 
tersirat sudah banyak diatur di 
dalam UUD 1945. Sebagai 
contoh dapat dikemukakan 
beberapa hal di dalam UUD 
1945, yang mencerminkan 
pokok-pokok tersebut di atas 
dalam rumusan-rumusan 
mengenai: ragam hukum dasar, 
bentuk peraturan perundang-
undangan, hak dan kewajib-an 
penyelenggara negara dan 
warga negara, pedoman 
pengaturan hak warga negara 
dan kedudukan penduduk, sifat 
singkat dan supelnya UUD 1945, 
dan semangat yang diperlukan 





bagian dari konsep politik 
hukum berada dalam ruang 
konfigurasi yang tidak bebas 
nilai karena di-pengaruhi oleh 
                                                          
75 Padmo Wahyono, Pembangunan Hukum  di 
Indonesia, Indhull-co, Jakarta, 1989, hlm. 131-132. 
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Nilai-nilai yang berasal dari 
aspek sosial, budaya, polltik, 
ekono-mi, hukum, dan 
sebagainya yang saling 
berinteraksi dan sating 
memengaruhi satu sama 
lainnya.76 Dengan demikian, 
pembentukan per-aturan 
perundang-undang-an dalam 
konsep politik hukum tidak 
hanya memiliki satu konfigurasi, 




undangan ini secara teoretikal 
akan menghasilkan tiga 
klasifikasi dasar hukum atau 
peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam 
masyarakat, yaitu: 
a. Hukum atau peraturan 
perundang-undangan se-
bagai pelayan kekuasaan 
represif (law or legislation as 
the servant of repressive 
power). 
b. Hukum atau peraturan 
perundang-undangan se-
bagai institusi tersendiri 
yang mampu menjinakkan 
represi dan melindungi 
integritas dirinya (law or 
legislation as a 
differentiated institution 
capa-ble of taming 
repression and protecting its 
own integrity). 
c. Hukum atau peraturan 
                                                          
76 Widodo Ekatjahjana, Op Cit., hlm. 6-7. 
77 Ibid. 
perundang-undangan se-
bagai fasilitator dari ber-
bagai respons terhadap 
kebutuhan dan aspirasi 
sosial (law or legislation as a 
facilitator or response to 
social needs an aspirations).  
Politik hukum (peraturan 
perundang-undangan) nasional 
merupakan kebijakan yang 
dibuat oleh pejabat atau 
badan/lembaga negara atau 
pemerintahan untuk 
membentuk suatu peraturan 
perundangundangan yang 
baik. Politik hukum nasional 
dalam arti ini secara 
konstitusional dapat ditemukan 
dalam Undang-Undang Dasar.78 
Pentingnya kedudukan 
Undang-Undang Dasar se-
bagai hukum dasar, yang di 
dalamnya mencantumkan ide 
hukum yaitu Pancasila, sebagai 
landasan politik hu-kum 
nasional dan pem-bangunan 
hukum nasional termasuk 
didalamnya pe-nyusunan 







pemberantasan korupsi di 
Indonesia mendesak untuk 
dilakukan meliputi substansi, 
struktur dan budaya hukum 
masyarakat. Reformasi stra-tegi 
                                                          
78 Ibid. hlm. 7. 
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pemberantasan korupsi perlu 
memperhatikan kebijak-an 
serupa  yang dilakukan di luar 
negeri. Reformasi stra-tegi 
pemberantasan korupsi 
disesuaikan dengan sifat 
alamiah dari kejahatan korupsi 
agar strategi yang dilakukan 
secara tepat.  Kejahatan 
korupsi merupa-kan kejahatan 
multidimensio-nal sehingga 
disebut sebagai kejahatan luar 
biasa, ke-jahatan korupsi dapat 
di-kategorikan sebagai kejahat-
an ekonomi, kejahatan ter-
hadap negara, kejahatan 
terhadap kemanusiaan, ke-
jahatan politik.  Sifat alamiah 
korupsi seperti ini harus 
dikomodasi dalam formulasi 
norma, konsep 
pertanggungjawaban pelaku 





korupsi meliputi juga upaya 
penegakan hukum. Oleh 
karena-nya pembaharuan juga 
harus meliputi upaya 
pencegahan dan penindakan 
secara berimbang. Hal ini 
berarti struktur lembaga 
penegak hukum perlu diper-
baharuhi. Demikian juga halnya 
dengan upaya   perubahan bu-
daya hukum masyarakat 
sehingga tidak permisif 
terhadap kejahatan korupsi. 
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MODEL PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA  
DALAM PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA 
 
Oleh   




Republic of Indonesia is a state law; in the state law must provide 
protection against human rights, and if broken/stolen must be able to be 
claimed until the right was received again. The occurrence a crime that 
suffer most are the victims because it robs victims of human rights, so that 
most harmed by a criminal act is the victim, but in the criminal justice 
system in Indonesia has not been considered or the rights of victims are still 
be dismissed. The criminal justice system should pay attention to victims, 
perpetrators, and the country in a balanced, harmonious and equitable 
therefore need to be raised in Model study on the protection of crime 
victims in perspectives of human rights in Indonesia. Model Indonesia 
protection of crime victims in the criminal policies should be integrated 
through the criminal justice system. 
 




Indonesia adalah negara 
hukum (rechtstaat), bukan 
negara yang berdasarkan 
kekuasaan (machstaat), oleh 
karena itu hukumlah pedo-man, 
pengendali segala tindakan tak 
terkecuali sikap aparat 
penegak hukum dalam 
menegakkan hukum. Di dalam 
negara hukum harus memberi 
perlindungan terhadap hak 
asasi manusia. Perlindungan 
terhadap hak asasi warga baru 
bermanfaat apabila dilanggar 
atau dirampas hak asasi 
tersebut dapat diklaim sampai 
hak tersebut dapat diperoleh 
kembali. Di dalam  prangkat 
HAM baik prangkat HAM 
Internasional maupun nasional 
kewajiban negara/pemerintah 
untuk  menegakkanya dan  me-
ngembalikan hak asasi 
warganya yang 
dirampas/dilanggar. Di samping 
itu juga  Negara Republik 
Indonesia menganut asas ke-
samaan di depan hukum 
equality before the law maka 
seharusnya hukum yang berlaku 
memberi perlindungan yang 
sama bagi semua warganya. 
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Hal ini harus diimplementasikan 
dalam segala bidang, tidak 
terkecuali di dalam sistem 
peradilan pidana meng-anut 
asas kesamaan di depan 
hukum artinya semua orang 
yang tersangkut dalam perkara 
pidana mempunyai hak sama. 
Jadi baik korban dan pelaku 
(tersangka /terdakwa) dan 
terpidana sama haknya dalam 
sistem peradilan pidana. 
Namun dalam kenyataannya 
sistem peradilan pidana di 
Indonesia orientasi hanya pada 
pelaku, sehingga perlindungan 
hak asasi lebih diutamakan 
terhadap ter-sangka, terdakwa 
dan ter-pidana, korban sebagai 
orang yang paling  dirugikan/ 
yang paling menderita  dengan 
terjadinya tindak pidana 
kurang/belum men-dapat 
perhatian  baik dalam hukum 
pidana materil, formil maupun 
dalam pelaksana-annya, 
korban hanya se-batas pemberi 
informasi atau dijadikan saksi, 
untuk mem-bantu aparat 
penegak hu-kum untuk mencari 
kebenar-an materil dalam 
proses peradilan pidana, nasib 
penderitaannya/masa de-
pannya yang hancur akibat 
tindak pidana luput dari 
perhatian. Hal ini menunjuk-kan 
sistem peradilan di Indonesia 
belum menganut asas keadilan 
padahal dalam hukum yang 
paling diutamakan adalah 
meng-anut asas keadilan. 
KUHAP yang berlaku sejak 31 
Desember 1981 sebagai hukum 
beracara pidana di Indonesia 
yang dasar pem-bentukan 
KUHAP untuk meningkatkan 
perlindungan terhadap hak 
asasi manusia namun 
perlindungan hak asasi tidak 
seimbang lebih mengutama-
kan perlindungan hak asasi 
pelaku (tersangka/terdakwa) 
yang diatur secara terperinci 
dalam 2 bab, yang terdiri dari 
24 pasal sedangkan 
perlindungan ter-hadap korban 
tindak pidana yang hak 
asasinya dirampas hanya 
beberapa pasal namun 
pengaturan bersifat ambivalen 
tidak terperinci, dan hanya satu 
pasal yang mengatur tentang 
ganti kerugian korban. Di dalam 
Undang-Undang No. 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban (selanjutnya 
disebut Undang-Undang 
Perlindungan Saksi dan Korban), 
ketentuan  perlindungan 
terhadap korban menurut 
undang-undang ini pada  
prinsifnya  perlindungan hanya 
dalam upaya membantu 
aparat penegak hukum 
mencari dan  menegakkan 
kebenaran sehingga 
perlindungan diberikan pada 
intinya hanya selama proses 
peradilan dan perlindungan bu-
kan untuk mengatasi 
penderitaan korban-korban 
akibat tindak pidana. Hal ini 
dapat dilihat dalam ketentuan 
menimbang dan juga  norma-
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norma/butir-butir pasal yang 
ada dalam undang-undang 
tersebut. Di samping itu juga  
ditentukan bahwa apabila 
korban membutuhkan 
perlindung-an dari LPSK, korban 
yang harus bermohon ke 
Lembaga Per-lindungan Saksi 
dan Korban (LPSK) untuk 
mendapatkan perlindungan 
tersebut, sedangkan lembaga 
LPSK hanya ada di Jakarta dan 
juga tidak terhadap semua 
korban tindak pidana di-
kabulkan perlindungannya 
sebab ditentukan hanya 
terhadap tindak pidana 
tertentu saja dapat diberikan 
perlindungan korban dan saksi. 
Ketentuan sistem per-
adilan pidana dan juga 
peraturan lain yang berkaitan 
dengan perlindungan korban 
menunjukkan bahwa belum/ 
tidak adanya kesamaan hak di 
depan hukum artinya 
ketentuan tersebut bersifat 
diskriminasi artinya ketentuan 
sendiri  sudah melanggar hak 
asasi manusia, dan juga  hukum 
yang berlaku belum menganut 
asas keadilan,  khususnya bagi 
korban tindak pidana yang hak 
asasinya sudah 
dirampas/dilanggar dengan 
terjadinya tindak pidana. 
Menurut Muladi, “tiada-
nya perhatian pada si korban, 
yang dewasa ini” disebut 
sebagai: 
“An essential part of criminal 





insecurity dan lebih buruk lagi 
dapat men-dorongkan 
inisiatif pribadi untuk 
melakukan pemba-lasan, 
baik dilakukan secara 
perorangan  mau-pun dalam 
bentuk vigi-lante groups”. 
Dalam hal ini sering diminta 
agar politik kriminal jangan 
terlalu berorientasi pada 
pelaku tindak pidana.79  
Tidak adanya 
perlindungan terhadap korban 
dalam sistem peradilan pidana 
merupakan pelanggaran hak 
asasi manusia  terstruktur, sisi lain 
dapat meningkatkannya tindak 
pidana, karena terjadi 
pembalasan, dan juga 
mengurangi partisipasi 
masyarakat dalam penegakan 
hukum. Pada hal peran 
masyarakat dalam 
menegakkan  hukum sangat 
penting. Oleh karena itu harus 
dibuat kebijakan kriminal yang 
seimbang yakni  berorientasi 
kepada kepentingan pelaku, 
korban, masyarakat dan 
pemerintah/negara.  
Berdasarkan fenomena  ini  
penulis  ingin membahas 
“model  perlindungan terhadap 
                                                          
79 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan 
Pidana, Penerbit Universitas Diponegoro, 
Semarang,1995, hlm. 61. 
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korban tindak pidana dalam 
perspektif HAM di Indonesia”.  
 
B. Metode Penelitian  
Penelitian ini bersifat 
norma-tif artinya kajian hanya 
bahan hukum kepustakaan 
atau data primer untuk 
kemudian dianalisis secara 
tajam dan komprehensif 
sehingga diperoleh suatu ke-
simpulan model perlindungan 
terhadap korban tindak pidana 
dalam perspektif HAM di 
Indonesia. 
 
C. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Pelanggaran HAM yang 
dimaksud dalam tulisan ini 
adalah pelanggaran HAM 
sebagaimana dimaksud da-lam 
Pasal 1 butir (6) Undang-
Undang Tentang HAM: 
“Pelanggaran hak asasi 
manusia adalah setiap 
perbuatan seseorang atau 
kelompok orang termasuk 
aparat negara baik di-
sengaja maupun tidak 
disengaja atau kelalian yang 
secara melawan hukum 
mengurangi, meng-halangi, 
membatasi dan atau 
mencabut hak asasi manusia 
seseorang atau kelompok 
orang yang dijamin oleh 
undang-undang ini, dan 
tidak mendapatkan, atau di-
khawatirkan tidak akan 
memperoleh penyelesaian 
hukum yang adil dan benar, 
berdasarkan meka-nisme 
hukum yang ber-laku”. 
Jadi yang menjadi kajian 
perlindungan korban dalam 
tulisan ini hanya perlindungan 
hukum  korban pelanggaran 
HAM biasa atau tindak pidana 
biasa tidak termasuk korban 
pelanggaran HAM berat sebab 
perlindungan ter-hadap korban 
pelanggaran ham berat secara 
yuridis sudah ada diatur yakni 
undang-undang perlindungan 
saksi dan korban, hal inilah 
penyebab penulis tertarik 
mengangkat masalah ini sebab 




korban pelanggar-an HAM 
berat dengan korban 
pelanggaran HAM biasa atau 
korban tindak pidana biasa 
sebagaimana diatur dalam 
KUHP maupun di luar KUHP, 
yang seharusnya esensi 
kerugian akibat tindak pidana 
tersebut yang menjadi 
pertimbangan dalam memberi 
perlindungan terhadap korban 
apalagi tugas negara/ 
pemerintah yang wajib men-
jaga/melindungi warga negara-
nya dan juga  harus memberi 
perlindungan yang sama 
terhadap warga negaranya. 
Hal ini sesuai dengan 
pendapat J.J. Rousseau dikutip 
oleh S.R. Sianturi, yaitu : 
“Perjanjian masyarakat (Du 
Contract Social, Maatschap-
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pelijke verdrag) artinya perse-
tujuan fiktif antara rakyat 
dengan negara, dimana 
rakyatlah yang berdaulat 
dan menentukan bentuk 
pemerin-tahan, kekuasaan 
negara tidak lain dari pada 
kekuasaan yang diberikan 
oleh rakyat. Setiap warga 
negara menyerahkan 
sebagian dari hak asasi nya 
(kemerdekaannya) untuk 
mana ia menerima sebagai 
imbalan-nya perlindungan 
kepen-tingan hukumnya dari  
negara”.80 
Berdasarkan teori ini 
menunjukkan bahwa negara 
/pemerintah didaulat/diberi 
kuasa oleh rakyat me merintah 
sebagai imbalan nya 
pemerintah wajib me-lindungi   
warga negaranya sebaliknya 
negara berhak menghukum 
warga yang melakukan tindak 
pidana/ melanggar hak asasi 
orang lain. 
Di samping itu juga dalam 
Konstitusi Republik Indonesia 
Pasal 1 ayat (3) menyebutkan 
bahwa: “Ne-gara Indonesia 
adalah negara hukum”. 
Menurut Sri Soemantri ada 
empat unsur terpenting dalam 
negara hukum yaitu:81 
                                                          
80 R.S. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di 
Indonesia dan Penerapannya, Alumni Aheaem, Jakarta, 
1986, hlm. 58. 
81 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata 
Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29. 
 
1. Pemerintah dalam me-
laksanakan tugas dan 
kewajibannya harus ber-
dasarkan atas hukum atau 
peraturan per-undang-
undangan; 
2. Adanya jaminan ter-
hadap hak-hak asasi 
manusia (warga neg-ara); 
3. Adanya pembagian ke-
kuasaan (distribution of 
power) dalam negara; dan 
4. Adanya pengawasan (dari 
badan-badan peradilan).  
Dari ketentuan ini dapat 
diketahui bahwa  Indonesia se-
bagai negara hukum, maka 
hukum adalah di atas 
segalanya artinya hukumlah 
sebagai landas-an bertindak 
atau bersikap tidak terkecuali 
aparat penegak hukum dalam 
menegakkan hukum harus 
berdasarkan hukum yang 
berlaku, dan dalam hukum 
pidana harus hukum tertulis 
(undang-undang) yang sudah 
berlaku sebelumnya sesuai 
dengan asas legalitas yang 
dianut oleh KUHP. Di dalam 
negara hukum juga ada 
jaminan perlindungan hak asasi 
manusia baik dalam hukum, 
pemerintahan, politik, sosial, 
artinya di Negara Indonesia 
harus memberi per-lindungan 
terhadap hak asasi manusia 
atau terhadap warga 
negaranya, dan apabila di-
langgar dapat diklaim sampai 
diperoleh kembali. Di samping 
itu juga dianutnya asas 
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kesamaan  hak bagi warga 
negara di depan hukum  
artinya setiap manusia/ warga 
negara harus diperlakukan 
sama di depan hukum tanpa 
diskriminasi satu sama lain.  
Dalam konstitusi Republik 
Indonesia yang telah 
diamende-men, telah 
menambah ketentuan  HAM 
dalam satu Bab sebelas pasal, 
di samping itu juga sudah 
disahkan beberapa peraturan 
organik tentang HAM, berarti 
ketentuan yuridis tentang HAM 
di Indonesia sudah cukup 
memberi perlindungan 
terhadap har-kat dan martabat 
manusia. Di samping itu juga 
Indonesia sudah  meratifikasi 
beberapa prangkat HAM 
Internasional.  
Apabila dilihat dalam 
perangkat HAM nasional 
maupun internasional di 
tentukan bahwa tanggung-
jawab negara/pemerintah  
untuk melindungi, memaju-kan, 
menegakkan dan me-menuhi 
HAM warga negara-nya, dapat 
dilihat pada Pasal 28 I ayat (4) 
Konstitusi Republik Indonesia 
bunyinya :  
“Perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenu-
han hak asasi manusia 




Undang No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, 
pada  Pasal. 71  bunyinya: 
“Pemerintah wajib dan 
bertanggung-jawab meng 
hormati, melindungi, me-
negakkan dan memajukan 
hak asasi manusia yang  
diatur dalam undang- 
undang ini, peraturan 
perundang-undangan lain, 
dan hukum internasional 
tentang hak asasi manusia 
yang diterima oleh Republik  
Indonesia”. 
Berdasarkan konstitusi 
dan hukum HAM tersebut dapat 
diketahui bahwa ke-wajiban 
pemerintah/negara yang 
memenuhi, melindungi, dan 
menegakkan hak warga 
negara-nya, dan apabila terjadi 
pelang-garan atau 
perampasan ter-hadap hak 
asasi warganya, kewajiban 
pemerintah/negara untuk 
menegakkannya artinya hak 
pemerintah untuk menindak 
pelaku dengan tujuan agar 
pelaku menjadi jera/tidak 
meng-ulangi perbuatan 
jahatnya lagi  atau menjadi 
patuh pada hukum sedangkan 
dari sisi korban kewajiban 
pemerintah untuk 
mengembalikan hak asasi 
warga yang dirampas tersebut 
sebagai pertanggungjawaban 
negara/ pemerintah yang 
gagal me-lindungi rakyatnya 
sehingga menjadi korban 
tindak pidana. 
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Sejak memilih menjadi 
negara hukum dan hidup di 
dalam suasana peradaban 
yang sudah maju, maka model 
penanganan dan 
pemberantas-an kejahatan 
seyogyanya mengikuti model 
yang lazim dilakukan di negara 
yang sudah maju 
peradabannya, terjadinya 
spesialisasi dan birokratisasi 





pe-ngacara dan lain-lainnya 
lagi. Ternyata spesialisasi dan 
birokrasi tersebut, maka 
masyarakatpun tidak lagi 
secara langsung boleh 
menangani kejahatan, maka ia 
harus diserahkan kepada pihak 
yang berwajib, demikianlah 
maka orangpun mulai 
berbicara mengenai larangan 
untuk “bermain hakim sendiri”.82 
Dalam sistem peradilan 
pidana Indonesia menganut 
konsep bahwa kasus pidana 
adalah merupakan sengketa 
antara individu dengan 
masyarakat (publik) dan 
sengketa tersebut akan di-
selesaikan oleh negara 
(pemerintah) cq. Jaksa 
Penuntut Umum mengambil alih 
hak korban untuk melakukan 
penuntutan. Se-perti yang 
                                                          
82Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan 
Sosial, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 41.  
dinyatakan oleh Satjipto 
Rahardjo bahwa: 
”Korban kejahatan diarti-kan 
sebagai seseorang yang 
telah menderita kerugian 
akibat suatu kejahatan dan 
yang me-rasa keadilan yang 
secara langsung telah 
terganggu,s bagai akibat 
pengalaman sebagai target 
(sasaran) kejahatan”.83 
Sedangkan menurut Arief 
Gosita:84  
”Korban kejahatan (tindak 
pidana) ialah mereka yang 
menderita baik secara 
jasmaniah maupun rohani-ah 
sebagai si penderita”. 
         Pasal 1 butir 2 Undang-
Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban: 
“Korban adalah seseorang 
yang mengalami pen-
deritaan fisik, mental 
dan/atau ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak 
pidana”. 
Menurut Andi Matalata:  
“Korban mengalami 
hilangnya keseimbangan 
jiwa, semangat hidup dan 
kepercayaan diri karena 
kecemasan dan ke-takutan 
dari bayang-bayang 
kejahatan yang selalu meng-
hantui keadaan ini, 
merupakan salah satu.  Dari 
                                                          
83 Ibid. hlm. 132. 
84 Arief Gosita, Op.Cit., hlm. 63. 
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sekian banyak kerugian yang 
timbul”.85 
Berdasarkan pengertian 
kor-ban dan akibat bagi korban 
dengan terjadinya tindak 
pidana tampak bahwa 
korbanlah yang paling 
menderita akibat terjadi-nya 
tindak pidana sebab 
berdampak bagi korban kondisi 
yang terguncang, marah, 
emosi-onal, dan mengalami 
penderitaan fisik, psikis/mental 
dan atau ekonomi. Keadaan ini 
menggang-gu keseimbangan 
jiwa korban hal ini 
bertentangan dengan hak asasi 
manusia yang mempunyai 
harkat dan martabat yang 
membutuhkan ketenangan, ke-
damaian dan keamanan   
dalam kehidupannya yang 
harus dimiliki manusia. 
Berdasarkan teori perjan-jian 
masyarakat sebagaimana telah 
diungkapkan sebelumnya dan 
juga ketentuan hukum HAM 
bahwa apabila 
dilanggarnya/di-rampasnya 
hak asasi korban, maka korban  
berhak untuk mengklaim 
kembali haknya tersebut 
sampai ia dapatkan sebab hak 
tidak ada artinya apabila 
dilanggar/dirampas tidak 
dapat diklaim kembali. Oleh 
karena itu perlindungan 
terhadap korban tindak pidana 
sangat perlu  men-dapat 
                                                          
85 Andi Matalata, Santunan Bagi Korban 
Kejahatan Kekerasan, Tesis Pasca Sarjana Universitas 
Indonesia, 1987, hlm. 36. 
perhatian melalui ketentuan 
undang-undang yang tegas, 
jelas dan konkrit serta ada 
lembaga tepat mengklaim 
untuk mendapat-kan hak-hak 
asasinya kem-bali. Namun 
dalam kenyata-annya dalam 
sistem per-adilan pidana hak-
hak kor-ban akibat tindak 
pidana tidak/belum mendapat 
per-lindungan yang adil, korban 
hanya berperan membantu 
aparat penegak hukum untuk 
mencari kebenaran materiil 
dalam upaya mem-buktikan 
kesalahan ter-dakwa, karena  
konsep per-adilan pidana 
selama ini   “daderstraf recht” 
penekan-an pada pelaku 
tindak pidana saja. Sedangkan 
dalam hukum pidana dianut 
asas legalitas, aparat pe-negak 
hukum berjalan berdasarkan 
hukum yang berlaku sehingga 
tidak pelak lagi 
penerapanyapun belum 
memberi perlindungan ter-
hadap korban. Seharusnya 
sistem peradilan pidana 
Indonesia memperhatikan 
pelbagai kepentingan atau 
disebut dengan  keseimba-
ngan orientasi pidana (offen-
der and victim oriented) yang 
artinya sistem peradilan pidana  
harus memperhatikan 
kepenting-an semua pihak: 
pemerintah, pelaku dan korban 
sebagai orang paling dirugikan 
akibat tindak pidana. Kerugian 
korban baik berupa kerugian 
materiil maupun immateriil, 
   Bengkoelen Justice. Vol. 2 No. 1 Tahun 2012   
 
harus menjadi per-
hatian/menjadi ruang lingkup 
pengaturan dalam sistem per-
adilan pidana baik dalam  
hukum pidana materiil maupun 
hukum pidana formil untuk 
mengatasi penderitan korban 
yang benar-benar menderita 
kerugian se-bagai sasaran 
tindak pidana  agar 
penyelesaian kasus tersebut  
dapat adil dan benar-benar 
menyelesaikan masalah/konflik 
antara pihak pelaku dengan  
korban, sehingga terwujud asas 
kesamaan hak di depan hukum 
dan  terpenuhi rasa keadilan  
serta harkat martabat korban 
sebagai warga negara 
dilindungi dapat dikembalikan 
lagi. Mardjo-no Reksodiputro 
mengatakan:  
“.....Sistem peradilan pidana 
sekarang ini tidak/kurang 
memberikan  kepada korban 




mungkin diperlukan suatu 
pembaharuan yang 
mendalam tentang itu.86  
Ketentuan sistem per-
adilan pidana di Indonesia 
terutama dalam hukum pidana 
materiil (KUHP)  hanya berfokus 
                                                          
86 Mardjomo Reksodiputro, Kriminologi dan 
Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan 
Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hlm. 76. 
 
pelaku  dan  ada anggapan 
selama ini penjatuhan pidana 
terhadap pelaku 
menghapuskan kesa-lahan 
pelaku serta meng-hapus 
kerugian yang dialami korban. 
Sedangkan dalam hukum 
pidana formil (KUHAP) ada 
beberapa pasal hak-hak 
korban atau disebut perlin-
dungan terhadap korban 
namun perlindungan tersebut 
dalam upaya memberi 
kesaksian dalam mencari 
kebenaran. Jadi adapun 
ketentuan undang-undang 
yang mengatur perlindungan 
terhadap korban belum 
memberi perlindungan yang 
sebenarnya artinya belum 
perlindungan untuk menga-tasi 
penderitaan korban akibat 
sasaran tindak pidana. Hanya 
satu pasal dalam KUHAP yang 
memberi per-hatian terhadap 
upaya mengatasi kerugian 
korban akibat tindak pidana, 
yakni Pasal 98 ayat (1) KUHAP  
bunyinya:  
“Jika suatu perbuatan yang 
menjadi dasar dak-waan di 
dalam suatu pemeriksaan 
perkara pi-dana oleh 
pengadilan negeri 
menimbulkan ke-rugian bagi 
orang lain, maka hakim ketua 
sidang atas permintaan 
orang itu dapat menetapkan 
mengga-bungkan perkara 
gugatan ganti kerugian 
kepada perkara  pidana”.  
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Berdasarkan ketentuan 
Pa-sal 98 KUHAP ini tampak 
bahwa pembuat undang-
undang tidak konsekuen dan 
ambivalen, seba-gaimana 
diketahui bahwa hukum pidana 
sebagai hukum publik dan hak 
penuntutan diambil alih oleh 
Jaksa Penuntut Umum maka 
seharusnya dalam ketentuan 
undang-undang diatur bahwa 
kewajiban Jaksa Penuntut 
Umum untuk menuntut ganti 
kerugian akibat tidak pidana 
tersebut, jadi tidak perlu korban 
yang meminta untuk 
digabungkan dalam per-kara 
pidana. Begitu juga dalam  
Undang-Undang Perlindungan 
Saksi dan Korban tampak 
bahwa ketentuan atau 
kaedah-kaedah-nya tidak 
memberikan kesamaan hak 
salah satunya dapat dilihat 
pada pasal berikut ini.  
Pasal 5 Bunyinya: 
1) Seorang saksi berhak mem-
peroleh perlindungan atas 
keamanan 
pribadi,keluarga, dan 
harta bendanya, serta 
bebas dari ancaman yang 
berkenaan dengan 
kesaksian yang akan, 
sedang, atau telah 
diberikannya. Ikut serta 
dalam proses memilih dan 
menentukan bentuk perlin-
dungan dan pedukungan 
keamanan; 
a. Memberikan keterangan 
tanpa tekanan; 
b. Mendapat penerje-mah; 
c. Bebas dari pertanya-an 
yang menjerat; 
d. Informasi mengenai 
perkembangan kasus-
nya; 
e. Mendapat informasi 
mengenai putusan 
pengadilan; 
f.  Mengetahui dalam hal 
terpidana dibe-baskan;  
g. Mendapat identitas 
baru; 
h. Mendapat tempat ke-
diaman baru; 
i.   Memperoleh peng-
gantian biaya trans-
portasi sesuai dengan 
kebutuhan; 
j.   Mendapat nasihat hu-
kum; dan/atau  
k. Memperoleh bantuan 
biaya hidup sementa-ra 
sampai batas waktu 
perlindungan berakhir. 
2) Hak sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) 
diberikan kepada saksi 
dan/atau korban tindak 
pidana dalam kasus-kasus 
tertentu sesuai dengan 
keputusan LPSK.  
Pada penjelasan ayat (2) 
Undang-undang tersebut 
dijelaskan bahwa:  
“Yang dimaksud dengan 
kasus-kasus tertentu” anta-ra 
lain, tindak pidana korupsi, 
tindak pidana 
narkotika/psikotropika, tindak 
pidana teroris-me, dan tindak 
pidana lain......”.          
   Bengkoelen Justice. Vol. 2 No. 1 Tahun 2012   
 
Selanjutnya diatur pada 
Pasal 28 berbunyi: 
“Perjanjian perlindungan LPSK 
terhadap saksi dan atau 
korban tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) 
diberikan dengan memper-
timbangkan syarat sebagai 
berikut: 
a. Sifat pentingnya 
keterangan saksi dan/atau 
korban; 
b. Tingkat ancaman yang 
mem-bahayakan saksi 
dan/atau korban; 
c. Hasil analisis tim medis atau 
psikolog terhadap saksi 
dan/ atau korban; 
d. Rekam jejak kejahatan 
yang pernah dilakukan 
oleh saksi dan/atau 
korban. 
Berdasarkan ketentuan  
Undang-Undang Perlindungan 
Saksi dan Korban, dapat 
diketahui bahwa tidak semua 
korban tindak pidana dapat 
memperoleh per-lindungan dari 
LPSK karena hanya terhadap 
tindak pidana tertentu saja 
atau hanya tindak pidana 
khusus yakni tindak pidana 
diluar KUHP saja yang dapat 
diberi perlindungan oleh LPSK 
dan dasar pertimbangan  
dalam pemberian  
perlindungan dengan melihat 
sifat pentingnya keterangan 
saksi dan /atau korban tersebut. 
Jadi pemberian perlindungan 
kepada korban tindak pidana 
yang hak asasinya sudah 
dilanggar/diram-pas tidak 
semua korban dapat 
memperoleh perlindungan dari 
LPSK hanya terhadap kasus-
kasus tertentu. Jadi 
perlindungan korban yang 
diatur dalam Undang-Undang 
Perlindungan Saksi dan Korban 
hanya perlin-dungan dalam 
upaya mem-bantu aparat 
penegak hu-kum mencari 
kebenaran materiil atau dalam 
upaya menegakkan hukum. 
Jadi  Sistem peradilan pidana 
Indonesia belum memberi 
perlindungan terhadap kor-ban 
tindak pidana terutama 
terhadap kerugian korban 
akibat tindak pidana pada hal 
seperti diketahui perlin-dungan 
hak-hak pelaku (tersangka, 
terdakwa) dalam sistem 
peradilan Indonesia sudah 
memberi perlindungan yang 
cukup. Dengan demiki-an 
nampak bahwa blm ada 
kesamaan hak dalam sistem 
peradilan pidana yang me-
rupakan asas dalam konstitus, 
dan khusus dalam sistem 
peradilan pidanapun asas 
dianut sedangkan norma-
normanya menunjukkan tidak 
adanya kesamaan hak 
terutama bagi korban yang hak 
asasinya sudah dirampas 
/dilanggar oleh karena itu perlu 
dibuat model perlindungan 
hak-hak asasi korban tindak 
pidana dalam perspektif HAM  
terintegrasi dalam sistem 
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peradilan pidana (baik dalam 
hukum pidana materiel 
maupun dalam hukum pidana 
formil dan peraturan 
pelaksananya) atau dibentuk 
undang-undang ter-sendiri 
dengan memperhatikan asas 
keadilan dan kesamaan hak di 
depan hukum equality before 
of law. 
Menurut Arif Gosita:  
“Sebagai kenyataan 
berbagai bentuk kejahatan 
yang timbul dan 
mengakibatkan penderita-
an, kerugian mental, fisik dan 
sosial, tidak dapat dijangkau 
oleh undang-undang atau 
peraturan hukum pidana 
yang ada, karena belum 
dirumuskan terlebih 
dahulu”.87    
Menurut Muladi:  
“Dalam rangka konsep peng-
aturan terhadap korban 
kejahatan, maka pertama-
tama diperhatikan adalah 
essensi kerugian yang 
diderita si korban. Ternyata 
esensi kerugi-an tersebut 
tidak hanya bersifat material 
atau penderitaan fisik saja 
melainkan juga yang bersifat 
psikologis. Hal ini dapat 
bentuk trauma kehilangan 
kepercayaan terhadap 
masya-rakat dan ketertiban 
umum. Simton dari sindrom 
tersebut dapat berupa 
                                                          
87Arief Gosita, Relevansi Viktimologi dengan 
Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa 
Catatan), Indhill-co., Jakarta, 1987, hlm. 101. 
kegelisahan,rasa curiga, 
sinisme, depresi, ke-sepian 
dan pelbagai perilaku 
penghindaran yang lain”.88   
  Dari pendapat ini 
tampak bahwa dalam 
memformulasikan kebijakan 
perlindungan terhadap kor-ban 
tindak pidana dalam sistem 
peradilan pidana yang perlu 
dijadikan dasar esensi kerugian 
korban akibat tin-dak pidana 
tersebut. Barda Nawawi Arief89 
menjelaskan: 
“Usaha pembaharuan hu-
kum di Indonesia yang sudah 
dimulai sejak lahir-nya 
Undang-Undang 1945 
tentunya tidak boleh di-
lepaskan dari lain, landas-an 
dan tujuan yang dicapai 
yaitu melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan 
umum ber-dasarkan 
Pancasila. Inilah garis 
kebijakan umum yang 




Tujuan akhir yang hen-
dak dicapai dari suatu 
pembaharuan hukum di 
Indonesia sebagimana diten-
tukan dalam pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 
yakni: melindungi segenap 
Bangsa Indonesia dan untuk 
                                                          
88 Muladi, Loc.Cit., hlm. 133. 
89 Barda Nawawi  Arief, Bunga Rampai 
Kebijakan Hukum Pidana, 1995, hlm. 110.       
   Bengkoelen Justice. Vol. 2 No. 1 Tahun 2012   
 
memajukan kesejahteraan 
umum berdasarkan Panca-sila. 
Di samping itu nilai yang 
terpenting dari suatu per-
undang-undangan adalah nilai 
keadilan, sebab keadilan 
merupa-kan sesuatu yang 
didambakan manusia. Dan 
konsepsi keadilan dari suatu 
Undang-Undang harus berakar 
dari budaya bangsa atau pada 
kondisi masyarakat yang 
diinginkan. 
Menurut Sunaryati Harto-
no,90 ialah:  
“Nilai keadilan yang 
didamba-kan oleh semua 
pihak dalam masyarakat 
Indonesia, nilai keadilan yang 
sesuai dengan Pancasila 
sebagai falsafah Bangsa 
Indonesia haruslah 
merupakan nilai yang dapat 
memelihara dan memper-
tahankan keseimbangan, ke-
serasian dan keselarasan 
antara kepentingan individu 
di satu pihak dan 
kepentingan masyarakat  di 
lain pihak. Dan nilai keadilan 
inilah yang merupakan nilai 
terpenting dari setiap 
perundang-undangan 
termasuk hukum pidana 
dengan kata lain kaidah 
hukum merupakan kaidah 
yang adil”.  
Di lain kesempatan Sunaryati 
Hartono91 mengatakan:  
                                                          
90 Sunaryati Hartono, Apakah The Rule of Law 
Itu, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 114. 
“Politik hukum Indonesia 
disatu pihak tidak terlepas 
dari realita sosial dan 
tradisional yang terdapat di 
Indonesia sendiri, dan dilain 
pihak sebagai salah satu 
anggota masyarakat dunia 
dan politik hukum 
internasional. Dengan 
demikian faktor-faktor yang 
akan me-nentukan politik 
hukum tidak semata-mata  
diten-tukan oleh apa yang 
kita cita-citakan atau tergan-
tung pada kehendak 
pembentuk hukum, praktisi 
atau para teoritis belaka, 
tetapi ikut ditentukan oleh 
kenyataan serta perkem-
bangan hukum di lain negara 
serta perkembang-an hukum 
Internasional”. 
Satjipto Rahardjo me-
nguraikan  rumusan keadilan 
menurut pemikir keadilaan:92  
a. Keadilan adalah kemau-
an yang bersifat tetap dan 
terus menerus untuk 
memberikan  pada     
setiap orang apa yang 
semestinya untuknya 
(Justitia est constant et 
perpetua voluntas ius 
suumcuique tribuendi- 
Ulpianus); 
b. Keadilan adalah suatu 
kebijakan politik yang 
                                                                            
91
 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju 
Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung,1991, 
hlm. 1. 
92 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2000, hlm. 163-165.  
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aturan-aturannya men-jadi 
dasar dari peraturan 
negara dan aturan-aturan 
ini merupakan ukuran 
tentang apa yang hak 
(Aristoteles); 
c. Keadilan adalah kebajik-
an yang memberikan hasil, 
bahwa setiap orang 
mendapat apa yang 
merupakan bagi-annya 
(keadilan justinian). 
Masyarakat Indonesia  masih 
mengakui hukum adat atau 
hukum yang hidup dalam 
masyarakat. Menurut Daniel S 
Lev:  
“.....Hukum pidana adat di 
seluruh Indonesia menitik-
beratkan upaya yang 
konsisten dalam proses 
hukum pidana untuk 
memulihkan keseimbang-an 
magis dalam masyarakat”.93 
Sedangkan menurut pen-
dapat Soepomo:94 
“Hukum adat mengenal pula 
ikhtiar-ikhtiar untuk 
memperbaiki kembali hukum 
(rechtsherstel) jika hukum 
diperkosa. Apabila terjadi 
suatu pelanggaran hukum 
maka petugas hukum 




                                                          
93 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di 
Indonesia, Diterjemahkan Nirwono dan AE Priyono, 
LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 210. 
94 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, 
Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 110. 
membetul-kan hukum yang 
dilanggar itu. Umpama 
pertama mengganti kerugian 
kepada orang yang terkena 
dan kedua membayar uang 
adat atau pada per-
sekutuan desa.  
Lies Sulistiani dkk.,95 me-
nyatakan bahwa: 
“....Melihat sejarah berdirinya 
Negara Republik Indonesia 
diantaranya dengan niat 
untuk melindungi segenap 
war-ga negaranya, maka 
sudah saatnya masalah 
perlindungan korban ke-
jahatan ini mendapat 
perhatian yang layak. Hak 
korban untuk mengganti 
kerugian, baik dalam bentuk 
restitusi maupun kompensasi 
sebenarnya merupakan 
bagian yang tidak 
terpisahkan dari kebijakan 
sosial yang bertujuan untuk 
mencipta-kan pemerataan 
keadilan dan kesejahteraan 




“Ganti rugi yang diberikan 
kepada korban dapat 
dibedakan antara yang 
dibayarkan oleh instansi resmi 
dari dana negara 
(kompensasi atau com-
                                                          
95 Lies Sulistiani, dkk. Sudut Pandang Peran 
LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2009, 
hlm. 17. 
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pensation) dan dibayar oleh 
pelaku (restitusi atau 
restitution). Kemungkinan 
pembayaran dalam ben-tuk 
kompensasi dapat dibagi 
dua. Pertama, negara 
merasa turut ber-tanggung-
jawab atas ter-jadinya 
pristiwa karena tidak mampu 
melindungi korban dari 
ancaman 
pelaku.....kompensasi ini  
dapat diberikan dalam 
bentuk diperlukan untuk 
korban yang kurang 
mampu);.....dan meminta 
restitusi dari pelaku, ganti rugi 
karena timbulnya cacat 
badan dan bentuk lain yang 
serupa”.96 
Mengedepankan 
perlindu-ngan hukum terhadap 
korban kejahatan adalah 
berdasarkan argumen kontrak 
sosial  (social contract 
argument) dan argumen 
solidaritas sosial (social contract 
solidarity argument). Yang per-
tama menyatakan bahwa, 
negara boleh dikatakan memo-
nopoli seluruh reaksi sosial ter-
hadap kejahatan dan 
melarang tindakan-tindakan 
yang bersifat pribadi, maka dari 
itu bilamana terjadi kejahatan 
dan membawa korban maka 
negara juga harus 
bertanggungjawab untuk mem-
perhatikan kebutuhan para 
korban tersebut. Argumen yang 
                                                          
96 Reksodiputro, Op. Cit., 1994, hlm. 94. 
kedua menyatakan bahwa, 
negara harus menjaga warga 
negaranya yang mengalami 
kesukaran, melalui kerjasama 
dalam masyarakat berdasarkan 
atau menggunakan sarana-
sarana yang disediakan 
negara. Hal ini bisa dilakukan 
melalui pengaturan hak.97 
Muladi98 pada intinya me-
ngatakan bahwa:  
“Dalam rangka pengaturan 
hukum pidana terhadap 
korban secara mendasar 
ada dikenal dua model yakni 
: (1) Model hak-hak 
prosedural (The Prosedural 
Rights Model); dan (2) Model 
Pelayanan (The Services 
Model). Model pertama 
penekanan pada korban 
berperan aktif dalam proses 
peradilan pidana; 
sedangkan model kedua 
penekanan pada perlunya 
diciptakan stan-dar baku 
bagi pembinaan korban 
kejahatan bagi aparat 
dalam memberi  motifikasi 
korban, pemberi-an 
kompensasi dan restitusi 
kepada korban kejahatan 
sebagai sasaran khusus untuk 
dilayani”. 
Dalam upaya perlin-
dungan korban kejahatan 
pada tanggal 15 Desember 
1985 sidang umum PBB telah 
menerima  resolusi: tentang 
                                                          
97 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum 
Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 78. 
98 Muladi, Op.Cit., hlm. 133-134.   
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Declaration of Basic Principle of 
Justice for Victim of Crime and 
Abuse of Power No. 40/34). 
Dalam deklarasi ter-sebut juga 
diatur tentang restitusi 
kompensasi dan asistensi pada 




1. “Offenders or third par-ties 
responsible for their 
behavior should, where 
appropriate make fair 
restitution to victims, their 
families or dependants. 
Such restitution should 
include the return of  
propety or payment for the 
harm or loss sufferred, 
reimbursement of expenses 
incured as a result of the 
victimization,the provition 
of services and the 
restoration of rights. 
2. Gerenments should review 
their practiceces, 
regulation and laws to 
consider restitution as an 
available sentencing 
option in criminal cases, in 
addition to other criminal 
sanction. 
3. When compensation is not 
fully available from the 
offender or other sources, 
states should  endeavor to 
provide financial 
compensa-tion”. Dan 
sudah ada be-berapa 
                                                          
99 Muladi, Op.Cit., hlm. 142.  
negara mengadopsi 
deklarasi ini  dan mengatur 
tentang kompensasi 
dibayar oleh negara, 
seperti: Inggeris, Belanda.  
Pada kesempatan lain 
Barda Nawawi Arief 
mengatakan bahwa:  
“Pertama-tama patut 
dicatat, bahwa pengertian 
“perlindung-an korban” 
dapat dilihat dari dua 
makna, yaitu:  
1. Dapat diartikan sebagai 
“perlindungan hukum 
untuk tidak menjadi korban 
tindak   pidana”.          
2. (Berarti perlindungan HAM 
atau kepentingan hukum 
seseorang); 
3. Dapat diartikan sebagai 
“perlindungan untuk mem-
peroleh jaminan/santunan 
hukum atas penderitaan 
/kerugian orang yang 
telah menjadi korban 
tindak pidana” (jadi identik 
dengan ”pe-nyantunan 
korban”). Bentuk santunan 
itu dapat berupa pemulih-
an nama baik (rehabili-
tasi), pemulihan keseim-
bangan batin (antara lain, 
dengan permaaf-an), 
pemberian ganti rugi 
(restitusi, kompensa-si, 
jaminan/santunan ke-
sejahteraan sosial), dan 
sebagainya.100   
                                                          
100 Barda Nawawi, Masalah Penegakan 
Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Penanggulangan Kejahatan, 2007, hlm. 61. 
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Berdasarkan teori, hu-kum 
HAM, nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat (hukum 
adat/kebiasaan), dan 
beberapa pendapat para 
pakar di atas maka sangat 
urgen dibuat/diben-tuk model 
perlindungan terhadap korban 
tindak pidana baik dalam 
hukum pidana formil maupun 
dalam hukum pidana materiil 
dan juga dalam undang-
undang organik lainnya yang 
lebih konkrit dan tegas. Menurut 
penulis model perlindungan 
korban yang dikemukakan oleh  
Muladi yang cocok/te-pat 
diterapkan di Indonesia adalah 
model kedua Model Pelayanan 
(The Services Model) sebab 
model yang pertama yakni 
model hak-hak prosedural (The 
Prosedural Rights Model) yakni 
hak korban berpartisipasi dalam 
proses per-adilan, tidak/kurang 
tepat di-terapkan di Indonesia 
karena sistem peradilan pidana 
Indonesia berlandaskan pada 
kepentingan umum. Artinya 
penuntutan hanya dipegang 
oleh penuntut umum sebagai 
monopoli, artinya tiada badan 
lain yang boleh melakukan 
(Dominus Litis) pemilik satu-satu-
nya. Dan juga menganut asas 
praduga tak bersalah. Apabila 
korban berpartisipasi dalam  
administrasi peradilan pidana 
dapat menempatkan 
kepenting-an umum di bawah 
kepentingan  individu atau 
kepentingan  korban dan juga 





Undang-Undang No. 13 
Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban 
(selanjutnya disebut Undang-
Undang Perlin-dungan Saksi 




korban pelanggaran HAM berat 
dengan korban pelanggaran 
HAM biasa atau korban tindak 
pidana biasa sebagaimana 
diatur dalam KUHP maupun di 
luar KUHP, yang seharusnya 
esensi kerugian akibat tindak 
pidana tersebut menjadi 
pertimbangan dalam memberi 
perlindungan terhadap korban 
apalagi tugas 
negara/pemerintah yang wajib 
menjaga/ melindungi warga 
negaranya dan juga harus 
memberi perlindungan yang 
sama terhadap warga 
negaranya. 
Apabila dilihat dalam 
perangkat HAM nasional 
maupun internasional di 
tentukan bahwa tanggung-
jawab negara/pemerintah 
untuk melindungi, memaju-kan, 
menegakkan dan memenuhi 
HAM warga negaranya, dapat 
dilihat pada Pasal 28 I ayat (4) 
Konstitusi Republik Indonesia. 
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Seharusnya sistem per-
adilan pidana Indonesia 
memperhatikan pelbagai 
kepentingan atau disebut 
dengan  keseimbangan ori-
entasi pidana (offender and 
victim oriented) yang artinya 
sistem peradilan pidana ha-rus 
memperhatikan kepen-tingan 
semua pihak: pemerintah, 
pelaku dan korban sebagai 
orang paling dirugi-kan akibat 
tindak pidana. Kerugian korban 
baik berupa kerugian materiil 
maupun immateriil, harus 
menjadi perhatian/menjadi 
ruang lingkup pengaturan 
dalam sistem peradilan pidana 
baik dalam  hukum pidana 
materiil maupun hukum pidana 
formil untuk mengatasi 
penderitan kor-ban yang 
benar-benar menderita 
kerugian sebagai sasaran 
tindak pidana  agar 
penyelesaian kasus tersebut da-
pat adil dan benar-benar 
menyelesaikan masalah/konflik 
antara pihak pelaku. 
Ketentuan sistem 
peradilan pidana di Indonesia 
terutama dalam hukum pidana 
materiil (KUHP) hanya berfokus 
pelaku dan ada anggapan 
selama ini penjatuhan pidana 
terhadap pelaku 
menghapuskan kesalahan 
pelaku serta menghapus 
kerugian yang dialami korban. 
Sedangkan dalam hukum 
pidana formil (KUHAP) ada 
beberapa pasal hak-hak 
korban atau disebut 
perlindungan terhadap korban 
namun perlindungan tersebut 
dalam upaya memberi 
kesaksian dalam mencari 
kebenaran. 
Berdasarkan ketentuan 
Pa-sal 98 KUHAP ini tampak 
bahwa pembuat undang-
undang tidak konsekuen dan 
ambivalen, se-bagaimana 
diketahui bahwa hukum pidana 
sebagai hukum publik dan hak 
penuntutan diambil alih oleh 
Jaksa Penuntut Umum maka 
seharusnya dalam ketentuan 
undang-undang diatur bahwa 
kewajiban Jaksa Penuntut 
Umum untuk menuntut ganti 
kerugian akibat tidak pidana 
tersebut, jadi tidak perlu korban 
yang meminta untuk digabung-
kan dalam perkara pidana. 
Begitu juga dalam Undang-
Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban tampak bahwa 
ketentuan atau kaedah-




Oleh karena itu model 
pelayanan yang paling tepat 
dengan beberapa modifikasi 
disesuaikan dengan hukum 
yang  hidup dalam masyara-kat 
dan perkembangan perangkat 
HAM internasional dan model 
perlindungan korban tindak 
pidana Indo-nesia harus 
terintegrasi dalam kebijakan 
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kriminal melalui sis-tem 
peradilan pidana yakni: 
1. Sistem peradilan pidana 
harus memberi perlindung-an 
yang adil, seimbang, serasi 
antara korban, dan pelaku. 
2. Dalam hukum pidana materiil 
dibuat jenis sanksi /pidana  
ganti kerugian, di samping 
pidana perampas an 
kemerdekaan.      
3. Dalam  hukum pidana for-mil 
dibuat ketentuan yang 
mewajibkan aparat pene-
gak hukum memperhati-kan 
kerugian  korban baik dalam 
dakwaan, tuntutan pidana 
dan vonnis hakim.  
4. Tanggung jawab  pertama 
dan utama mengganti 
kerugian korban adalah 
pelaku berupa restitusi 
sebagai  pertanggungja-
waban atas perbuatan-nya 
melanggar hak asasi korban  
dan atau apabila pelaku 
tidak mampu me-ngganti 





negara/pemerintah yang  
tidak mampu melindungi hak 
asasi warganya. 
5. Pemberian ganti kerugian 
bagi korban yang 
pertimbangan esensi 
penderitaan/kerugian korban 
yang terjadi akibat tindak 
pidana. 
6. Hak korban untuk men-
dapatkan bantuan hukum 
untuk mendampingi korban 
pada setiap tahap proses 
peradilan. 
7. Hak Korban mendapatkan 
pelayanan medis seperti 
psikiater, psikolog, atau ahli 
lain yang mampu 
mengembalikan 
kepercayaan korban.  
8. Hak korban untuk mendapat-
kan informasi perkembangan 
kasusnya setiap tahap proses 
peradilan.  
9. Hak korban untuk mendapat-
kan perlindungan dari Lem-
baga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK).    
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PERAN HUKUM DAN NEGARA DALAM MENGENDALIKAN NEOLIBERALISME  
DALAM KETIDAKADILAN DALAM SISTEM EKONOMI GLOBAL 
 





This Study focuses on how impact of Neoliberalism on globalism in 
economic system, and how the function of the laws and countries to 
control of Neoliberalism. This study uses the socio-legal approach and It‟s 
based on the data collected from the result of the literature materials. The 
result of this study conclude that the law and country can‟t control of 
Neoliberalism and  It‟s had impact to injustice in economic. The future, for 
given justice in economic and welfare to more much persons in the world, 
the laws and countries had to functioned for control Neoliberalism. 
 




Globalisasi ekonomi yang 
semakin meluas pengaruhnya 
sekarang ini, pada dasarnya 
digerakkan oleh sebuah 
pemikiran ekonomi; yang 
berpangkal pada pemikiran 
Neoliberalis-me. Pemikiran 
Neoliberalisme, pada intinya 
menghendaki penghapusan 
campur ta-ngan Negara dalam 
ekono-mi, yang cenderung 
kembali  pada pemikiran 
ekonomi Liberal Klasik, seperti 
yang pernah disarankan oleh  
Adam Smith.  
Neoliberalisme meru-
pakan reaksi atas campur 
tangan Negara dalam sistem 
ekonomi, yang dianggap telah 
menghambat tercipta-nya 
persaingan pasar sem-purna. 
Campur tangan negara dalam 
ekonomi, yang semula oleh 
kaum neoklasik ditujukan untuk 
mengatasi ketidak mampuan 
pasar dalam mencip-takan 
persaingan pasar sempur-na, 
tetapi dalam perkembangan-
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Praktik perekonomian 
neo-klasik di banyak negara, 
terutama negara-negara 
welfare state,  yang melakukan 
kebijakan proteksi, oleh kaum 
neoliberal dipandang sebagai 
menghambat perdagangan 
bebas dan di-anggap telah 
gagal mensejah-terakan   dan 
bahkan cenderung menindas 
masyarakat. Karena itu menurut 
pandangan kaum Neoli-beral, 
maka peran negara dalam 
ekonomi harus dihapuskan, 
atau paling tidak harus 
dikurangi sehingga tidak 
menghambat persaingan 
pasar. Dengan pandangan 
yang demikian, neoliberalisme 
sesungguhnya ingin membawa 
kembali sistem perekonomian 
dunia pada pemikiran ekonomi 
liberal klasik, yang mengun-
tungkan kaum kapitalis. 
Pemasalahannya ada-
lah, setelah campur tangan 
negara dalam sIstem ekono-mi 
liberal neoklasik dianggap 
gagal dalam mensejah-terakan 
masyarakat, dan pada masa 
sebelumnya ekonomi klasik juga 
mengal-ami kegagalan justru 
karena ketiadaan campur 
tangan pemerintah, lantas, 
apakah keinginan 
neoliberalisme; yang menjadi 
penggerak globalisasi ekonomi 
sekarang ini, untuk kembali 
kepada gagasan ekonomi 
liberal klasik akan mampu me-
makmurkan sebagian besar 
orang  atau juteru mengala-mi 
kegagalan serupa seperti yang 
pernah dialami di masa lalu?  
Lantas bagaimanakah 
seharusnya hukum dan negara 
mengambil peran ditengah 
sistem ekonomi global sekarang 
ini?  
 
B. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk 
dalam jenis penelitian kualitatif 
dengan mengguna-kan  socio-
legal approach. Pendekatan 
sosial diperguna-kan untuk 
menganalisis situasi sosial 
ekonomi yang muncul sebagai 
dampak dari praktik 
perekonomian neoliberal, se-
dangkan pendekatan yuridis 
normatif dipergunakan untuk 
menganalisis peran hukum dan 
negara yang mengacu pada 
nilai-nilai kesejahteraan dan 
keadilan dalam masyarakat. 
Analisis yang dilakukan bersifat 
kualitatif; yang tidak 
menekankan pada kuantitas 
data; melainkan pada 
kualitasnya. Berdasarkan data 
skunder yang diperoleh melalui 
studi pustaka. Hasil analisis 
kemudian dideskripsikan untuk 
menjelaskan permasalahan 
dalam studi ini. 
 
C. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. Perkembangan Pemikiran 
da-lam Ekonomi 
Adam Smith, dalam buku-
nya The  Wealth of Nations, 
berpandangan bahwa: 
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“Kemakmuran sebuah 
bangsa bukan hanya berasal 
dari uang (sebagaimana 
yang menjadi ukuran kaum 
merkantilis waktu itu), tetapi 
juga dari tanahnya, gedung-
gedungnya, dan sega-la 
macam barang-barang yang 
dapat dikonsumsi. 
Kemakmuran sebuah negara 
terjadi jika semua kebutuhan 
dan fasilitas hidup tersedia 
dengan harga murah”.101  
Dalam pandangan Smith, 
kemakmuran Negara itu dapat 
dicapai melalui peningkatan  
kekuatan pro-duktif para buruh, 
dan itu tidak akan bisa dicapai 
hanya melalui keseimbangan 
perdagangan. Menurut Smith, 
yang perlu dilakukan adalah 
peningkatan kekuat-an 
produktif para buruh,  dan itu 
harus dilakukan melalui tehnik 
manajemen yang baik. Untuk 
itu Smith meng-anjurkan 
adanya pembagian kerja. 
Menurut Smith: 
“Jika setiap orang menger-
jakan semua aktivitas dalam 
pembuatan suatu produk, 
maka hasil yang diperoleh 
tidak akan seberapa. Namun 
dengan pembagian kerja; 
yakni setiap orang hanya me-
ngerjakan satu bagian 
pekerjaan tertentu saja, dan 
pekerja yang lain 
mengerjakan bagian pe-
                                                          
101 Mark Skousen, Sang Maestro Teori-Teori 
Ekonomi Modern Sejarah Pemikiran Ekonomi, Prenada 
Media, Jakarta, 2001, hlm.  21. 
kerjaan tertentu lainnya pula, 
maka hasil yang diperoleh 
tiap orang akan jauh lebih 
besar. Teori pembagian kerja 
ini, sekaligus menunjukkan 
bahwa dalam upaya 
meningkatkan produktivits, 
orang perlu bekerja sama 
dengan orang lain”.102  
Teori  pembagian kerja 
tidak hanya berlaku untuk suatu 
tugas tertentu saja, tetapi juga 
bisa diterapkan antarsektor dan 
antar negara. Menurut teori 
keunggulan absolut yang 
dikembangkan Smith, tiap 
negara lebih baik berfokus 
menghasilkan barang-barang 
yang bisa diproduksi dengan 
biaya rendah di negaranya dan 
menjual kelebih-an produksi 
(surplus) ke luar negeri, dan 
sebaliknya Negara tersebut 
lebih baik membeli saja barang-
barang dari luar negeri, yang 
kalau dibuat di dalam negeri 
harganya lebih mahal.  
Berbeda dengan Smith, 
David Ricardo mengatakan 
bah-wa perdagangan 
internasional hendaknya di 
dasarkan pada keunggulan 
komparatif. Menurut Ricardo, 
suatu negara harus memilih jenis 
produksi yang paling 
menguntungkan diantara se-
jumlah produksi yang dapat 
dihasilkan di negaranya.   
sedangkan Michael Porter 
                                                          
102 Deliarnov, Ekonomi Politik, Erlangga, 
Jakarta, 2006, hlm. 25. 
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menyarankan pada 
keunggulan kompetitif; yakni 
keunggulan factor-faktor 
produksi yang dimiliki oleh suatu 
perusahaan. Kaum klasik ini, 
pada intinya sangat 
menyarankan dilakukannya 
per-dagangan bebas dalam 
dunia internasional, sebab hal 
itu akan menguntungkan 
semua pihak, dan semuanya itu 
dilandaskan pada teori 
pembagian kerja yang 
dikembangkan oleh Adam 
Smith. Dalam sistem yang serba 
diatur dan direncanakan, 
hanya keluarga dan teman-
teman raja dan penguasa saja 
yang bisa kaya dan Berjaya.103 
Pandangan ekonomi 
klasik tentang bagaimana 
memaksimalkan produksi dan 
perdagangan, seperti yang 
dikemukakan Smith dalam The 
Wealth of Nations,  adalah 
dengan memberikan 
“kebebasan alamiah”, kebe-
basan orang untuk melaku-kan 
apa yang diinginkannya, tanpa 
campur tangan negara. Ini 
berarti kebebasan aliran 
perpindahan tenaga kerja, 
modal, uang dan barang.   
Konsep kebebasan 
alamiah yang dikembangkan 
oleh kaum klasik tersebut, 
didasarkan pada asumsi bahwa 
manusia adalah makhluk 
rasional; yang akan berusaha 
memilih alternatif terbaik dari 
                                                          
103 Ibid, hlm. 26. 
berbagai pilihan yang tersedia. 
Adapun dorongan utama 
setiap pelaku ekonomi dalam 
tindakannya adalah kepen-
tingan pribadi. Konsumen yang 
rasional akan berusaha 
memaksimumkan kepuasan 
(utility maximizers), dan pro-
dusen yang rasional ber-usaha 
memperoleh keun-tungan yang 
sebesar-besarnya (profit 
maximizers). Manusia 
dipandang sebagai homo 
economicus, yaitu makhluk 
rasional yang didorong oleh 
kepentingan pribadi untuk 
selalu berusaha memperoleh 
hasil sebesar-besarnya dari 
berbagai kemungkinan pilihah  
yang ada. Terkait dengan 
kepentingan pribadi ini, James 
Anthony Froude dalam The 
Science of History, 
sebagaimana dikutip oleh 
Deliarnov, menyatakan bahwa: 
“Sudah dianggap sebagai 
kebenaran bahwa setiap 
manusia dalam setiap 
tindakan yang mereka 
lakukan, meng-harap sesuatu 
yang dianggap akan 
meningkatkan kebaha-giaan 
mereka. Artinya, terkait 
dengan “kepentingan 
pribadi” ini kaum klasik 
mengembang-kan 
pandangan bahwa untuk 
mengejar kepentingan 
pribadi seseorang harus 
melayani orang lain. Semakin 
seseorang melayani orang 
lain, semakin banyak orang 
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membeli barang dan jasa 
yang ditawarkannya, dan 
semakin besar pula laba 
yang akan diterimanya”.104 
Dalam pandangan kaum 
klasik, untuk meningkatkan ke-
sejahteraan atau kemakmuran, 
kita perlu mengeksploitasi 
dorong-an-dorongan alamiah 
tersebut. Dalam upaya setiap 
orang untuk mencari yang 
terbaik bagi dirinya masing-
masing, pemerintah tidak boleh 
menekan atau meng-halang-
halangi aktivitas tiap pelaku 
ekonomi. Terkait dengan ini, 
kaum klasik mengingatkan 
bahwa orang akan menjadi 
bodoh dan negara akan 
menjadi miskin terbelakang jika 
tiap orang hanya 
menggantungkan hidup pa-da 
pemberian dan kebaikan hati 
orang lain. Setiap pelaku 
ekonomi (baik konsumen 
maupun produsen) haruslah 
diberi kebebasan untuk 
mengejar kepentingan priba-
dinya masing-masing. Konsu-
men diberi kebebasan me-milih 
kombinasi konsumsi dari 
berbagai macam barang dan 
jasa yang memberikan 
kepuasan sebesar-besarnya 
(utility maximization) sesuai 
selera dan kemampuan uang 
yang dimilikinya. Begitu juga 
produsen diberi kebebasan 
memilih berbagai input dan 
teknologi untuk digunakan 
                                                          
104 Ibid., hlm. 27. 
dalam proses produksi meng-
hasilkan berbagai jenis ba-rang 
dan jasa yang paling 
menguntungkan usahanya 
(profit maximization). Sekali-pun 
kedua belah pihak memiliki 
motivasi yang ber-tolak 
belakang, tetapi kalau 
perekonomian dibiarkan be-bas 
sesuai kekuatan mekanis-me 
pasar tanpa campur tangan 
dari pemerintah, maka akan 
tercipta suatu keseimbangan 
atau ekuilibri-um. Dalam model 
pasar persaingan sempurna 
(per-fect competition), pasar 
bersifat self-regulatting dan self-
corectting, karena ada tangan 
tak kentara (invisible hand) 
yang selalu dapat 
mengarahkan perekonomian 
pada keseimbangan 
pemanfaat-an sumber daya 
penuh (full-equilibrium) yang 
menguntungkan semua pihak 
dalam masyarakat.105  
Akibat pandangan kaum 
Kalsik tersebut, dalam 
masyarakat zaman itu 
kekuatan-kekuatan ekonomis 
berjalan menurut dinamikanya 
sendiri dan sama sekali tidak 
dikendalikan. Se-mangat 
zaman itu terungkapkan dalam 
semboyan sekolah Manchester 
: laissez faire, laissez  aller 
(biarlah berbuat, biarlah 
berjalan). Jalan bepikir ini untuk 
bidang sosial ekonomi disebut 
liberalisme.  Liberalisme 
                                                          
105 Ibid. hlm. 30. 
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bermuara dalam kapitalisme. 
Sesuai dengan semangat 
liberalisme tiap-tiap orang 
mendapat kebebasan untuk 
mendirikan pabrik dan membeli 
mesin-mesin yang dibutuhkan. 
Dengan demikian alat-alat 
produksi menjadi milik pribadi 
orang-orang tertentu. Inilah 
kapital. Kapital itu makin 
bertambah oleh sebab tenaga 
para buruh digunakan untuk 
mendapat keuntungan bagi 
orang-orang yang sudah me-
nanamkan modal sebelumnya. 
Para kapitalis berkuasa secara 
mutlak atas karyawan. Mereka 





orang yang tidak memiliki apa-
apa menjadi korban dari 
kesewenang-wenangan para 
pemilik. Situasi semacam itu 
tidak mengizinkan manusia lagi 
untuk hidup sebagai manusia 
otentik. Ia hidup dalam 
keterasingan, terasing dari hasil 
pekerjaannya karena segala 
untung masuk kan-tong si 
majikan, terasing dari proses 
pekerjaan oleh karena 
berhubungan dengan pem-
bagian pekerjaan sehingga ia 
tidak melihat hasil 
pekerjaannya, terasing dari 
sesama buruh oleh karena tiap-
tiap buruh bersaing untuk 
mendapat pekerjaan, terasing 
dari majikan oleh karena ia 
berada  dibawah kekuasaanya, 
terasing dari alam oleh karena 
ia tinggal dalam pondok-
pondok (slums) yang tidak 
memung-kinkan suatu 
kehidupan manusiawi, terasing 
juga dari diri sendiri oleh karena 
ia tidak memiliki lagi harga diri. 
Keterasingan yang terdalam 
adalah keterasingan dari hasil 
pekerjaan. Di bawah rezim 
kapitalisme pekerjaan seorang 
buruh tidak membawa untung 
bagi dia sendiri. Ia tetap miskin 
betapapun  besarnya usaha 
kaum buruh itu untuk maju.106 
Keadaan yang demikian ini 
ditemukan  oleh Marx dalam 
masyarakat  Inggris pada perte-
ngahan abad XIX. Keadaan 
tersebut, akhirnya 
menyebabkan Marx melakukan 
kritik yang tajam terhadap 
sistem ekonomi liberal klasik.  
Menurut Marx, akumulasi modal 
oleh kapitalis di satu sisi adalah 
akumulasi penderitaan, 
kesengsaraan dan degradasi 
mental di sisi buruh.  
Berbeda dengan Marx, 
pakar-pakar ekonomi liberal 
Neo-klasik,  melihat bahwa 
perekono-mian pada waktu itu 
ternyata memang tidak 
berjalan mulus menurut aturan 
alami dan tidak selalu menuju 
pada keseim-bangan, 
sebagaimana yang 
dipersepsikan oleh kaum Klasik. 
                                                          
106  Theo Huijbers, Filsafat dalam Lintasan 
Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982. 
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Menurut pakar-pakar ekonomi 
Neoklasik, untuk mengatasi ke-
lemahan dan ketidak 
sempurnaan pasar, seharusnya 
memang ada campur tangan 
pemerintah. Akan tetapi 
campur tangan pemerintah 
hanya diperlukan untuk 
memper-baiki distorsi yang 
terjadi di pasar, dan bukan 
untuk menggantikan fungsi 
mekanisme pasar itu sendiri. 
Implikasi dari kenyataan 
bahwa pasar tidak berperilaku 
sesuai asumsi pasar persaingan 
sempurna tersebut, maka 
menurut pemikir Neoklasik, 
pemerintah perlu ikut campur 
untuk “mengoreksi” ketidak 
sempurnaan yang terjadi di 
pasar. Perlunya campur tangan 
pemerintah tersebut pada 
awalnya, dimaksudkan untuk 
melalui proses dan keputusan 
politik membawa 
perekonomian agar dapat 
mencapai kon-disi pasar yang 
berfungsi sempurna. Akan 
tetapi depresi ekonomi besar-
besaran yang melanda 
Amerika Serikat pada tahun 
1930-an, dikarenakan permin-
taan agregat jauh lebih kecil 
dibandingkan penawaran 
agregat, memaksa kaum 
Neoklasik, mengikuti anjuran 
Keynes, diantaranya bahwa 
untuk mengatasi krisis, cam-pur 
tangan pemerintah tidak hanya 
terbatas untuk me-ngatasi 
kegagalan pasar yang yang 
dianjurkan kaum Neoklasik. 
Kelemahan system pasar 
persaingan sempurna; seperti 
kecenderungan mo-nopoli, 
kurangnya perhatian terhadap 
redistribusi, kemis-kinan, 
kesenjangan sosial, pendidikan, 
kesehatan atau isu-isu tentang 
lingkungan, memerlukan 
adanya campur tangan 
pemerintah. Keperlu-an akan 
campur tangan pemerintah 
yang dianjurkan Keynes 
tersebut semakin kuat, dan 
diterapkan oleh banyak 
negara.107 
Keperluan campur ta-
ngan pemerintah dalam 
ekonomi tersebut, semakin kuat 
pada tahun 1960-an, terutama 
di negara-negara ber-
kembang, dengan harapan 
negara akan mampu berperan 
sebagai agen pembangunan. 
Dampak dari ajaran Keynes, 
hingga sekarang ini , 
pemerintah di hampir seluruh 
dunia masih terlibat aktif dalam 
membuat kebijakan-kebijakan 
ekonomi (fis-kal, moneter, 
perdagangan internasional), 
membuat peraturan dan 
undang-undang; seperti 
undang-undang anti monopoli 
untuk memerangi praktik bisnis 
yang tidak adil, undang-
undang ketenagakerjaan dan 
undang-undang perburuhan 
untuk me-lindungi buruh, 
undang-undang perlindungan 
konsumen, undang-undang 
                                                          
107 Deliarnov, Loc.Cit. 
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pelestarian dan per-lindungan 
lingkungan, undang-undang 
Hak Asasi Manusia, dan 
sebagainya. Penciptaan iklim 
usa-ha yang kondusif, dan 
bahkan tidak sedikit negara 
yang terlibat sebagai pelaku 
ekonomi dengan mendirikan 
Badan Usaha Milik negara.108  
Ketika otoritas publik se-
makin banyak mengambil alih 
fungsi yang dulunya 
dilaksanakan oleh pasar, 
ternyata juga masih 
menimbulkan efek lain, yakni 
munculnya upaya-upaya dari 
Perusahaan untuk memperoleh  
„laba„ melalui kekuatan 
monopoli atas faktor produksi 
tertentu, dari yang mungkin 
diterima seandai-nya faktor 
produksi tersebut juga dimiliki 
oleh perusahaan lain. 
Perusahaan yang bisa men-
ciptakan halangan masuk 
pasar dengan menguasai 
sumber daya strategik atau 
mengupayakan agar tidak ada 
barang pengganti (substitusi), 
akan menikmati laba super 
normal. Untuk memperoleh 
keuntungan yang lebih tinggi 
tersebut, kadang-kadang 
pengusaha berkolusi dengan 
penguasa agar mengeluarkan 
kebijak-an-kebijakan ekonomi 
yang lebih menguntungkan si 
pengusaha (seperti kebijakan 
larangan impor, tarif atau 
kuota), dan sebagai imbalan-
                                                          
108 Ibid. hlm. 57-60. 
nya, pengusaha memberikan 
„hadiah‟ atau „balas jasa‟ 
kepada penguasa.  Perilaku 
aparat atau penguasa yang 
mengharapkan „balas jasa‟ 
yang tinggi atas kebijakan yang 
dikeluarkannya, disebut perilaku 
„kalap rente‟.109  
Sebagai akibat marak-
nya praktik pemburuan „rente‟ 
ini, kebanyakan nNegara-
negara berkem-bang; termasuk 
Indonesia dilanda oleh 
pemerintahan yang korup, 
sehingga bukan saja 
pembangunan ekonomi tidak 
berjalan, melainkan tujuan 
perluasan campur tangan 
pemerintah, yang semula oleh 
Kaum Neoklasik dan Keynes 
dimaksudkan untuk mengatasi 
kelemahan pasar persaingan 
yang tidak sempurna agar 
menjadi sempur-na, juga tidak 
dapat tercapai.   Situasi yang 
demikian ini, kemudian oleh 
kaum Neoliberal dijadikan 
sebagai  alasan pem-benar 
untuk menyurutkan campur 
tangan negara dalam pereko-
nomian dalam era global 
sekarang ini.   
 
2. Globalisasi Ekonomi dan 
Ketidak Adilan Ekonomi 
Turutnya campur tangan 
Pemerintah dalam ekonomi, 
yang dilakukan melalui program 
dere-gulasi untuk menyesuaikan 
berbagai peraturan nasional 
                                                          
109 Ibid. 
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dengan tuntutan perdagangan 






sebelumnya bersifat protektif 
untuk melindungi kepen-tingan 
infant industry setelah 
deregulasi menjadi tidak lagi 
dapat dilakukan oleh 
Pemerintah. Begitu pula 
dengan kebijakan pemberian 
subsidi untuk mem-bantu 
pertumbuhan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM).  Deregulasi 
yang dilakukan negara-negara 
berkembang untuk 
menyurutkan  peran 
pemerintah ini, umumnya 
dilakukan oleh Negara-negara 
berkembang yang memiliki 
tingkat ketergantungan yang 
tinggi terhadap dana pinjaman 
dari IMF dan Bank Dunia; baik 
untuk menutup defisit neraca 
pem-bayaran, maupun untuk 
mem-biayai pembangunan 
infra-struktur. Surutnya campur 
tangan pemerintah ini, telah 
mengakibatkan banyak in-dustri 
di negara-negara berkembang 
yang meng-alami 
kebangkrutan, karena kalah 
dalam persaingan pasar bebas. 
Keadaan ini menyebabkan 
banyak pe-mutusan hubungan 
kerja (PHK) dan meningkatnya 
angka pengangguran. Aki-bat 
selanjutnya, selain me-nurunnya 
pertumbuhan eko-nomi 
sekaligus meningkatnya angka 
kemiskinan.  
Sebuah laporan kritis 
menyimpulkan bahwa negara-
negara yang mene-rapkan 
program penyesuaian struktural 
dengan sangat ketat, 
mengalami kinerja ekonomi 
yang sangat me-ngerikan; 
dengan peningkat-an tahunan 
-0,53 persen. Di sisi lain, negara-
negara yang menerapkan 
program pe-nyesuaian struktural 
yang lebih longgar mengalami 
pertumbuhan sebesar +2 
persen, tetapi yang menge-
jutkan ialah negara-negara 
yang tidak menjalankan 
program-program penyesuai-an 
struktural justru meng-alami 
pertumbuhan sebesar +3,5 
persen per tahun.110 Pada 
pertengahan tahun 1990-an, 
dengan mengambil garis 
kemiskin-an yang ekstrim dan 
dengan mensejajarkan 
konsumsi perhari dengan satu 
dolar Amerika Serikat, kurang 
lebih sekitar 33 persen 
penduduk dunia yang berada 
di negara-negara sedang 
berkembang berada dalam 
kesengsaraan. Masyarakat 
miskin tersebut, sekitar 550 juta 
berada di Asia Selatan, 213 juta 
berada di sub-Sahara Afrika, 
dan 150 juta berada di Amerika 
Latin. Dengan  menggunakan 
cara yang sama, ILO 
                                                          
110  Laporan UNECA, lihat  Budi Winarno, 
Globalisasi & Krisis Demokrasi, Buku Kita, Jakarta, 2007, 
hlm. 73. 
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memperkirakan bahwa pesen-
tase penduduk yang berada di 
bawah garis kemiskinan 
mening-kat dari 53,5 persen di 
tahun 1985, menjadi 54 persen 
di tahun 1990 di  sub-Sahara 
Afrika, dari 23 persen menjadi 
27,8 persen di Amerika Latin, 
dan menurun dari 61,1 persen 
menjadi 59 persen  di Asia 
Selatan, dan dari 15,7 persen 
menjadi 14,7 persen di Asia 
Tenggara dan Asia Timur.111 
Kesenjangan ekonomi, se-
perti yang diungkapkan oleh 
Merril Lynch tahun 2001, total 
kekayaan yang dikuasai oleh 
orang-orang yang mempunyai 
asset sekurang-kurangnya 1 juta 
dolar Amerika Serikat 
meningkat hampir empat kali 
lipat antara tahun 1986-2000; 
dari 7,2 triliun dolar Amerika 
Serikat menjadi 27 triliun dolar 
Amerika Serikat. Bahkan, 
sekalipun terjadi the dotcom 
crash (kekacauan bisnis melalui 
internet) dan kemerosotan 
keuangan global saat ini, Lynch 
memprediksi-kan bahwa: 
“Kekayaan  yang dikuasai 
oleh miliarder akan terus 
meningkat sebesar 8 persen 
setiap tahunnya, dan akan 
mencapai angka 40 triliun 
dolar Amerika Serikat pada 
tahun 2005 lalu”.112 
Sejalan dengan me-
ningkatnya orang miskin di 
                                                          
111 Ibid. 
112  Ibid, hlm. 74. 
dunia, seperti yang dilapor-kan 
Bank Dunia dan ke-senjangan 
yang semakin melebar, kondisi 
dibidang jaminan kesehatan 
juga semakin buruk. Sejak tahun 
1990, usia harapan hidup di 33 
negara terkaya adalah 8 
berbanding 1000 lahir hidup, 
sedangkan di Negara-negara 
berkembang 169 berbanding 
1000 lahir hidup.113    
Krisis ekonomi yang terjadi 
pada 1997 di Asia Timur dan 
Tenggara, juga telah membuat 
jumlah orang miskin semakin 
meningkat tajam, sekalipun 
terdapat silang pendapat 
tentang penyebab terjadinya 
krisis, namun dampaknya bagi 
kemiskinan demikian jelas. 
Menurut laporan UNDP tahun 
2001, proporsi kemiskinan me-
ningkat dengan tajam. Antara 
tahun 1996 dan 1999, proporsi 
orang hidup di bawah garis 
kemiskinan bertambah dari 18 
persen menjadi 24 persen dari 
jumlah penduduk. Sementara, 
kondisi kemiskinan menjadi se-
makin parah karena 
pendapatan kaum miskin 
secara keseluruhan menurun 
jauh di bawah garis kemiskinan. 
Secara keseluruhan total jumlah 
penduduk miskin di Indonesia 
pada tahun 2000 mencapai 
46,7 juta orang; naik dua kali 
                                                          
113 Bank Dunia, Annual Review of 
Development Effectiveness, 1999, dalam Internastional 
Forum on Globlization,  2001, Does Globalization Help 
the Poor, terjemahan, Globalisasi, Kemiskinan dan 
Ketimpangan, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 
Yogyakarta, hlm. 31.   
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lipat dari tahun 1995, yakni 
sebesar 27 juta orang. Krisis 
ekonomi 1997 juga telah men-
dorong terjadinya pemutusan 
hubungan kerja besar-besaran. 
Sebelum krisis berlangsung, 
ketika pertumbuhan ekonomi 
masih berkisar angka 7 persen, 
angka pengangguran terbuka 
mencapai 7 persen, sedangkan 
angka pengangguran terbuka 
terdidik mencapai angka 18,6 
persen. Setelah terjadinya krisis, 
angka tersebut meningkat 
menjadi sekitar 17,1 persen atau 
sekitar 15,4 juta orang.114  
Sebagaimana yang 
dicatat oleh Sudrajat 
Djiwandono115 bah-wa: 
“Antara tahun 1997 dan 1998 
inflansi meningkat dari 6 
persen menjadi 78 persen, se-
mentara upah ril turun 
menjadi hanya sekitar 
sepertiga dari nilai se-
belumnya. Daya beli 
masyarakat menurun kare-na 
ketidak sesuaian antara 
pendapatan dan penge-
luaran, akibatnya semakin 
tinggi harga barang-barang 
kebutuhan pokok, maka 
semakin besar pula jumlah 
penduduk yang miskin. 
Kondisi pelayanan kesehatan 
juga memburuk, begitu pula 
                                                          
114 Tadjudin Noer Effendy, Globalisasi dan 
Kemiskinan di Indonesia Peluang Atau Hambatan Upaya 
Penanggulangan Kemiskinan, Makalah pada Forum 
INFID Pertama, 2001. 
115 Sudradjad Djiwandono, Membangun 
Kembali Ekonomi Indonesia dengan Paradigma Baru, 
http//www.facific.net.id/pakar/sj/000627.html 
layanan sosial lainnya. 
Keadaan ini, bisa terlihat dari 
semakin besarnya biaya 
pendidik-an, sehingga akses 
terha-dap pendidikan hanya 
terbatas pada kalangan 
yang mampu saja yang 
sebahagian besar hidup di 
perkotaan, sementara 
masyarakat menengah ke 
bawah yang hidup di daerah 
pedesaan semakin 
termaginalkan. Subsidi pe-
merintah untuk sektor 
kesehatan juga menurun, 
sehingga pelayanan kese-
hatan semakin sulit men-




an juga terjadi di negara-
negara maju. Laporan Inter-
national Forum on Globaliza-
tion menyebutkan, dengan 
mengutip kondisi di Amerika 
Serikat, bahwa kondisinya lebih 
kurang sama. United States 
Cencus Bureau, supplemental 
Income Inequality Table 2001 
menegaskan bahwa selang 
beberapa waktu lalu, sejak 
tahun 1967-1980, ketimpangan 
penda-patan di Amerika Serikat 
se-benarnya mengalami 
penyusutan. Ini terbukti dari 
pendapatan rumah tangga 
termiskin yang mengalami 
peningkatan sebesar 6,5 persen 
dari total pendapatan. 
Sementara pendapatan rumah 
tangga terkaya dari 
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keseluruhan penduduk 
menyusut hingga 10 persen. 
Namun pada tahun 1980, 
keadaannya berbalik drastis. 
Seperlima jumlah rumah tangga 
termiskin kehilangan sebanyak 
11,6 persen pendapatan, dan 
seperlima rumah tangga 
terkaya memperoleh 
peningkatan hampir 20 persen. 
Pada tahun 1990-an, 
ketimpangan menjadi jauh 
lebih parah. Seperlima jumlah 
rumah tangga kaya senantiasa 
merasakan peningkatan. 
Laporan yang sama 
menyebutkan bahwa antara 
tahun 1947 dan 1973, 
pendapatan rata-rata para 
pekerja Amerika Serikat 
meningkat lebih dari dua kali 
lipat. Sementara pekerja di 
tingkat paling bawah, yang 
jumlahnya 20 persen, menikmati 
jumlah keuntungan yang paling 
besar. Namun sejak tahun 1973, 
pendapatan rata-rata pekerja 
merosot sekitar 15 persen. 
Sementara 20 persen pekerja di 
tingkat paling bawah, terpuruk 
dan tertinggal jauh dibelakang. 
Dari seluruh pendapatan, lebih 
dari 40 persennya masuk ke 
kantong orang-orang paling 
kaya yang jumlahnya hanya 
sebesar 1 persen.116 
Uraian di atas memper-
lihatkan dengan jelas, bahwa 
Neoliberalisme, yang menjadi 
arus deras globalisasi eko-nomi 
                                                          
116 Budi Winarno, Op.Cit, hlm. 77. 
sejak tahun 1970-an dan terus 
berlangsung hi-ngga sekarang 
ini, ternyata telah kenimbulkan 
ketidak adilan ekonomi dunia. 
Keadaan itu sekaligus 
merupakan penjelas bahwa 
Neoliberalisme telah meng-
alami kegagalan dalam 
memajukan kemakmuran bagi 
sebahagian besar pen-duduk 
dunia; seperti yang juga dialami 
sebelumnya oleh Ekonomi Klasik 
dan Neoklasik. 
Terdapat beberapa 
argumentasi teoritik maupun 
emperik untuk menjelaskan, 
mengapa Neoliberalisme ga-
gal menciptakan kemakmur-an 
bagi sebahagian besar 
penduduk dunia. Menurut Budi 
Winarno,117 kegagalan tersebut 
disebabkan: 
“Pertama, para pen-dukung 
Neoliberalisme ekonomi 
mengatakan bahwa pasar 




ekonomi yang langka. 
Asumsi-nya, ketika individu 
diberi kesempatan untuk 
berkompetisi satu dengan 
yang lain, mereka akan 
mencari cara-cara yang 
paling efisien guna 
memenuhi kebutuhannya, 
dan secara keseluruhan, ini 
akan menyumbangkan pada 
efisiensi ekonomi nasional 
                                                          
117 Ibid, hlm. 81-82. 
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dan dunia. Namun, asumsi 
teoritik ini melupakan aspek 
penting dinamika individu 
dan kapitalis-me. Individu, 
yang kini diwakili oleh 
korporasi-korporasi multi-
nasional, dalam suatu sistem 
kapitalisme akan mempunyai 
kecenderungan yang kuat 
melakukan akumulasi 
kekayaan dan keuntungan. 
Untuk itu, mereka hanya 
akan meng-investasikan 
kekayaan yang mereka miliki 
di tempat-tempat yang 
menjanjikan keuntungan, 
seperti akses pasar, sumber 
daya manusia yang murah, 
dan sumber bahan baku 
yang memadai. Oleh karena 
tujuan mereka adalah profit 
dan akumulasi kapital, maka 
mereka tidak menyadari per-
soalan-persoalan dsitribusi 
keun-tungan dan investasi. 
Bahkan, agar keuntungan 
maksimal, mereka akan 
berusaha mem-bayar 
dengan murah tenaga kerja 
atau buruh. Kondisi 
eksploitatif inilah yang men-
dorong Marx untuk 
meramalkan terjadinya 
revolusi proletariat. Kedua, 
akibat dari hal pertama 
adalah kecende-rungan 
menumpuknya investasi di 
kawasan-kawasan tertentu 
saja. Karena orientasi 
korporasi mengejar maksimal 
keun-tungan, mereka hanya 
akan menginvestasikan 
modal di wilayah-wilayah 
yang menjanjikan keun-
tungan, sehingga di wilayah-
wilayah tertentu, yang 
sebagian besar berada di 
negara dunia ketiga, tidak 
tersentuh investasi sama 
sekali. Akibatnya, mereka 
tetap terbelakang. Dengan 
demikian, para pendukung 
globalisasi benar ketika 
mengatakan bahwa mere-ka 
miskin karena tidak tersentuh 
aliran investasi, yang dalam 
pandangan mereka sebagai 
akibat globalisasi. Namun, 
perso-alannya bukan mereka 
tidak tersentuh globalisasi 
investasi, tetapi karena sifat 
globalisasi ekonomi Neoli-
berallah yang tidak mau 
menyentuh mereka. De-ngan 
demikian, yang perlu 
dipikirkan ialah bukan 
mendorong mereka meng-
integrasikan diri ke dalam 
pasar global, tetapi bagai-
mana globalisasi ekonomi ini 
dibuat menyentuh mereka 
dengan membuat investasi 
tidak menumpuk di satu atau 
dua kawasan”. 
Hirts dan Thomspon 
menunjukkan bahwa: 
“Sebagian besar arus 
investasi hanya mengalir di 
tiga wilayah (triad) pokok, 
yakni Jepang, Amerika Utara, 
dan Uni Eropa. Belakangan 
arus investasi tersebut 
menyebar ke negara-negara 
Asia Timur. Cina menjadi 
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salah satu penerima investasi 
terbesar dunia saat ini. Data 
UNCTAD Programme on 
Transnational Corporations  
me-nyebutkan bahwa pada 
tahun 1990, arus investasi dari 
Uni Eropa ke Amerika Utara 
sebesar 7 persen dari aliran 
investasi dunia, sedangkan 
aliran inves-tasi dari Amerika 
Utara ke Uni Eropa sebesar 
8,4 persen. Aliran investasi 
dari Jepang dan Uni Eropa 
dan begitu sebaliknya 
menempati ranking tertinggi. 
Aliran investasi Jepang ke 
negara-negara Uni Eropa 
me-nunjukkan angka 45,5 
persen, sedangkan aliran 
investasi Uni Eropa ke Jepang 
sebesar 46,8 persen. 
Selanjutnya, aliran investasi 
dari Jepang ke Amerika 
Utara sebesar 7,3 persen, dan 
dari Amerika Utara ke 
Jepang sebesar 23,0 
persen”.118 
Data yang dikemukakan 
di atas, merupakan penjelas 
bahwa globalisasi ekonomi, 
yang se-belumnya diyakini 
banyak orang akan membawa 
kemakmur-an, ternyata tidak 
demikian kenyataannya. 
Sebaliknya, globalisasi ekonomi 
telah menciptakan suatu 
struktur ekonomi yang timpang, 
terutama ketimpangan anta-ra 
negara-negara maju dan 
                                                          
118 Paul Hirts dan Grahame Thompson, 
Globalisasi Adalah Mitos, Yayasan Obor, Jakarta, 2001, 
hlm. 99 
negara-negara berkembang, 
bahkan juga terjadi dalam 
masyarakat di negara-negara 
maju; seperti kasus Amerika 
Serikat. 
 
3. Peran Hukum dan Negara  
Terdapat dua argu-
mentasi penting yang dapat 
menjelaskan mengapa keti-
dakadilan ekonomi terjadi. 
Pertama, negara-negara ber-
kembang (NSB) secara eko-
nomis lemah untuk memulai 
integrasi dengan pasar dunia 
karena rendahnya kapasitas 
ekonomi domestik dan infra-
struktur sosial sebagai warisan 
masa penjajahan. Dengan 
demikian, NSB tidak mem-
punyai cukup kemampuan 
untuk melakukan kompetisi di 
tingkat global. Pada hal 
kompetisi menjadi basis utama 
penyelenggaraan ekonomi 
global dan liberali-sasi 
perdagangan. Ketiadaan 
sumber-sumber yang diguna-
kan untuk melakukan kompe-tisi 
ini membuat negara-negara 
berkembang tidak mampu 
bersaing dengan negara-
negara maju. Kedua, negara-
negara berkembang bukan 
merupakan pasar yang 
kompetitif dibandingkan 
dengan negara-negara industri 
maju. Sebagian masyarakatnya 
mem-punyai pendapatan yang 
rendah, sehingga daya beli 
masyarakat pun rendah. 
Akibatnya investasi sukar sekali 
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masuk di wilayah ini. Ketiadaan 
infrastruktur dan supra-struktur 
yang memadai, membuat 
investasi juga enggan masuk. 
Inilah yang menyebabkan me-
ngapa di negara-negara 
tersebut pertumbuhan ekonomi 
cenderung lambat. Keunggulan 
komparatif yang dimiliki oleh 
Negara-negara berkembang 
adalah pada tenaga kerja dan 
sumber alam. Namun pada 
kenyataannya, itu tidak banyak 
menarik investasi karena 
terbukti investasi hanya 
mengalir di negara-negara 
industri maju.119 
Inti persoalan yang se-
harusnya menjadi pemikiran 
ada-lah pangkal tolak dari 
pemikiran ekonomi liberal yang 
didasarkan pada 
pandangannya tentang 
manusia, sebagai makhluk 
economicus dan makhluk 
rasional yang hanya 
mementingkan ke-untungan 
pribadi, yang dalam sistem 
ekonomi liberal dibiarkan tanpa 
kendali oleh negara.  
Plato yang hidup di 
zaman Yunani Kuno, sejak lama 
sudah mengingatkan bahwa di 
dalam diri setiap manusia itu, 
terdapat nafsu, perasaan dan 
pikiran. Seseorang akan 
menjadi jahat apabila 
perasaan dan nafsu tidak 
dikendalikan oleh akal budi 
                                                          
119 Martin Khor, Globalisasi : Perangkap 
Negara-Negara Selatan, Cinderelas Pustaka Rakyat 
Cerdas, Yogyakarta, 2002, hlm. 22. 
melalui rasa baik dan rasa 
jahat.120 Demikian pula Adam 
Smith, sebagai peletak 
pemikiran ekonomi Klasik, juga 
tidak menyetujui keserakahan 
yang tak ter-kendali, tetapi dia 
men-dukung kontrol diri. Smith 
percaya bahwa masyarakat 
komersial yang bebas, akan 
melunakkan nafsu serakah dan 
mencegah munculnya rimba 
Hobbesian; homo homini lupus. 
Dia menga-takan bahwa 
perdagangan akan 
mendorong orang untuk 
belajar, bekerja keras dan 
mendisiplinkan diri, dan 
menunda kesenangan. Orang 
tidak akan mau menipu dan 
mau memper-baiki kesalahan 
agar tidak kehilangan 
konsumen. Ide Adam Smith 
sebenarnya adalah ingin 
mengintegrasikan ekonomi 
dengan peri-laku moral.121  
Berdasarkan pemikiran 
Adam Smith di atas, nyatalah 
bahwa kontrol perilaku 
pengusaha, lebih ditekankan 
pada norma moral, dan bukan 
pada aturan yang dibuat dan 
dipaksakan oleh negara. 
Dengan demikian, menjadi jelas 
pula bahwa kebebasan 
alamiah yang dimak-sudkan 
dalam pemikiran Smith, 
bukanlah kebebasan yang se-
wenang-wenang, melainkan 
ke-bebasan yang dikendalikan 
                                                          
120 Theo Huijbers, Op.Cit, hlm. 23 
121  Fitzgibbons dan Tvede, seperti yang 
dikutip Mark Skousen dalam Op.Cit, hlm. 28 . 
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oleh norma moral. Karena itu, 
ketika perilaku di bidang 
ekonomi sudah tidak lagi dapat 
dikendalikan oleh moral 
(kekuatan internal) para 
pelakunya, maka ia tidak lagi 
layak untuk diberi kebebasan. 
Pada situasi ini, maka 
seharusnya, norma hukum 
menjadi diperlukan untuk 
menciptakan keadilan dan 
untuk melindungi kentingan 
warganegara yang lain. Dalam 
kaitan ini, negara dapat 
campur tangan dalam 
ekonomi. Hukum yang dibentuk 
dan dipaksakan berlakunya 
oleh negara, adalah untuk 
memaksakan dipatuhinya 
norma moral dalam kegiatan 
ekonomi.    
George Soros dalam The 
Crisis of Global Capitalism,  juga 
mengatakan bahwa sistem 
kapitalisme memang tidak me-
miliki kecenderungan untuk 
men-capai keseimbangan. 
Para pemilik modal selalu 
berusaha memak-simumkan 
keuntungan mereka, dan 
apabila hal itu dibiarkan tanpa 
kendali, tentulah mereka akan 
berupaya untuk meng-
akumulasikan modal sampai 
pada suatu tingkat 
ketidakseimbang-an.122 
Pandangan Soros tersebut, 
mengisyaratkan bahwa 
demokrasi seharusnya berfungsi 
untuk mengendalikan sistem 
                                                          
122 Deliarnov, Op.Cit. hlm. 210. 
kapi-talisme. Dengan kata lain, 
negara dan hukum harus 




negara berkembang, ter-masuk 
Indonesia, terlihat sangat ketat 
melaksanakan program-
program neoliberal-isme. 
Berbagai kebijakan  deregulasi 
dan privatisasi, serta berbagai 
bentuk pengurangan program 
sub-sidi dan kesejahteraan 
sosial, yang notabene 
merupakan program 
Neoliberalisme, sam-pai 
sekarang ini terus berlanjut. Hal 
ini menunjukkan bahwa 
negara-negara ber-kembang 
bukannya  ber-usaha 
mengendalikan, me-lainkan  
justru ikut mendorong 
berkembangnya Neoliberalis-
me. Jika kebijakan ini terus 
berlanjut, maka cukup ber-
alasan apabila banyak 
kalangan yang mengkha-
watirkan bahwa keterpuruk-an 
perekonomian negara-negara 
berkembang akan semakin 
parah, kemiskinan akan 
semakin meluas dan 
kesenjangan ekonomi akan 
semakin tajam. 
Dalam kasus Indonesia, 
tidak sedikit peraturan per-
undang-undangan dibidang 
ekonomi yang ikut men-dorong 
berkembangnya neoliberalisme 
ini, sekalipun Pasal 33 UUD 
Negara RI 1945 sesungguhnya 
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menolak liberalis-me. Indikator 
penting dari hukum ekonomi 
Indonesia yang men-dorong 
berkembangnya Neolibe-
ralisme tersebut, diantaranya 
ter-lihat dar: (1) Pelimpahan pe-
nguasaan negara terhadap ca-
bang-cabang produksi yang 
penting dan menguasai hajat 
hidup orang banyak kepada 
swasta melalui mekanisme 
pasar; (2) Keberpihakan 
Peraturan Per-undang-
undangan kepada ke-
pentingan Pengusaha Besar 
(Kapitalis) dari pada 
kepentingan masyarakat.     
Dalam Undang-undang 
No. 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi, misalnya, 
sekalipun usaha Minyak dan 
Gas Bumi merupakan cabang 
produksi yang penting bagi 
negara dan menguasai hajat 
hidup orang banyak, yang 
seharusnya dikuasai oleh 
negara, ternyata melalui 
undang-undang ini, negara 
tidak lagi menguasai 
(mengendalikan) sumberdaya 
ini dan menyerah-kannya 
kepada mekanisme pasar 
berdasarkan persaingan usaha 
yang sehat dan wajar.123 Hal 
serupa juga terlihat dalam 
                                                          
123 Lihat Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Mahkamah 
Konstitusi melalui Putusannya Nomor 002/PUU-I/2003 
tanggal 21 Desember 2004, telah mencabut ketentuan 
Pasal ini, dan menyatakan bahwa campur tangan 
Pemerintah dalam penentuan harga Migas diperlukan, 
terkait dengan cabang-cabang produksi yang penting dan 
atau menguasai hajat hidup orang banyak. 
Undang-Undang No. 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman 
Modal, yang memberikan 
perlakuan sama terhadap 
Penanaman Modal Asing (PMA) 
dan Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN).     
Keberpihakan Hukum 
Ekonomi Indonesia kepada 
kepentingan pengusaha besar, 
juga terlihat terkait pemberian 
Hak Guna Usaha (HGU) dalam 
Undang-Undang No. 25 Tahun 
2007 tersebut, yang 
memberikan jangka waktu 
selama 95 tahun, dengan cara 
di-berikan dan diperpanjang 
dimuka sekaligus selama 60 
tahun, kemudian dapat 
diperbaharui untuk selama 35 
tahun.124  Keberpihakan se-
rupa, juga terlihat dalam 
Undang-Undang No. 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara, yang 
tidak memberikan pengaku-an 
dan perlindungan ter-hadap 
hak-hak masyarakat adat, 
untuk turut serta menentukan 
keputusan da-lam pemberian 
izin investasi tambang sekalipun 





                                                          
124 Lihat Pasal 22 ayat (1) huruf a UU RI 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 
ini telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan 
rumusannya dikembalikan pada rumusan UU No.5 Tahun 
1961 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.   
125  Lihat Pasal 90-112 UU NRI No. 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
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dikemukakan di atas, 
menunjukkan bahwa hukum 
ekonomi Indonesia cenderung 
tidak berusaha mengendalikan 
Neoliberalisme, dan bahkan 
telah menyurutkan peran 





Berdasarkan uraian yang 
telah dikemukakan pada 
bagian pembahasan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa : 
a. Neoliberalisme yang semakin 
mengglobal sejak beberapa 
dasawarsa terakhir ini, telah 
mengakibatkan 
ketidakadilan ekonomi dan 
gagal men-ciptakan 
kemakmuran bagi sebagian 
besar orang. Kesen-jangan 
ekonomi dunia terjadi begitu 
tajam antara negara-negara 
maju dan negara-negara 
berkembang.   
b. Negara dan hukum di 
negara-negara berkembang, 
ternyata cenderung tidak 
mengendali-kan 
neoliberalisme, sehingga ikut 
memperluas kemiskinan dan 
mempertajam kesenjang-an 




negara dan hukum benar-
benar dikehen-daki untuk 
mewujudkan cita-cita keadilan 
dan kesejahteraan, terutama 
bagi negara-negara 
kesejahteraan (welfare state) 
maka disarankan agar negara 
dan hukum harus 
dimaksimalkan fungsinya untuk 
dapat me-ngendalikan 
neoliberalisme, karena dalam 
kenyataannya neoliberalisme 
terbukti tidak mampu 
memberikan keadil-an dan 
kesejahteraan sosial bagi 
masyarakat.    
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IMPLIKASI PELAKSANAAN PEMILUKADA MELALUI SISTEM E-VOTING  
DALAM MENJAMIN ASAS-ASAS PEMILU YANG LANGSUNG,  
UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL 
 
Oleh   




There are many time we hold general elections, but does not mean 
the problems in the election was on the wane. To overcome these 
problems, one of solution that can be applied is conduct elections online 
or better known as electronic voting or e-voting. Implementation of e-
voting is expected to address the election and election issues. The 
purpose of this study is to investigate and analyze what requirements must 
be met in order for the voting system via e-voting can ensure the 
principles of direct elections, public, free, confidential, honest and fair, 
and and how the implications of the voting system through e-voting for 
the election to ensure the implementation of the principles of direct 
elections, public, free, confidential, honest and fair. This study uses 
normative legal research. The results of this study explained that e-voting 
system must fulfill several requirements to ensure the fulfillment of the 
principles that direct elections, general, free, confidential, honest and fair. 
In the context of democracy, system of electronic voting (e-voting) also 
have to respect and ensure the attributes and properties of the direct 
election of such as transparency, certainty, security, accountability, and 
accuracy.  
 




bagai negara yang meng-anut 
paham demokrasi sejak 
kelahirannya telah menyele-
nggarakan beberapa kali 
pemilihan umum (pemilu) untuk 
memilih angggota legislatif dan 
dua kali pemilihan presiden dan 
wakil presiden yang 
diselenggara-kan secara 
langsung. Berlangsungnya 
pemilu ini menjadi semakin 
sering karena dengan 
ditetapkannya pemilihan 
kepala daerah secara langsung 
maka gubernur dan wakil 
gubernur serta bupati dan wakil 
bupati pun juga dipilih secara 
langsung melalui pemilu. 
Semakin sering negara kita 
menyelenggarakan Pemilu 
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bukan berarti permasalahan 
dalam penyelenggaraan 
pemilu itu semakin berkurang, 
Seperti contohnya pada 
Pemilukada Gubernur Bengkulu 
3 Juli 2010 lalu,126 dari hasil 
pengamatan banyak menuai 
persoalan, mulai dari persoalan 
DPT, banyaknya warga negara 
yang mempunyai hak suara 
tetapi tidak dapat meng-
gunakan haknya karena tidak 
terdaftar bahkan yang tidak 
ada orangnya justru masuk DPT, 
kemudian banyaknya suara 
yang tidak sah akibat tidak 
tersosialisasi cara mencoblos 
dan melipat kertas suara.  
Berbagai permasalah-an 
tersebut telah menurun-kan 
kualitas dari penyele-ngaraan 
pemilu dan secara umum 
menurukan kualitas demokrasi. 
Untuk mengatasai 
permasalahan di atas salah 
satu solusi yang dapat 
diterapkan adalah dengan 
menyelenggarakan Pemilu 
secara online atau yang lebih 
dikenal dengan istilah 
electronic voting atau e-voting. 
Dengan memanfaat-kan solusi 
yang berbasis TIK ini akan 
meningkatkan kualitas 
demokrasi. Karena dengan 
solusi ini akan dapat 
mengurangi potensi sengketa 
                                                          
126   Amancik, “Penerapan Asas Jujur dan Adil 
dalam Penyelesaian Pemilu Kepala Daerah Propinsi 
Bengkulu”, Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum 
Universitas Bengkulu, 2 November 2010: Volume III 
Nomor 2, hlm. 25.  
Pemilu/Pemilukada yang se-
ringkali terjadi, diantarnya 
karena kekurangmampuan 
dalam mengelola pen-dataan 
pemilih dan perhitungan suara. 
Oleh sebab itu, saat ini 
Pemerintah terutama dalam hal 
ini penyelenggara pemilihan 
umum yaitu Komisi Pemilihan 
umum telah membuka 
terobosan yaitu dengan 
mengubah sistem pemilihan 
dari e-voting (Conven-tional 
Voting/coblos/contreng) 
menuju e-voting (elektronik vo-
ting). 
Metode pemberian suara 
melalui e-voting ini telah 
diperkenankan oleh Mahkamah 
Konstitusi melalui  Putusan 
No.147 /PUU-VII/2009127 tanggal 
30 Maret 2010 yang 
menyatakan bahwa pemberian 
suara yang dilakukan dengan 
cara mencentang salah satu 
calon sepanjang tidak 
bertentangan dengan asas-
asas Pemilu yang luber dan 
jurdil tidak mengurangi 
keabsahan Pemilu karena 
masih dalam batas-batas yang 
wajar, demikian juga cara lain, 
misalnya e-voting, adalah 
konstitusional sepanjang 
diartikan dapat menggunakan 
                                                          
127  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
147/PUU-VII/2009 tanggal 10 Maret 2010 yang 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi 
pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan 
dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
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metode e-voting dengan syarat 
secara kumulatif, syarat 
tersebut antara lain tidak 
melanggar asas Pemilu yang 
luber dan jurdil 128 dan syarat 
lainnya adalah daerah yang 
menetapkan metode ini sudah 
siap baik dari sisi teknologi, 
pembiayaan, sum-ber daya 
manusia, perang-kat lunaknya, 
dan kesiapan masyarakat.  
E-voting adalah proses 
pemilihan umum yang me-
mungkinkan pemilih untuk 
mencatatkan pilihannya yang 
bersifat rahasia secara 
elektronik yang teramankan. 
Sebuah sistem e-voting dapat 
didefinisikan sebagai sebuah 
sistem yang memanfaatkan 
perangkat elektronik dan 
mengolah informasi digital 
untuk membuat surat suara, 
memberikan suara, meng-
hitung perolehan suara, 
menayangkan perolehan suara, 
dan me-melihara dan 
menghasilkan jejak audit. 129 
Penerapan e-voting 
diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan yang timbul dari 
pemilu yang diadakan secara 
konvensional. Riera dan 
Brown130 serta de Vuyst dan 
                                                          
128  Pusat Tekhnologi Informasi dan 
Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan 
Tekhnologi, “Laporan Simulasi dan Sosialisasi E-Voting 
di Pandeglang”, 26 Desember 2010. 
129 Help America Vote Act of 2002, Public Law 
107-252, 107th Congress, http://www.fec. 
gov/hava/law_ext.txt.. diakses pada tanggal 10 Mei 2010. 
130 Riera, A., & Brown, P. Bringing Confidence 
to Electronic Voting. Electronic Journal of E-Government , 
2003, 1 (1), hlm. 14-21. 
Fairchild131 menawarkan 
manfaat yang akan diper-oleh 
dalam penerapan e-Voting 
sebagai berikut:  
1. Mempercepat 
penghitungan suara; 
2. Hasil penghitungan suara 
lebih akurat;  
3. Menghemat bahan 
cetakan untuk kertas 
suara; 
4. Menghemat biaya 
pengirim-an kertas suara; 
5. Menyediakan akses yang 
lebih baik bagi kaum yang 
mempunyai keterbatasan 
fisik (cacat); 
6. Menyediakan akses bagi 
masyarakat yang mempu-
nyai keterbatasan waktu 
untuk mendatangi tempat 
pemilihan suara (TPS); 
7. Kertas suara dapat dibuat 
ke dalam berbagai versi 
bahasa; 
8. Menyediakan akses 
informasi yang lebih 
banyak ber-kenaan 
dengan pilihan sua-ra; 
9. Dapat mengendalikan 
pihak yang tidak berhak 
untuk memilih misalnya 
karena di bawah umur 
atau melebihi umur pemilih 
yang telah diatur.  
Metode e-voting ini se-
benarnya bukan metode pe-
milihan yang baru di dalam 
                                                          
131 De Vuyst, B., & Fairchild, A. 
“Experimenting with Electronic Voting Registration: The 
Case of Belgium”, The Electronic Journal of E-
Government , 2005, 2 (2), hlm. 87-90. 
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dunia demokrasi, metode ini 
telah banyak dipraktekan di 
negara-negara maju seperti 
Amerika, Swiss, Perancis, 
Jepang dan Inggris bahkan 
negara berkembang seperti 
Brazil, India dan Estonia. 
Walaupun sistem e-voting mem-
berikan banyak keuntungan 
bagi manusia dalam 
melaksanakan pemungutan 
suara, terdapat beberapa 
permasalahan yang muncul 
akibat dari implementasi sistem 
ini seperti tingkat keamanan 
sistem e-voting, Penggunaan 
internet yang sangat rentan 
dengan gangguan dari luar, 
muncul dugaan bahwa dapat 
terjadi perubahan data hasil 
pemungutan suara. Zamora 
menegaskan bahwa electro-nic 
election sistem tidak bisa 
terlepas dari pentingnya 
kerahasiaan dan keamanan. 
Artinya, jika kerahasiaan dan 
keamanan terpenuhi, maka e-
voting sangatlah tepat untuk 
digunakan.132 Sehingga adanya 
kekhawatiran ten-tang 
kecurangan yang dapat 
memanipulasi hasil 
pemungutan suara.  
Penerapan e-voting di 
Indonesia harus melalui kajian 
yang sangat mendalam dari 
berbagai aspek. Terlebih lagi 
                                                          
132  C.G. Zamora, F.R. Henriquez dan D.O. 
Arroyo. SELES: An E-Voting Sistem for Medium Scale 
Online Elections, Proceedings of The 6 th Mexican 
International Conference on Computer Science (ENC’05), 
2005. 
munculnya wacana bahwa 
Pemilihan Presiden tahun 2014 
mendatang akan me-
nggunakan sistem pemu-
ngutan suara melalui e-
voting.133  
Adapun rumusan 
masalah dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Persyaratan apa saja yang 
harus dipenuhi agar sistem 
Pemungutan suara melalui e-
voting dapat menjamin asas-
asas pemilu yang Langsung, 
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur 
dan Adil? 
2. Bagaimana Implikasi sistem 
pemungutan suara melalui e-
voting terhadap 
pelaksanaan pemilukada 
dalam menjamin asas-asas 
pemilu yang lang-sung, 
umum, bebas, rahasia, jujur 
dan adil ? 
 
A. METODE PENELITIAN 
Ditinjau dari jenis 
penelitian, penelitian ini di 
kategorikan dalam penelitian 
hukum normatif. Penelitian 
hukum normatif adalah 
penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti 
data sekunder.134 Sifat dari 
penelitian adalah deskriptif 
analitis yaitu menggambarkan 
suatu kejadian, gejala dan 
                                                          
133 Kurnia Illahi, Tiga Syarat E-Voting 
Digunakan dalam Pemilu, www.Jurnal Parlemen.com, 
diakses pada tanggal 8 April 2010. 
134 Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 
Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, 
hlm.14. 
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kondisi berdasarkan fakta yang 
menjadi obyek dengan disertai 
analisis kritis untuk memberikan 
penjelasan-penje-lasan 
terhadap obyek penelitian dan 
memberikan kontribusi yang 
berupa jawaban terhadap per-





B. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN  
1. Persyaratan Sistem E-Voting 
dalam Menjamin Asas-Asas 
Pemilu yang Langsung, 
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur 
dan Adil 
Sistem e-voting ini mulai 
banyak diperbincangkan 
pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi melalui putusan 
No.147/PUU-VII/2009 dalam 
perkara permohonan peng-
ujian Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ter-
hadap Undang-Undang Da-sar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.135 Mah-kamah 
Konstitusi telah mem-
perkenankan sistem pemu-
ngutan suara melalui e-voting, 
yaitu sistem pemu-ngutan suara 
                                                          
135   Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
147/PUU-VII/2009tanggal 10 Maret 2010 yang 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi 
pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan 
dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
secara elek-tronik yang 
memungkinkan hasil pemilihan 
dapat diketa-hui saat itu juga 
secara akurat dan realtime. Uji 
materil yang diajukan oleh 
Bupati Jembrana I Gede 
Winasa bersama 20 Kepala 
Dusun di Kabupaten Jem-brana 
ini dikabulkan oleh Mahkamah 
Konstitusi, tetapi dengan 
sejumlah persyaratan yaitu 
konstitusional sepanjang tidak 
melanggar asas pemilu luber 
dan jurdil dan syarat lainnya 
adalah daerah yang 
menetapkan metode ini sudah 
siap baik dari sisi tekhnologi, 
pembiayaan, sumber daya 
manusia, perangkat lunak-nya 
dan kesiapan masyarakat. 
Putusan Mahkamah Konstitusi ini 
sekaligus menjadi pijakan 
hukum yang sah bagi 
pelaksanaan e-voting, 
selanjutnya bagi daerah-
daerah yang ingin 
melaksanakan e-voting terlebih 
dahulu harus membuat 
peraturan pelaksana-annya 
berupa Perda, sementara 
legislatif sedang menyusun 
Undang-undang terkait sistem 
e-voting dan mempersiapkan 
revisi Undang-Undang tentang 
Pemerin-tahan Daerah. Untuk 
menjamin pelaksanaan sistem 
e-voting agar lebih menjamin 
asas-asas pemilu yang 
langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur dan adil, maka 
harus memenuhi sejumlah 
persyaratan yaitu : 
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a. Dasar hukum e-voting 
Sistem pemungutan suara 
e-voting merupakan sistem 
produk baru yang akan mengisi 
dan memperkuat proses 
bernegara dan berdemokrasi di 
Indonesia, oleh sebab itu untuk 
menjaga sistem berteknologi ini 
tetap berjalan dengan baik 
dan sesuai dengan aturan 
hukum, maka diperlukan 
landasan-landasan hu-kum 
yang jelas agar dapat di-terima 
dan tidak bertentangan 
dengan nilai-nilai dan norma 
yang berlaku. 
Berdasarkan Pasal 88 
Undang Undang Nomor 32 
Tahun 2004 yang menyata-kan 
bahwa: 
“Pemberian suara untuk 
pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah 
dilakukan dengan cara 
mencoblos salah satu 
pasangan calon dalam surat 
suara”.  
Berdasarkan Pasal ter-
sebut, dapat diartikan bahwa 
selain dengan cara tersebut 
pemberian suara untuk 
pemilukada tidak dapat 
dibolehkan dan dianggap tidak 
sah. Oleh sebab itu, Mahkamah 
Konstitusi sebagai penafsir 
Undang-undang te-lah 
mengakomodir tumpang tindih 
pelaksanaan e-voting tersebut 
melalui Putusan Nomor 
147/PUU-VII/2009 ten-tang 
Pelaksanaan e-Voting. 
Sehingga Putusan MK ini 
menjadi satu-satunya dasar 
hukum bagi pelaksanaan sistem 
e-voting. 
Selain pokok permoho-
nan tersebut pemohon juga 
memperkuat permohonan-nya 
dengan uraian fakta-fakta 
hukum seperti yang diatur 
dalam Pasal 71 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 
menyatakan: 
"Pemilih yang telah ter-daftar 
sebagaimana di-maksud 
dalam Pasal 70 diberi tanda 
bukti pendaftaran untuk 
ditukarkan dengan kartu 
pemilih untuk setiap pemu-
ngutan suara." 
Dalam mekanisme 
pemilih-an e-voting, ketentuan 
tentang kartu pemilih ini tidak 
diperlukan, karena pemilih 
terdaftar adalah penduduk 
yang akan meng-gunakan hak 
memilih dengan cara 
menunjukkan KTP ber-chip. 
Kemudian Pasal 86 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 juga menyatakan 
bahwa: 
"Pemungutan suara dilakukan 
dengan memberikan suara 
melalui surat suara yang berisi 
nomor, foto, dan nama 
pasangan calon." Ketentuan 
tentang, "Surat suara yang 
berisi nomor, foto, dan nama 
pasangan calon" ini tidak 
diperlukan dalam mekanisme 
pemilihan e-voting, karena 
pemilih terdaftar langsung 
memilih dengan cara me-
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nyentuh layar komputer yang 





penggunaan e-voting yang 
telah diwacanakan akan 
digunakan pada Pilpres 2014 
mendatang, telah dilaksanakan 
berulang kali pada pemilihan 
kepala dusun dengan meng-
gunakan metode e-voting 
pada Tahun 2009 dengan 
sukses, damai dan tanpa 
sengketa atau gugatan 
terhadap hasil pemilihan kepala 
dusun tersebut. Dengan 
pengalaman sukses penyele-
nggaraan pemilihan kepala 
dusun dengan sistem e-voting, 
maka adalah wajar dan realistis 
bilamana masyarakat dan 
Pemerintah Kabupaten 
Jembrana me-rencanakan 
untuk menggu-nakan sistem e-
voting dalam pemilihan kepala 
daerah/ wakil kepala daerah 
Kabu-paten Jembrana Tahun 
2010. Dasar-dasar hukum pelak-
sanaan e-voting juga sedang 
dibahas oleh Pemerintah 
Kabupaten Jembrana Bali 
bersama DPRD berupa 
peraturan daerah yang su-dah 
dikoordinasikan dengan baik 




garaan pemilu dan pemilu-
kada dengan penggunaan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
ber-chip dengan kemampu-an 
membaca data memiliki 
pijakan “legal” dengan 
diundangkannya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, yaitu melalui 
ketentuan: 
1) Pasal 4 menyatakan: 
"Pemanfaatan teknologi 
informasi dan transaksi 
elektronik dilaksanakan 
dengan tujuan untuk: 
a) memberikan rasa 
aman, keadilan, dan 




2) Pasal 5 ayat (1) dan ayat 
(2) menyatakan: 
(1) Informasi elektronik 
dan/ atau dokumen 
elektronik dan/atau 
hasil cetaknya 
merupakan alat bukti 
yang sah; 
(2) Informasi elektronik 




dimaksud pada ayat 
(1) merupakan 
perluasan dari alat 
bukti yang sah sesuai 
dengan hukum acara 
yang berlaku di 
Indonesia. 
Dalam Pasal 5 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 11 
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Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik, telah 
jelas menyatakan suatu 
informasi menjadi alat bukti 
yang sah. Jika dikatakan suatu 
informasi elektronik/atau print 
out-nya, bukan berarti 
menunggu cetak dulu baru sah, 
tetapi harus diakui nilai 
hukumnya sejak dalam bentuk 
original elektroniknya. Hal ini 
sudah lama dikenal dalam 
penjelasan Pasal 33 Peraturan 
Pemerintah Nomor 88 Tahun 
1999 tentang Dokumen 
Perusahaan, yaitu suatu 
informasi yang originalnya 
elektronik tidak perlu di 
hardcopy-kan, demikian pula 
Undang Undang Arsip, 
mengenai arsip bukan hanya 
sesuatu yang diatas kertas. 
Selanjutnya ayat (2) dinyatakan 
bahwa informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik 
dan/atau hasil cetaknya 
merupakan perlu-asan dari alat 
bukti yang sah sesuai dengan 
hukum acara yang berlaku di 
Indonesia. 
Untuk memberikan ke-
adilan kepada para pe-mohon, 
maka Mahkamah Konstitusi 
memperhatikan adanya Pasal 
28C ayat (1) UUD 1945 bahwa: 
“Setiap orang berhak 
mengembangkan diri me-
lalui kebutuhan dasarnya, 
berhak mendapat pendi-
dikan dan memperoleh 
manfaat ilmu pengetahu-an 
dan teknologi, seni dan 
budaya, demi meningkat-kan 
kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat 
manusia”.  
Pasal 28C ayat (2) UUD 
1945 bahwa: 
“Setiap orang berhak untuk 
memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya 
secara kolektif untuk 
membangun masya-rakat, 
bangsa, dan negaranya.”  
Melalui kedua pasal ini, 
tidak ada halangan bagi 
keberlakuan e-voting seba-gai 
transformasi dari pemi-lihan 
umum yang selain mampu 
memenuhi asas pemilu, juga 
memiliki ke-lebihan antara lain 
yang sebagaimana telah 
dijelas-kan pada pokok 
permohonan pemohon. 
Oleh sebab itu, putusan 
Mahkamah Konstitusi sekaligus 
merupakan perluasan dari 
Undang-Undang 32 Tahun 2004 
Pasal 88 tentang tata cara 
mencoblos sepanjang masih 
dalam tahap yang wajar dan 
tidak bertentangan dengan 
asas-asas pemilihan umum 
yang langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur dan adil. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa 
putusan Mahkamah sangatlah 
adil, yakni dengan mengizinkan 
adanya e-voting sebagai suatu 
penafsiran yang lebih luas atas 
Pasal 88 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 dan 
menjadi bentuk transformasi 
baru untuk memaju-kan bangsa 
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melalui teknologi. Namun, di sisi 
lain tetap memperhatikan 
kendala-kendala yang 
menghambat e-voting di 
daerah yang mungkin belum 
dapat melangsungkan e-voting 
yaitu dengan tetap melaksana-
kan pemilihan umum secara 
konvensional. 
Atas dasar asas manfaat, 
Mahkamah menilai bahwa 
Pasal 88 Undang Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 adalah 
konstitusional sepanjang 
diartikan dapat meng-gunakan 
metode e-voting de-ngan 
syarat secara kumulatif sebagai 
berikut: 
1) Tidak melanggar asas luber 
dan jurdil; 
2) Daerah yang menerapkan 
metode e-voting sudah 
siap baik dari sisi teknologi, 
pembiayaan, sumber daya 
manusia, maupun 
perangkat lunaknya, 
kesiapan masyarakat di 
daerah yang bersang-
kutan, serta persyaratan 
lain yang diperlukan. 
Dengan demikian 
Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 147/PUU-VII/2009 me-
rupakan Perluasan terhadap 
Pasal 88 Undang Undang 32 
Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan 
sekaligus pijakan hukum yang 
legal bagi pelaksanaan e-
voting saat ini, sambil 
menunggu pembentuk Un-
dang-Undang membuat produk 
hukumnya. 
 
b. Syarat-syarat sistem ke-
amanan e-voting 
Supaya e-voting dapat 
diterapkan dengan efektif dan 
menghasilkan hasil 
penghitungan suara yang 
dapat diakui oleh seluruh 
lapisan masyarakat, di samping 
prinsip luber dan jurdil yang ada 
pada sistem pemilu sekarang, 
maka penerapan sistem 
keamanan e-voting harus 
berdasarkan prinsip-prinsip 
sebagai beri-kut:136 
1) Eligibility and Authentica-
tion (kelayakan dan oten-
tikasi, hanya pemilih yang 
bisa memilih) ; 
2) Uniqueness (unik, tidak ada 
pemilih yang memilih lebih 
dari satu kali); 
3) Accuracy (akurasi, sistem 
pe-milihan harus terekam 
dengan benar); 
4) Integrity (integritas, suara 
tidak bisa dimodifikasi, 
dipalsukan atau dihapus 
tanpa ter-deteksi); 
5) Verifiability and Auditability, 
(pemastian dan audibilitas, 
bahwa surat suara harus ter-
verifikasi sampai akhir 
pemilu, dan harus 
ada catatan pe-milu  
diandalkan dan terbukti  
otentik); 
                                                          
136   Internet Policy Institute, 2001. 
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6) Reliability (kehandalan, 
sistem pemilu harus bekerja 
dengan baik, tanpa 
kehilangan suara, dalam 
menghadapi berbagai 
kendala, termasuk kendala 
dalam mesin e-voting sendiri 
dan masalah gangguan 
inter-net); 
7) Secrecy and Non-
Coercibility (kerahasiaan 
dan tanpa paksaan, tak 
seorang pun memaksa 
individu untuk memilih, dan 
pemilih tidak dapat 
membuktikan bagai-mana 
mereka telah memilih 
(menghindari jual beli 
suara); 
8) Flexibility (fleksibilitas); 
9) Convenience 
(kenyamanan, pemilih harus 
dapat memberi-kan suara 
dengan cepat tanpa butuh 
peralatan atau 
keterampilan sekalipun); 
10) Certifiability (sertifikasi); 
11) Transparency, (transpa-ransi, 
pemilih harus mam-pu 
memiliki pengetahuan 




tifitas biaya, sistem pemilu 
harus terjangkau dan 
efisien). 
Dari berbagai persya-
ratan diatas dapat disimpul-kan 
bahwa isu keamanan dalam 
sistem e-voting sangatlah 
strategis sebab di negara 
manapun isu ke-amanan selalu 
menjadi topik utama, intinya 
tidak ada sistem yang 
sempurna, semuanya memiliki 
kelemah-an. Oleh sebab itu, 
dibutuh-kan studi kelayakan 
untuk mengkaji secara 
komprehen-sif dengan 
melibatkan para ahli tidak 
hanya dibidang IT tetapi juga 
ahli hukum, sosiologi, 
politik/kepemiluan, ormas dan 
LSM, agar pelaksanaan e-voting 
di masa depan menjadi 
paripurna sesuai dengan asas 
pemilu yang luber dan jurdil. 
 
c. KTP Elektronik (e-KTP) 
Apabila peraturan pe-
laksana atau dasar hukum telah 
siap untuk mendukung 
pelaksanaan sistem pemu-
ngutan suara e-voting, 
begitupun dengan software-
nya, maka tahap selanjutnya 
dari aplikasi sistem e-voting 
adalah elektronik KTP (e-KTP) 
berbasis Sistem Informasi Admi-
nistrasi Kependudukan (SIAK). 
Syarat e-KTP merupakan salah 
satu syarat  mutlak yang harus 
mengiringi pilot project e-
voting.137 
Penggunaan e-KTP dalam 
mekanisme e-voting lebih men-
jamin penyelenggaraan pemilu 
dan pemilukada dalam kaitan 
dengan terselenggaranya hak-
                                                          
137   Kurnia Illahi, “Tiga Syarat e-Voting 
Digunakan dalam Pemilu”, Jurnal 
Parlemen.com/index.php? id=2533, diakses pada tanggal 
3 Agustus 2011. 
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hak konstitusional warga 
negara untuk memberikan 
suara atau memilih pada 
kepala daerah atau 
Presiden/Wakil Presiden, lebih 
memberikan jaminan untuk 
menghindari tidak terdaftarnya 
penduduk yang memiliki hak 
untuk memilih karena 
pengguna-an Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) ber-chip 
(menyimpan dan mem-baca 
data atau program peng-
akuan sebagai penduduk yang 
sah) lebih memudahkan 
pemberi-an pengakuan hak 
memilih dibandingkan dengan 
pemberian undangan memilih 
atau kartu pemilih. Selain itu 
penggunaan mekanisme e-
voting lebih men-jamin 
penyenggaraan pemilu dan 
pemilukada secara lebih adil 
dan jujur, karena penggunaan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
ber-chip akan relatif lebih 
memudahkan menolak 
penggunaan lebih dari satu kali 
penggunaan hak memilih 
sebagai konsekuensi 
penggunaan program 
identifikasi personal dalam KTP 
itu, sehingga tidak mungkin 
seorang yang telah memilih 
dapat mengguna-kan kembali 
hak pilihnya akibat komputer 
menolak memproses 
penggunaan hak pemilih 
ganda.138 Selain itu dengan 
                                                          
138   http://www.bppt.go.id, Penerapan awal 
Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Indonesia, diakses 
pada tanggal 20 Okrober 2011. 
menggunakan e-KTP dapat 
mengurangi angka golput, 
sebab kapanpun dan 
dimanapun masyarakat bisa 
langsung menggunakan hak 
pilihnya di TPS terdekat, karena 
sistem administrasi 
kependudukan sudah ter-
hubung secara nasional, tetapi 
dengan catatan sistem DPT dan 
sistem e-voting harus terhubung 
online secara nasional. 
Dengan berbagai ke-
baikan yang akan diberikan 
oleh program e-KTP, semoga 
saja tidak ada lagi muncul 
perselisihan pemilu dan 
pemilukada baik terkait data 
pemilih, keabsahan surat suara, 
perselisihan hasil suara, 
permasalahan data pemilih 
dan lainnnya, sehingga 
harapan kita bersama men-
jadikan pesta pemilu dan 
pemilukada menjadi ajang 
demokrasi sesuai dengan asas-
asas pemilu yang lang-sung, 
umum, bebas, rahasia, jujur dan 
adil. 




VII/2009 yang membolehkan 
metode e-voting dengan 
beberapa syarat kumu-latif, 
merupakan salah satu tong-gak 
baru dalam sejarah pemilu di 
Indonesia.  Putusan MK, yang 
mengabulkan permohonan uji 
materiil Bupati Jembrana dan 
20 kepala dusunnya, membuka 
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pe-luang daerah-daerah yang 





Kabupaten Jembrana sendiri 
justru belum bisa 
memanfaatkan pe-luang 
tersebut, karena terkendala 
dengan berbagai hal. Ketidak-
siapan Kabupaten Jembrana ini 
sebenarnya dapat dikatakan 
merupakan refleksi umum dari 
hampir semua kabupaten/kota 
di Indonesia. Kabupaten 
Jembrana merupakan salah 
satu dari sedikit 
kabupaten/kota di Indonesia 
yang berhasil menjalankan oto-
nomi daerah dari sisi 
peningkatan pelayanan publik 
melalui program Jembrana 
Networking (J-Net) yakni 
jaringan yang meng-
integrasikan kecamatan, desa-
desa, sekolah dan lain-lain se-
Kabupaten Jembrana di 
bidang teknologi 
informasi/komunikasi, dalam 
rangka peningkatan kualitas 
pelayanan menuju tata 
pemerintahan yang baik (good 
governance). Jembrana juga 
telah menggunakan e-voting 
dalam beberapa pemilihan 
kepala dusun, selain juga telah 
mengadopsi penggu-naan e-
KTP. Lepas dari ketidaksiapan 
perangkat hukum, yang 
memang harus disiapkan oleh 
KPU Pusat, ketidaksiapan 
Kabupaten Jembrana tentu 
menarik untuk dilihat lebih lanjut 
dari sisi lainnya. 
Dalam pokok permo-
honan uji materiil yang diajukan 
Bupati Jembrana di atas, e-
voting diklaim lebih murah, lebih 
menjamin hak-hak konstitusional 
warga negara, lebih jurdil, serta 
lebih mempercepat proses 
peng-hitungan. Namun di luar 
beberapa kelebihan ter-sebut, 
metode e-voting juga memiliki 
beberapa kelemah-an yang 
lebih mendasar dari sekedar 
masalah teknis. 
Dalam konteks Indone-sia, 
persoalan ini hampir tidak 
pernah disinggung dalam 
mendiskusikan kelayakan atau 
kesiapan pelaksanaan e-voting. 
Sebagian besar diskusi sebatas 
berbicara persoalan 
keamanan, efisien-si, sumber 
daya manusia, atau perangkat 
hukum. 
Menurut Joseph Weiler, 
bahwa selain legitimasi for-
mal/legal, ada konsep legi-
timasi sosial.139 Legitimasi sosial, 
menurut Weiler, mengacu pada 
penerimaan masyarakat luas 
terhadap sebuah sistem. Tulisan 
Delwit, Kulahci dan Pilet, 
mengenai pelaksanaan e-
voting di Belgia merupakan 
kajian yang sangat menarik 
                                                          
139 Bambang Eka Cahya Widodo, 
Pelaksanaan e-Voting untuk Indonesia, 
http://Smartmaticindonesiae-Votingproject.blogspot. com, 
diakses pada tanggal 05 November 2011, lihat juga 
Joseph Weiler, 1999, hlm.20. 
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untuk dicermati.140 Hasil 
penelitian mereka antara lain 
memperlihatkan bahwa 
semakin tua usia pemilih, 
semakin mereka merasa 
kesulitan dengan peng-gunaan 
e-voting, dan semakin tua usia 
pemilih, semakin mereka tidak 
percaya pada metode e-
voting. Di sisi lain, semakin 
kurang terdidik, semakin 
mereka merasa kesulitan 
terhadap metode e-voting, dan 
semakin kurang terdidik, 
semakin mereka kurang 
percaya pada penggunaan 
metode e-voting. 
Dalam sistem demokrasi, 
semua warga negara memiliki 
hak sipil dan politik yang sama. 
Dalam konteks ini, di 
masyarakat Indonesia jelas 
terdapat penge-lompokan 
sosial berbasis pada 
perbedaan-perbedaan di atas. 
Bukannya menyelesaikan 
masalah tersebut, karena tidak 
semua warga negara familiar 
dengan teknologi baru, 
penggunaan e-voting akan 
semakin memper-lihatkan 
perbedaan-perbedaan 
tersebut. Lebih parah lagi, 
metode e-voting bisa saja akan 
semakin menegaskan 
munculnya dominasi kelompok 
sosial tertentu terhadap 
kelompok sosial yang lain. 
Penggunaan e-voting 
sangat dipengaruhi trust 
                                                          
140   Ibid, dalam Delwit, Kulhaci & Pilet, 2005. 
(kepercayaan) terhadap pe-
rangkat ini oleh semua pihak 
yang berkepentingan ter-
hadap pemungutan suara. 
Oleh sebab itu, Proses sosialisasi 
dan public hearing untuk 
membangun keperca-yaan 
masyarakat perlu dilakukan 
sejak awal dan dilakukan 
secara masal. 
 
2. Implikasi Pelaksanaan 
Pemilukada Melalui Sistem E-
Voting 
Implikasi sistem pemu-
ngutan suara melalui e-voting 
terhadap pelaksanaan pe-
milukada dalam menjamin 
asas-asas pemilu yang lang-
sung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil adalah Tidak ada 
lagi Pengabaian Hak 
Konstitusional dalam Pemilu, 
karena  daftar nama pemilih 
sudah ter up to date dan 
terdaftar dalam sistem yang 
terhubung secara online, 
Mempercepat penghitungan 
suara, Hasil penghitungan suara 
lebih akurat, Meng-hemat 
bahan cetakan untuk kertas 
suara, Menghemat biaya 
pengiriman kertas suara, 
Menyediakan akses yang lebih 
baik bagi kaum yang 
mempunyai keterbatas-an fisik 
(cacat), Menyediakan akses 
bagi masyarakat yang 
mempunyai keterbatasan 
waktu untuk mendatangi 
tempat pemilihan suara (TPS), 
Kertas suara dapat dibuat ke 
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dalam berbagai versi bahasa, 
Menyediakan akses informasi 
yang lebih banyak berkenaan 
dengan pilihan suara, Dapat 
mengendalikan pihak yang 
tidak berhak untuk memilih 
misalnya karena di bawah umur 
atau melebihi umur pemilih 
yang telah diatur dan dapat 
menghemat ongkos pilkada. 
Dan yang lebih penting adalah 
proses demokrasi lebih terjamin, 
sehingga jauh kedepan proses 
berbangsa dan bertanah air 
menjadi lebih baik, lebih jujur 
dan adil. Dan yang sangat 
perlu diwaspadai adalah 
kemungkinan terjadinya 
political risk associated with 
trying a new voting system, 
yaitu adanya risiko politik 
terhadap penerapan e-voting 
dan ini sangat berkaitan 
dengan keabsahan hasil 
pemilu. Jika pemilu gagal 
dilakukan maka resikonya 
sangat besar yang berdampak 




1. Kesimpulan  
a. Persyaratan yang harus di-
penuhi agar sistim 
pemungutan suara melalui e-
voting dapat menjamin asas-
asas pemilu yang Langsung, 
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur 
dan Adil adalah: (1) memiliki 
landasan hukum; (2) 
memenuhi persyaratan sistem 
keamanan e-voting (SI); (3) e-
KTP; (4) legitimasi sosial.  
b. Implikasi sistem pemungut-an 
suara melalui e-voting 
terhadap pelaksanaan 
pemilukada dalam men-
jamin asas-asas pemilu yang 
langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur dan adil adalah 
tidak ada lagi pengabaian 
hak konstitusi-onal dalam 
pemilu, Tidak ada suara yang 
tidak sah, penghitungan lebih 
cepat dan akurat dan biaya 
lebih murah serta yang ter-
penting  adalah lebih men-
amin asas-asas pemilu yang 
luber dan jurdil. 
 
2. Saran  
Sebagai rekomendasi  
untuk pemerintah dan segenap 
pemerhati demo-krasi Indonesia 
adalah:  
a. Perlu studi kelayakan untuk 
mengkaji secara kompre-
hensif dengan melibatkan 
para ahli tidak hanya bidang 
IT tetapi juga ahli hukum, 
sosiologi, politik/ kepemiluan, 
ormas dan LSM.   
b. Perlu uji coba di beberapa 
Pemilukada, bisa dimulai dari 
proses e-counting-nya. 
c. Proses sosialisasi dan public 
hearing untuk membangun 
kepercayaan masyarakat 
perlu dilakukan sejak awal 
dan dilakukan secara massal. 
d. Perlu dibangun sinergi agar 
ada kemauan dan keinginan 
yang sama dari seluruh 
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stakeholder Pemilu, seperti 
partai politik, kelompok-
kelompok pemilih, ormas, 
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32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah 
terhadap Undang-








































PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA (KAJIAN 
TERHADAP KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN UMUM 
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 
TENTANG PERBANKAN SYARI’AH DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA 
 
Oleh   




This study originated from the reality that occurs in a world of justice 
in Indonesia where it has occurred dualism between the Religious 
authority prosecute the General Court in Islamic banking disputes. This is 
(dualism of authority to hear) is caused because of the emergence of Act 
No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking which is directly contrary to the 
Act No. 3 of 2006 on the Court of Religion that gives the possibility for the 
General Court to examine and adjudicate disputes other than courts of 
Islamic banking religion. As a result cause problems. First, how the dispute 
resolution Shariah banking in Indonesia, second, whether the Religious 
absolute competence is reduced and/or dualism, and the Third, how 
competence dispute resolution arrangements to ensure certainty of sharia 
banking law in Indonesia. The third problem comes after the enactment 
of Law Number 21 Year 2008 About Banking Shariah and Law Number 50 
Year 2009 on the Religious. 
 





Indonesia, sejak era pra-
kemerdekaan hingga era 
kemerdekaan, sejarah dan 
dinamika Hukum Islam di 
Indonesia tidak bisa terlepas 
dari wacana pergumulan sosial-
politik, budaya dan 
kepentingan yang ada. 
Indonesia sendiri se-buah 
negara kepulauan yang 
penduduknya sangat beragam 
dari segi etnik dan penganut 
beberapa agama (yang 
didominasi pemeluk ber-Agama 
Islam sekitar ± 90 %)141 yang 
telah mengalami sejarah 
panjang. Sebelum dijajah 
Belanda selama 350 tahun, 
Inggris dan Jepang, bangsa 
Indonesia telah mengikuti 
                                                          
141 Muchsin, Kontribusi Hukum Islam 
Terhadap Perkembangan Hukum Nasional, Ditjen Badan 
Peradilan Agama, Jakarta, 2009, hlml. 5. 
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hukum kebiasaan (customary 
law) yang kemudian diperkaya 
de-ngan hukum Agama yang 
dipeluk. Hukum Agama sangat 
mendominasi tata kehidupan 
masyarakat dan telah terjadi 
akulturasi secara antropologis. 
Kemudian datang bangsa 
Eropa, khususnya Belanda, 
menjajah Indonesia. Sebagai 
konsekuensinya, hukum 
Belanda juga berpengaruh 
dalam tata kehidupan, ter-
utama sekali dalam ke-hidupan 
formal berhubungan dengan 
negara atau Pemerintahan. 
Dalam kehi-dupan sehari-hari 
hukum yang secara 
antropologis telah meresap 
yang kemudian berjalan paling 
dominan, dalam hal ini adalah 
hukum kebiasaan, yang 
kemudian disebut dengan 
hukum adat dan hukum Agama 
yang mereka peluk. 
Membicarakan hukum 
Islam di Indonesia, tentulah 
banyak hal yang harus 
dipahami terlebih dahulu, 
karena Indonesia merupakan 
Negara yang penuh dengan 
sejarah. Dalam literature hukum, 
di Indonesia memiliki sistem 
hukum yang majemuk, karena 
di Indonesia berlaku berbagai 
sistem hukum yakni, Adat, Islam 
dan Barat (continental).142 
                                                          
142 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam 
Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 
207. 
 
Hukum Islam sejak 
kedatangannya di bumi 
Nusantara Indonesia hingga 
pada hari ini tergolong hukum 
yang hidup (living law) dan 
dinamis di dalam masyarakat 
Indonesia,143 hal ini disebabkan 
karena hukum Islam sudah 
menjadi sebuah tradisi bagi 
masyarakat muslim Indonesia, 
selain itu perubahan dan 
perkembangan hukum Islam 
semakin pesat disebabkan 
karena perubahan zaman dan 
tempat. Sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Ibnu Khaldun: 
“Hal ihwal umat manusia, 
adat kebiasaan dan 
peradabannya tidaklah 
pada satu gerak dan 
ketentuan yang tetap, me-
ainkan berubah dan 
berbeda-beda sesuai 
dengan perubah-an zaman 
dan keadaan”.144 
Dilihat dari keberadaan 
hukum Islam di Indonesia ada 
sejak Islam itu sendiri ada yaitu 
pada abad VII M, pertumbuhan 
dan perkembangannya di 
Indonesia bersamaan dengan 
tahap-tahap perkembangan 
hukum Islam dan umatnya, 
yakni Islam masih di anut oleh 
                                                          
143 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Mazhab 
Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia, 
Jakarta, LKiS, , 2001, hlm. 81. 
144 Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam 
Islam Alih Bahasa: Ahmad Sudjono, Al-Ma’arif, 1976, 
Bandung, hlm. 214. 




Pada periode ini pemeluk 
agama Islam belum mencapai 
bentuk komunitas masyarakat 
Islam, tahap berikutnya ter-
bentuknya komunitas Islam 
yang sudah teratur diberbagai 
wilayah, tetapi belum sampai 
pada masyarakat Islam yang 
berpemerintah meskipun 
demikian diantara mereka ada 
orang-orang tertentu yang oleh 
masyarakat dianggap dapat 
di-tua-kan dalam arti dapat 
dimintakan nasihat-nasihatnya. 
Tahap yang terakhir adalah 
terbentuknya komunitas 
masyarakat Islam yang teratur 
dan berpemerintah.146  
 Tidak dapat dipungkiri 
bahwa umat Islam di Indonesia 
adalah unsur mayoritas. Dalam 
tataran dunia Islam 
internasional, umat Islam 
Indonesia bahkan dapat 
disebut sebagai komunitas 
muslim paling besar yang 
berkumpul dalam satu batas 
teritorial ke-negaraan.147 
Sebagai pen-duduk muslim 
terbesar, seharusnya Indonesia 
tidak kehilangan momentum 
                                                          
145 Azyumardi Azra, Jaringan Global dan Lokal 
Islam di Nusantara, Mizan, Bandung, 2002, hlm. 28. 
 
146 Taufiq Hamami, Kedudukan dan Eksistensi 
Peradilan Agama dalam Tata Hukum di Indonesia, 
Alumni, Bandung, 2003, hlm. 15. 
147 Abdul Kadir, Penanganan Sengketa 
Ekonomi Syari’ah Oleh Pengadilan Agama. 
www.badilag.net., diakses pada tanggal 19 Januari 2010. 
 
untuk memajukan 
pertumbuhan ekonomi syari‟ah 
di Indonesia khususnya bidang 
perbankan syariah. Kemudian 
dalam beberapa tahun terakhir 
ini, Bangsa Indonesia dihadap-
kan pada persoalan 
perekonomian dunia yang 
sangat serius. Setelah 
mengalami masa sulit karena 
tingginya tingkat inflasi, 
ekonomi dunia kembali meng-
alami resesi yang men-dalam, 
tingkat pengangguran yang 
parah, serta tingginya tingkat 
suku bunga riil serta fluktuasi 
nilai tukar yang tidak sehat. 
Melihat gejala ekonomi 
yang sedemikian ini, maka tidak 
mengherankan apabila 
sejumlah pakar ekonomi 
terkemuka, mengkritik dan 
mencemaskan kemampuan 
ekonomi kapitalisme dalam 
mewujudkan kemakmuran 
ekonomi di muka bumi ini. 
Bahkan cukup banyak klaim 
yang menyebutkan bahwa 
kapitalisme telah gagal sebagai 
sistem dan model ekonomi.148 
Oleh karena kapitalisme 
telah gagal mewujudkan ke-
sejahteraan yang berkeadilan, 
maka menjadi keniscayaan 
bagi umat manusia zaman 
sekarang untuk 
mendekonstruksi ekonomi 
kapitalisme dan merekonstruksi 
                                                          
148Agustianto, Rekonstruksi Syariah, 
http://www.niriah.com/, diakses pada tanggal 9 Juli 2011. 
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ekonomi berkeadilan dan ber-
Ketuhanan yang disebut 
dengan ekonomi syariah. 
 Ekonomi syariah merupa-
kan ilmu pengetahuan sosial 
yang mempelajari masalah-
masalah ekonomi rakyat yang 
dilhami oleh nilai-nilai Islam.149 
Ekonomi Islam adalah 
sistem ekonomi yang berjalan 
menurut tuntunan ajaran 
agama Islam, sebutan untuk 
ekonomi Islam yang terkenal di 
Indonesia adalah Ekonomi 
Syari‟ah. Secara umum Syari‟ah 
adalah jalan agama yang 
benar (the right way of religion) 
dan secara khusus adalah 
tuntunan dan ajaran Islam.150 
Perkembangan eko-nomi 
syari‟ah di Indonesia tidak lepas 
dari konstelasi politik, semula 
dalam Piagam Jakarta 
disebutkan bahwa negara 
berdasarkan syariat Islam. 
Karena keberatan beberapa 
elemen bangsa khususnya di 
kawasan timur kemudian 
dicapai kata sepakat bahwa 
negara berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa.151  
                                                          
149 Ekonomi Syari’ah, http://id.wikipedia. 
org/wiki/Svetoslav_Todorov. diakses pada tanggal 9 Juli 
2011. 
150 Rifyal Ka’bah, Penegakan Syariat Islam di 
Indonesia, Khairul Bayan, Jakarta, 2004, hlm. 235.  
151 Bambang Setiaji, 2006, Selayang Pandang 
Ekonomi Syari’ah dan Problematikanya di Indonesia, 
Makalah yang disampaikan pada konsultasi dan 
koordinasi peningkatan tenaga teknis pelaksana ekonomi 
syari’ah, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 
Mahkamah Agung RI, Hotel Kusuma Sahid, Surakarta.  
 
Ternyata ini jadi ke-
nyataan, sekarang sudah 
banyak bermunculan bank 
syariah, yang dimulai berdirinya 
Bank Muamalat Indonesia dan 
dengan terbitnya Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syari‟ah, 
maka semakin mantaplah 
keber-adaan Bank Syari‟ah di 
Indonesia. Di era reformasi 
kesadaran dan semangat untuk 
menerapkan lebih banyak lagi 
norma ajaran Islam melalui 
kekuasaan (legislasi) semakin 
tumbuh. Pengadilan Agama 
sebagai salah satu aparat 
penegak keadilan di Indonesia 
telah membuktikan hal itu. 
Terutama pada tahun 1970-an, 
Penerapan sistem 
peradilan agama di Indonesia 
telah satu atap dalam wadah 
Mahkamah Agung, yang 
dipertegas oleh pemerintah 
dengan menerbitkan undang-
undang yang mengakui 
eksistensi Lembaga Peradilan 
Agama yakni melalui Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009152 
                                                          
152 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman ini merupakan pengganti 
dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang merupakan revisi juga dari 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan 
Kehakiman. Perubahan tersebut muncul dari sebuah 
tuntutan reformasi yang menginginkan penyelenggaraan 
kekuasaaan kehakiman yang merdeka, bebas dari 
pengaruh kekuasaan lain. Sehingga dengan berlakunya 
Undang-undang baru tersebut maka segala urusan 
mengenai peradilan baik yang menyangkut teknik yudisial 
maupun urusan organisasi, administrasi, dan financial 
berada di satu atap di bawah Mahkamah Agung. 
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tentang Kekuasaan Kehakiman 
yang kemudian disusul dengan 
terbitnya Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, dan undang-
undang tersebut telah 
mengalami dua kali perubahan 
yakni menjadi Undang-Undang 
No. 3 Tahun 2006 yang direvisi 
kembali menjadi Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, dengan terbitnya 
undang-undang tersebut 
membuktikan bahwa eksis-tensi 
peradilan agama diakui 
keberadaannya sebagai 
Peradilan di Indonesia yang 
menangani sengketa orang-
orang Islam dalam bidang 
hukum kekeluargaan dan 
ekonomi syariah khususnya di 
bidang perbankan syariah yang 
dipertegas dalam Pasal 55 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 ten-tang Perbankan 
Syariah yang berbunyi bahwa: 
“Penyelesaian sengketa 
Perbankan Syari‟ah dilaku-




Undang Undang Peradilan 
Agama dan Undang-Undang 
Perbankan Syari‟ah, keber-
adaan sistem Ekonomi Sya-riah 
khususnya Perbankan Syari‟ah 
di Indonesia mulai diakui secara 
formal, di mana dalam salah 
satu pasalnya secara tegas 
menyebut tentang istilah 
ekonomi syariah. Hal tersebut 
seiring dengan semakin 
meningkat-nya kegiatan 
ekonomi yang berbasis syari‟ah 
atau menurut hukum Islam di 
Indonesia. 
Meningkatnya kegiatan 
bis-nis syariah, para pelaku dan 
pengguna ekonomi syariah 
harus menjalankan kegiatannya 
berda-sarkan syariah. Jika 
terjadi per-selisihan pendapat, 
baik dalam penafsiran maupun 
dalam pelaksanaan isi 
perjanjian, kedua pihak akan 
berusaha menyelesai-kan 
secara musyawarah. Meski 
demikian, masih ada 
kemungkin-an perselisihan itu 
tidak dapat diselesaikan secara 
musyawarah. Kemungkinan 
seperti ini kian besar, terlebih 
dalam kehidupan dunia 
ekonomi syari‟ah yang kian 
beragam dan semakin 
meningkat volume 
kegiatannya.153 
Terkait dengan kajian per-
adilan, terdapat dua istilah 
yang dianggap sinonim, 
peradilan dan pengadilan. 
Peradilan adalah salah satu 
pranata (institusi) dalam 
memenuhi hajat hidup anggota 
masyarakat untuk menciptakan 
dan menegakkan hukum dan 
keadilan. Sementara 
                                                          
153 Short Course Ekonomi Syariah bagi Hakim 
Agama, IAIN Walisongo, Semarang, 7 November 2006.  
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pengadilan merupakan suatu 
satuan organi-sasi yang 
menyelenggarakan penegakan 
hukum dan keadil-an.154 
Pengadilan merupakan 
tempat mencari keadilan dan 
menyelesaikan persoalan 
hukum yang muncul, di 
samping ada alternatif 
penyelesaian se-cara non-
litigasi yang ada di Indonesia. 
Dalam memberi-kan pelayanan 
kepada masyarakat, 
pengadilan mempunyai tugas 
utama, yaitu: memberikan 
perlakuan yang adil dan 
manusiawi kepada pencari 
keadilan, memberi pelayanan 
yang simpatik dan bantuan 
yang diperlukan bagi pencari 
keadilan, serta memberikan 
penyelesaian perkara secara 
efektif, efesien, tuntas dan final 
sehingga memuaskan kepada 
para pihak dan masyarakat.155 
Mengenai ungkapan di 
atas terlihat bahwa lembaga 
peradilan memegang peran-an 
yang sangat penting di dalam 
menggiring tercipta-nya sebuah 
negara hukum. Hukum harus 
menjadi titik sentral pijakan 
dalam ber-perilaku baik secara 
individu-al, masyarakat, 
maupun da-lam berbangsa 
                                                          
154 Cik Hasan Basri, Peradilan Islam dalam 
Tatanan Masyarakat Indonesia, Rosda Karya, Bandung, 
1997, hlm. 36. 
 
155 A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 12-13. 
maupun ber-negara.156 Maka 
dalam hal ini diperlukan sebuah 
lembaga peradilan beserta 
perangkat hukumnya terutama 
hakim yang harus betul-betul 
mam-pu untuk berprilaku baik 
dan sungguh-sungguh untuk 
men-jaga kehormatan seorang 
pe-negak hukum dalam sebuah 
peradilan. Bahkan Jimly 
mengata-kan bahwa inti dari 
negara hukum adalah hakim itu 
sendiri.157 
Berdasarkan konstitusi ter-
dapat empat lingkungan per-
adilan di Indonesia, yaitu per-
adilan umum, peradilan 
agama, peradilan tata usaha 
negara, dan peradilan militer. 
Masing-masing peradilan 
mempunyai kompetensi atau 
kewenangan sendiri yang 
sudah diatur oleh Undang-
undang. Peradilan agama se-
bagai salah satu pelaku ke-
kuasaan kehakiman 
mempunyai kompetensi 
memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara terkait 
keperdataan Islam. Per-
kembangan baru dalam ranah 
dunia peradilan adalah 
diberikan-nya kompetensi 
penyelesaian sengketa 
ekonomi syari‟ah kepada 
peradilan agama. Kompetensi 
                                                          
156 Mulyana W. Kusuma, Perspektif, Teori, dan 
Kebijakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 
29. 
 
157 Jimly, Mendesak Dibangun Kekuasaan 
Kehakiman yang Bersih, www.antara.co.id,, diakses 
tanggal 10 April 2011. 
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tersebut merupakan suatu 
tantangan baru bagi aparat 
hukum di lingkungan peradilan 
agama, sehingga dibutuhkan 




agama di bidang ekonomi 
syariah itu sendiri seperti 
ditegaskan dalam pen-jelasan 
Pasal 49 huruf (i) Undang-
Undang No. 50 Tahun 2009 
meliputi antara lain bidang 
bank syariah, lembaga 
keuangan mikro syari‟ah, 
asuransi syari‟ah, reasuransi 
syari‟ah, reksa dana syari‟ah, 
obligasi syariah dan surat 
berharga berjangka menengah 
syari‟ ah, sekuritas syari‟ah, 
pem-biayaan syari‟ah, 
pegadaian syariah, dana 
pensiun lembaga keuangan 
syari‟ah, dan bidang bisnis 
syari‟ah. Masing-masing bidang 
tersebut meskipun dalam 
operasionalnya sama-sama 
berprinsip syari‟ah, namun 
secara teknis tentu terdapat 
spesifikasi sendiri-sendiri, yang 
apabila terjadi sengketa tentu 
saja penanganannya tidak 
persis sama antara satu dengan 
lainnya. Bidang perbankan 
syariah khusus-nya, ia 
mempunyai spesifikasi tersendiri 
yang dalam beberapa hal baik 
mengenai kelembagaannya, 
sistem operasionalnya maupun 
mengenai penyele-saian 
sengketanya tidak sama persis 
dengan bidang-bidang 
ekonomi syariah lainnya. 
Seperti diketahui, prin-sip 
syariah158 yang menjadi 
landasan bank syari‟ah bukan 
hanya sebatas landasan 
ideologis saja, melainkan juga 
merupakan landasan 
operasionalnya. Berkai-tan 
dengan hal itu bagi bank 
syari‟ah dalam menjalankan 
aktifitasnya tidak hanya 
kegiatan usahanya atau 
produknya saja yang harus 
sesuai dengan prinsip syari‟ah, 
tetapi juga meliputi hubungan 
hukum yang tercipta dan 
akibat hukum yang timbul. 
Termasuk dalam hal ini jika 
terjadi sengketa antara pihak 
bank syari‟ah dengan 
nasabahnya, semua harus 
didasarkan dan diselesaikan 
sesuai dengan prinsip syariah. 
Namun, ternyata tidak demikian 
halnya yang berlang-sung 
selama ini. Prinsip syariah yang 
menjadi landasan utama bank 
                                                          
158 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (13) 
UU No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan prinsip 
syari’ah dalam hal ini adalah aturan perjanjian 
berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain 
untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan 
usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 
dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan 
prinsip bagi hasil (mudharabahah), pembiayaan 
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), 
prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 
(murabahah), atau pembiayaan barang modal 
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), 
atau dengan adanya pilihan  pemindahaan kepemilikan 
atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain 
(ijarah wa iqtina). Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (12) 
UU No. 21 Tahun 2008 prinsip syariah adalah “prinsip 
hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan 
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. 
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syariah dalam menjalankan 
fungsinya, tampaknya belum 
dapat diterapkan dan 
ditegakkan secara optimal. 
Terutama dalam hal apabila 
terjadi sengketa antara pihak 
bank syariah dengan 
nasabahnya. Hal ini karena 
sejak terjadinya akad antara 
pihak bank syariah dengan 
nasabahnya hingga 
berakhirnya suatu per-janjian, 
ternyata semuanya mutlak 
mengikuti dan memedomani 
ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata). Termasuk dalam 
hal ini jika terjadi sengketa 
antara Bank Syari‟ah dengan 
nasabahnya berkaitan dengan 
perjanjian ter-sebut, maka tidak 
akan diberlakukan hukum Islam, 
yang diberlakukan dalam hal ini 
adalah hukum perjanjian yang 
diatur dalam KUH Perdata 
karena hukum per-data itulah 
yang merupakan hukum 
positif.159 Hal ini sejalan dengan 
hasil penelitian untuk disertasi 
yang dilakukan oleh Utary 
Maharany Barus dari Univesitas 
Sumatera Utara Medan yang 
dikutip oleh Ka‟bah yang 
menyimpulkan bahwa sengketa 
antara bank syariah tidak murni 
diselesaikan berdasarkan prinsip 
syariah (fikih), tetapi juga 
mengikutsertakan pasal-pasal 
                                                          
159 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam 
dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan 
Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 
134. 
KUHPerdata.160 Dengan 
demikian walapun lahirnya 
Undang-Undang Peradilan 
Agama tersebut merupakan 
suatu langkah maju baik bagi 
lingkungan peradilan agama 
sendiri maupun bagi institusi 
bank syariah, tetapi dengan 
kewenangan pengadilan 
agama dalam bidang bank 
syariah tersebut ternyata 
terdapat masalah, yakni 
mengenai hukum acara dan 
prosedur penyelesaian seng-
keta tersebut di pengadilan 
agama. Hukum acara mana 
yang akan diterapkan dalam 
menye-lesaikan sengketa 
ekonomi syariah di perbankan 
syariah tersebut di pengadilan 
agama. Bagaimana prosedur 
formal penyelesaian sengketa 
tersebut di pengadilan agama 
dan apa landasannya. 
Bukankah selama ini 
pengadilan agama terkesan 
hanya terbatas dalam 
menangani perkara-perkara di 
bidang hukum keluarga saja. 
Masuknya bidang ekonomi 
syariah, khususnya bidang per-
bankan syariah menjadi 
kewena-ngan peradilan 
agama jelas merupakan 
persoalan baru bagi 
pengadilan agama yang me-
merlukan pengkajian dan 
peneliti-an secara tersendiri. 
Kemudian dengan adanya 
                                                          
160 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa 
Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah 
Syari’ah, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 6. 
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kompetensi tersebut, maka ini 
sudah menjadi suatu tantangan 
baru bagi aparat hukum di 
lingkungan peradilan agama, 
sehingga dibutuhkan kesiapan 





memandang perlu dan tepat 
melimpahkan kekuasaan 
penyelesaian perkara ekonomi 
syari‟ah kepada Pengadilan 
Agama yang merupa-kan salah 
satu pelaku kekuasaan 
kehakiman di Indonesia yang 
bertugas menyelenggarakan 
per-adilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan 
berdasarkan hukum Islam. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 
ayat (1) Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan 
pengadilan diatur dengan 
undang-undang. Se-cara yuridis 
formal (regulatif), selama ini 
belum pernah ada suatu 
peraturan perundang- 
undangan yang secara khusus 
melimpahkan kekua-saan 
mengadili perkara ekonomi 
syariah ini kepada pengadilan 
tertentu di Indonesia. Oleh 
sebab itu, tidaklah salah dan 
sudah tepat jika masalah 
ekonomi syariah diserahkan 
oleh Undang-Undang No. 50 
Tahun 2009 kepada Penga-
dilan Agama. Apa yang telah 
dilimpahkan kepada 
Pengadilan Agama ini men-jadi 
kekuasaan absolut Pengadilan 
Agama.161 
Persoalan yang muncul 
kemudian adalah tatkala 
dalam Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah 
memberikan kompe-tensi atau 
kewenangan secara litigasi 
kepada Pengadilan dalam 
lingkung-an peradilan umum 
untuk menyelesaikan sengketa 
per-bankan syariah. Padahal 
dalam revisi Undang-undang 
Peradilan Agama yang baru, 
sengketa ekonomi syariah 
menjadi kompetensi absolut162 
peradilan agama. Kemudian 
Peradilan agama yang 
berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009 tersebut 
mempunyai kompe-tensi 
menangani perkara ekonomi 
syariah yang di dalamnya ter-
masuk perkara perbankan 
syari‟ah ternyata dikurangi oleh 




per-kara ekonomi syariah, 
                                                          
161 Sebagaimana yang dikutip oleh Alamsyah, 
Reduksi Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam 
Perbankan Syariah, www.badilag.net dalam A. Mukti 
Arto, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui 
Pengadilan Agama, Makalah, tidak dipublikasikan, 
diakses tanggal 10 April 2011. 
 
162 Kompetensi absolut adalah wewenang 
badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara 
tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh 
badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan 
yang sama maupun dalam dalam lingkungan peradilan 
yang lain. Lihat Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara 
Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 78. 
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khususnya di bidang perbankan 
syari‟ah. Adanya kompetensi 
peradilan dalam lingkungan 
peradilan agama dan 
peradilan umum dalam bidang 
perbankan syariah selain 
menunjukkan adanya reduksi 
juga mengarah pada dualisme 
kompetensi mengadili oleh dua 
lembaga litigasi, sekalipun 
kompetensi yang di-berikan 
kepada peradilan umum 
adalah terkait isi suatu akad, 
khususnya mengenai choice of 




Perbankan Syari‟ah di Indonesia 
melalui lembaga Pengadilan, 
dalam beberapa kurun waktu 
terakhir ini, ada beberapa 
sengketa perbankan syariah 
yang telah di selesaikan pada 
lembaga peradilan tertentu, 
dimana telah keluarnya 
beberapa putusan juga terkait 
permasalahan tersebut. 
Sebagai contoh penyelesaian 
sengketa per-bankan syari‟ah 
yang telah dituangkan dalam 
putusan Pengadilan antara 
Pengadil-an Negeri dan 
Pengadilan Agama yang telah 
me-nyelesaikan pekara perban-
kan syariah, yakni : 
1. Putusan PN Bukittinggi 
Nomor:08/PDT.BTH/2004/PN
-BT tanggal 24 Desem-ber 
2004. 
2. Putusan PA Purbalingga 
Nomor:1044/Pdt.G/2006/P
A. Pbg. tanggal 6 
September 2007. 
3.  Putusan PA Bikittinggi 
Nomor:284/Pdt.G/2007/PA.
BKT tanggal 25 Juli 2007. 
4. Putusan PTA Padang 
Nomor: 32 dan 33/Pdt. 
G/2007/PTA. Pada tang-
gal 9 Januari 2008.163 
Keempat putusan di atas, 
dalam amar putusan majelis 
hakim mempunyai pendekatan 
kajian dan analisis hukum yang 
ber-beda. Masalahnya, dari 
segi sumber daya manusianya 
masih banyak menuai masalah. 
164 Data Ikatan Ahli Ekonomi 
Syari‟ah (IAEI) menyebutkan, 
dari 2.000-an hakim Pengadilan 
Agama, hanya 500 yang 
diperkirakan memenuhi standar. 
Masalah lainnya, belum 
adanya rujukan para hakim 
ketika menyelesaikan sengketa 
syari‟ah. Rujukan yang saat ini 
ada adalah produk hukum 
sekuler dan karenanya tidak 
mungkin mampu 
menyelesaikan sengketa 
syari‟ah. Kemudian untuk 
mengatasi hal ini, Kementerian 
Hukum dan HAM telah 
membentuk tim yang bertugas 
mengkaji kompilasi hukum 
syariah. Produk dari kerja tim ini 
adalah kompilasi hukum 
                                                          
163 Hendriansyah, Analisis Yuridis Putusan 
Pengadilan Agama Mengenai Sengketa Ekonomi 
Syari’ah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Tesis Fakultas 
Hukum UNIB. Bengkulu, 2009, hlm. 6. 
 
164 Ibid. 
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syariah, baik pidana maupun 
perdata yang akan dijadikan 
rujukan para hakim pengadilan 
agama. Kompilasi Hukum Mua-
malah Syariah diproyeksikan 
men-jadi hukum material dan 
formal untuk menangani 
perkara-perkara di bidang 
ekonomi syariah.165 Jadi, meski 
sudah ada undang-
undangnya, sistem di 
pengadilan agama, belum juga 
bisa be-kerja.166 
Oleh karena itu, penulis 




dalam ekonomi syari‟ah di 
perbankan syari‟ah, yang ber-
judul: Penyelesaian Sengketa 
Per-bankan Syari‟ah di 
Indonesia (Kajian Terhadap 
Kompetensi Peradilan Agama 
dan Per-adilan Umum setelah 
ber-lakunya Undang-Undang 
No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syari‟ah dan 
Undang-Undang No. 50 Ta-hun 
2009 tentang Peradilan 
Agama). 
Suatu negara hukum 
mestinya dengan keluarnya 
suatu undang-undang atau 
perangkat peraturan yang 
mengatur tentang sesuatu, 
secara serta merta dilaksa-
nakan oleh perangkat yang 
ada, dalam hal lahirnya 
                                                          
165 Ibid. 
166 Ibid. 
Undang-Undang No. 50 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang No. 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, di lapangan belum 
dilaksanakan sebagaimana 
mestinya, seperti misalnya 
dalam hal ekonomi syari‟ah 
khususnya perbankan syari‟ ah, 
dalam penelitian ini hal tersebut 
ingin ditelusuri lagi lebih jauh. 
Rumusan masalah dapat dirinci 
dalam bentuk pertanyaan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana penyelesaian 
sengketa perbankan syari‟ ah 
di Indonesia setelah 
berlakunya Undang-Undang 
No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syari‟ ah dan 
Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2009 tentang Peradilan 
Aga-ma? 
2. Apakah kompetensi abso-lut 
Peradilan Agama mengalami 
reduksi dan/atau dualisme 
setelah berlakunya Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syari‟ah 
dan Undang-Undang Nomor 
50 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Agama? 
3. Bagaimana pengaturan 
kom-petensi penyelesaian 
sengketa perbankan syari‟ah 
untuk menjamin kepastian 
hukum di Indonesia  
 
B. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini mengkaji 
pokok permasalahan sesuai 
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dengan ruang lingkup dan 
identifikasi masalah 
sebagaimana yang telah 
disebutkan di atas. Penelitian 
yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif.167 Penelitian 
hukum normatif yaitu berupa 
penelitian kepustakaan (library 
research) yang dilakukan 
dengan mengumpulkan bahan 
hukum baik primer, sekunder 
dan atau tersier. Dalam rangka 
men-dapatkan jawaban atau 
penyelesaian atas masalah-
masalah (isu hukum) yang telah 
dirumuskan dapat 
dipergunakan empat model 
pendekatan penyelesaian 







                                                          
167 Lihat Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 15. Penelitian 
normatif terdiri dari: (a) penelitian terhadap asas-asas 
hukum; (b) penelitian terhadap sistematika hukum; (c) 
penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; (d) 
penelitian sejarah hukum; dan (e) penelitian 
perbandingan hukum. 
  
168 Lihat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian 
Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 
102. Pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) ini digunakan untuk mempelajari dan 
menelaah dasar ontologis lahirnya dan landasan filosofis 
undang-undang serta rasio legis dari ketentuan undang-
undang. 
169 Ibid. Pendekatan konseptual digunakan 
untuk mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin perlindungan rahasia dagang yang berkembang di 
negara penganut common law approach dan statutory 
approach.  
approach),170 dan pendekat-an 





2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif173 preskriptif174. 
Penelitian yang bersifat 
deskriptif-preskriptif pada tulisan 
ini dimaksudkan untuk 
menggambar-kan dan 
menganalisa bagaimana 
analisis yuridis penyelesaian 
                                                          
170 Ibid, hlm 94. Pendekatan komparatif 
(comparative approach) digunakan untuk 
membandingkan aturan hukum suatu negara dengan 
negara lainnya mengenai hal yang sama dan 
membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara 
untuk kasus yang sama.  
171 Lihat Johni Ibrahim, Teori dan Metodologi 
Penelitian Hukum Normatif, cet. III, Bayumedia 
Publishing, Malang, 2007, hlm. 318-319….Pendekatan 
sejarah memungkinkan peneliti untuk memahami hukum 
secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau 
lembaga atau suatu pengaturan tertentu sehingga dapat 
memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman 
maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan 
hukum tertentu. Tata hukum yang berlaku sekarang 
mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam 
dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada 
masa yang akan datang. 
172 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di 
Indonesia, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 140-144. 
173 Lihat Soerjono Seokanto, Pengantar 
Penelitian Hukum, Cet ke-3, Universitas Indonesia Press, 
Jakarta, 1984, hlm. 10…Suatu penelitian deskriptif 
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala 
lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas 
hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam 
memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka 
menyusun teori-teori baru.   
174 Ibid.  Penelitian bersifat preskriptif adalah 
penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-
saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk 
mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan 
penelitian yang bersifat evaluatif adalah suatu penelitian 
yang menilai program-program yang dijalankan.  
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sengketa perbankan syariah 
serta mempertegas hipotesa-
hipotesa dan teori-teori yang 
ada dalam ilmu hukum acara 
perdata, dan hukum Islam. 
 
3. Metode Pengumpulan Data 
Alat pengumpulan data 
yang dipergunakan dalam 
penelitian ini menggunakan 
data sekunder yakni data yang 
diperoleh dari studi 
kepustakaan (library 
research)175, meliputi : 
a. Bahan Hukum 
Primer 
Bahan hukum primer 
yang digunakan dalam 
penelitian ini, yakni peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, terdiri dari 
Undang-Undang Dasar 1945, 
Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah, Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 
yang kemudian diubah lagi 
menjadi Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama, undang-undang 
lainnya, dan Putusan 
Pengadilan, serta pengamat 
ekonomi Islam termasuk praktisi 
dan korbannya sebagai bahan 
                                                          
175 Sri Mamudji, dkk, Metode Penelitian dan 
Penulisan Hukum, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2005, 
hlm. 28.   
pembanding dalam penelitian 
ini.  
b. Bahan Hukum 
Sekunder 
Bahan hukum sekunder 
yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa bahan 
hukum primer dan bahan 
hukum sekunder yang terdiri 
dari buku-buku, dokumen 
hukum, peraturan per-undang-
undangan, jurnal-jurnal, artikel, 
laporan penelitian, internet, 
berbagai publikasi ilmiah, dan 
referensi yang berkaitan 
dengan permasalahan yang 
diteliti.  
c. Bahan Hukum 
Tertier 
Bahan hukum tertier, 
yakni bahan-bahan yang 
memberi petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan 
hukum primer dansekunder 
antara lain kamus hukum, 
katalog, buku pegangan dan 





4. Metode Analisis Data 
Berdasarkan metode 
pen-dekatan di atas, penelitian 
ini menerapkan analisis kualitatif 
yang bersifat deskriptif-
preskriptif. Dalam penelitian 
kualitatif176 data-data yang 
                                                          
176Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/ penelitian_ 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 
pendekatan induktif, atau lebih jelasnya penelitian 
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muncul dalam penelitian, 
terlebih dahulu dikelompokan 
berdasarkan kuali-tas, pola, 
tema, dan katagori tertentu 
sesuai kebutuhan 
pembahasan177. Data yang 
sudah dikatagorikan tersebut 
dianalisis untuk memahami dan 
men-jelaskan gejala-gejala 
hukum dengan cara melakukan 
penafsiran dengan model 
penafsiran surface structure dan 
deep structure.178 
Penafsiran surface 
structure dilakukan terhadap 
teks dan fakta yang dalam ini 
pemaknaan difokuskan terlebih 
dahulu pada persoalan yang 
tertuang dalam teks dan 
realitas yang muncul. Ber-
dasarkan penafsiran ini 
kemudian dikembangkan 
kepada penafsiran deep 
structure yang bertujuan untuk 
mengungkap makna-makna 
yang tersirat di balik suatu 
aktivitas penafsiran.179 
Hasil analisis ini kemudian 
disusun secara sistematika 
dalam bentuk laporan dengan 
model deskriptif yang 
dimaksudkan untuk 
                                                                            
kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya 
tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 
hitungan lainnya. Proses dan  makna (perspektif subjek) 
lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan 
teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus 
penelitian sesuai dengan fakta dilapangan juga 
bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang 
latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil 
penelitian, diakses pada tanggal 11 September 2011. 
177 Sri Mamudji, Op Cit, hlm. 66-67.  
178 Hendriansyah, 2009, Op Cit, hlm 50. 
179 Ibid, hlm. 51. 
menggambarkan se-cara luas 
dan komprehensif tentang 
penyelesaian seng-keta 
perbankan syari‟ah di Indonesia 
(kajian terhadap kompetensi 
peradilan agama dan 
peradilan umum setelah 
berlakunya Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
perbankan syari‟ah dan 
Undang-Undang Nomor 50 
tahun 2009 tentang Peradilan 
Agama). 
 
C. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. Penyel
esaian Sengketa Perbankan 
Syari’ah di Indonesia Setelah 
Berlaku-nya Undang-Undang 
No-mor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syari’ah 
dan Undang-Undang Nomor 
50 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Agama 
Penyelesaian perkara 
atau sengketa perbankan 
syariah di lingkungan per-adilan 
agama akan dilaku-kan sesuai 
dengan ketentuan hukum 
acara perdata se-bagaimana 
yang berlaku di lingkungan 
peradilan umum. Artinya, 
setelah upaya damai ternyata 
tidak berhasil maka hakim 
melanjutkan proses 
pemeriksaan perkara tersebut 
di persidangan sesuai dengan 
ketentuan hukum acara 
perdata dimaksud. Dengan 
demikian dalam hal ini proses 
pemeriksaan perkara tersebut 
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akan berjalan sebagaimana 
lazimnya proses pemeriksaan 
perkara perdata di pengadilan 
secara umum akan dimulai 
dengan pembacaan surat 
gugatan penggugat, lalu 
disusul dengan proses jawab-
menjawab yang akan diawali 
dengan jawaban dari pihak 
tergugat, kemudian replik 
penggugat, dan terakhir duplik 
dari pihak tergugat. Setelah 
proses jawab-menjawab 
tersebut selesai, lalu 
persidangan dilanjutkan 
dengan acara pem-buktian. 
Pada tahap pembuktian ini 
kedua belah pihak berperkara 
masing-masing mengajukan 
bukti-buktinya guna 
mendukung dalil-dalil yang 
telah dikemukakan di 
persidangan. Setelah masing-
masing pihak mengajukan 
bukti-buktinya, lalu tahap 
berikutnya adalah kesimpulan 
dari para pihak yang 
merupakan tahap terakhir dari 
proses pemeriksaan perkara di 
persidangan. Setelah seluruh 
tahap pemeriksaan perkara di 
persidangan selesai, hakim 
melanjutkan kerjanya untuk 
mengambil putusan dalam 
rangka mengadili atau mem-
berikan keadilan dalam perkara 
tersebut.180 
Tindakan selanjutnya 
yang harus dilakukan hakim 
dalam memeriksa dan 
                                                          
180 Ibid, hlml. 152. 
mengadili perkara tersebut 
adalah melakukan konstatir, 
mengkualifisir, dan meng-
konstituir guna menemukan 
hukum dan menegakkan 
keadilan atas perkara tersebut 
untuk kemudian disusun suatu 
putusan (vonis) hakim.181 
Adapun kerangka kerja dari 
ketiga hal tersebut sebagai 
acuannya paling tidak seperti 
yang diuraikan oleh A. Mukti 
Arto182 dalam bukunya yang 
berjudul Praktik Perkara Perdata 
pada Pengadilan Agama 
adalah sebagai berikut: 
a. Mengkonstatir artinya 
menguji benar tidaknya 
peristiwa atau fakta yang 
diajukan para pihak 
melalui pembukti-an 
mengunakan alat-alat 
bukti yang sah menurut 
hukum pem-buktian. Hal ini 
harus diuraikan secara 
siste-matis dalam putusan 
hakim pada bagian duduk 
perkaranya. Ke-rangka 
kerja berkaitan dengan hal 
ini secara garis besar 
meliputi: 
1) Memeriksa identitas 
para pihak, temasuk 
kuasa hukumnya jika 
ada. 
2) Mengupayakan 
perdamai-an bagi para 
pihak berperkara sesuai 
                                                          
181 Ibid. 
182 A. Mukti Arto, Op Cit, hlm. 33, 36-37. 
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dengan ketentuan Pasal 
154 R.Bg/130 HIR 
dan/atau melalui upaya 
mediasi sebagaimana 
diatur da-lam PERMA 
No. 1 Tahun 2008 seperti 
diuraikan sebelumnya. 
3) Memeriksa syarat-syarat 
perkara tersebut 
sebagai perkara. 
4) Memeriksa seluruh fakta 
atau peristiwa yang 
dikemukakan para 
pihak. 
5) Memeriksa syarat-syarat 
dan unsur-unsur setiap 
fakta atau peristiwa. 
6) Memeriksa alat-alat 
bukti yang diajukan di 
persida-ngan sesuai 
dengan tata cara 
pembuktian yang diatur 
dalam hukum acara 
perdata. 
7) Memeriksa jawaban, 
sang-kalan, keberatan, 
dan bukti-bukti pihak 
lawan. 
8) Mendengar kesimpulan 
masing-masing pihak. 
9) Melakukan pemeriksaan 
di persidangan sesuai 
de-ngan hukum acara 
yang berlaku. 
b. Mengkualifisir artinya 
menilai peristiwa atau 
fakta yang telah terbukti 
itu termasuk hubungan 
hukum apa dan 
menemukan hukumnya 
bagi peristiwa yang telah 
dikonstatir. Hal ini harus 
diuraikan dalam putusan 
hakim pada bagian 
pertimbangan hukum-nya. 
Kerangka kerja dalam hal 
ini secara garis besar 
meliputi: 









atau fakta sebagai fakta 
hukum. 
5) Mempertimbangkan 
secara logis, kronolo-gis, 
dan yuridis fakta-fakta 





kalan serta bukti-bukti 
lawan sesuai hukum 
pembuktian. 
7) Menemukan hubung-an 
hukum peristiwa-
peristiwa atau fakta 
yang terbukti dengan 
petitum. 
8) Menemukan hukum-nya, 
baik hukum tertulis 





fatwa, yurisprudensi, dan 
doktrin). 




10) Mengkonstituir artinya 
menetapkan hukum 
atas perkara tersebut. 
Dalam hal ini hakim: 
a) Menetapkan hukum 
atas perkara tersebut 
dalam amar putusan-
nya. Mengadili 
sebatas petitum yang 
ada, kecuali 
ditentukan lain oleh 
undang-undang. 
b) Menetapkan biaya 
perkara. 
Demikian secara garis 
besar penyelesaian perkara 
atau sengketa perbankan 
syariah di pengadilan agama 
sesuai dengan ketentuan 
hukum acara yang berlaku. 
 
2. Kompe
tensi Absolut Peradilan 
Agama Setelah Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syari’ah dan 
Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2009 tentang Peradilan 
Agama 
Setelah berlakunya Pasal 
49 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 yang telah direvisi 
kembali menjadi Undang-
Undang No. 50 Tahun 2009 
tentang Peradilan Agama dan 
penjelasan Pasal 55 ayat (2) 
Undang-Undang No. 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan 
Syari‟ah kompetensi peradilan 
dalam penyelesaian sengketa 
perbankan syari‟ah telah 
menunjukkan adanya reduksi 
juga mengarah pada dan/atau 
membuat dualisme pada 
kompetensi mengadili oleh dua 
lembaga litigasi, sekalipun 
kompetensi yang diberikan 
kepada Peradilan Umum 
adalah terkait isi suatu akad, 
khususnya mengenai choice of 
forum atau choice of 
yurisdiction. 
Adanya choice of forum 
dalam penyelesaian sengketa 
perbankan syariah berdasarkan 
Pasal 55 ayat (2) menunjukkan 
inkonsistensi pembentuk 
undang-undang dalam 
merumuskan aturan hukum. 
Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 
secara jelas memberikan 
kompetensi kepada peradilan 
agama untuk mengadili 
sengketa ekonomi syari‟ah, 
termasuk perbankan syari‟ah 
sebagai suatu kompetensi 
absolut. Alasan bahwa 
pengadilan dalam lingkungan 
peradilan agama belum 
familiar menyelesaikan 
sengketa per-bankan bukan 
menjadi suatu alasan yang logis 
untuk mereduksi kewenangan 
mengadili dalam sengketa 
perbankan syariah. 
Di samping itu, ke-
beradaan choice of forum 
akan sangat berpengaruh 
pada daya kompetensi 
peradilan agama. Pelaksana-
an kompetensi dalam per-
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bankan syari‟ah, akan sangat 
bergantung pada isi akad atau 
kontrak. Jika para pihak yang 
mengadakan akad atau 
kontrak menetapkan 
penyelesaian seng-keta pada 
pengadilan di lingkungan 
peradilan umum maka 
kompetensi yang dimiliki 
peradilan agama hanya 
sebatas kompe-tensi secara 
teks diberikan oleh undang-
undang tetapi dalam praktik 
tidak secara optimal ber-fungsi 
karena harus berbagi dengan 
pengadilan negeri khususnya 
jika dalam akad telah 
disebutkan akan diselesaikan di 
pengadilan tersebut. 
Sebenarnya, pemilihan 
lembaga peradilan agama 
dalam menyelesaikan sengketa 
ekonomi syariah, merupakan 
suatu pilihan yang tepat. 
Kesesuaian pe-nerapan hukum 
materiil yang berlandaskan 
prinsip-prinsip syari‟ ah dengan 
lembaga peradilan agama 
sebagai representasi lembaga 
peradilan yang mewadahi para 
pencari keadilan yang 
beragama Islam atau yang 
tunduk pada hukum Islam 
dapat tercapai. Di samping itu, 
aparat hukumnya adalah 
beragama Islam dan 
memahami hukum Islam.183 
Maka tidak terlalu berlebihan 
jika memang demikian 
                                                          
183 Abdul Manan, Sistem Ekonomi 
Berdasarkan Syariah (artikel dalam Suara Udilag, Vo. 3, 
No. IX, September 2006, MA-RI. 
kesimpulannya dikatakan 
bahwa dalam salah satu 
undang-undang tersebut 
terdapat kesalahan. Dan 
karena yang lebih dulu muncul 
adalah Undang-Undang No. 3 
tahun 2006 maka undang-
undang ini tidak bisa 
dipermasalahkan karena 
sebelum muncul Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008 
masalah kompetensi absolut 
peradilan agama untuk 
menangani sengketa per-
bankan syariah tidak 
mengalami masalah. Justru 
Undang-Undang No. 21 Tahun 
2008 lah yang seharusnya patut 
untuk dipermasalahkan. 
Sebagai-mana yang telah 
diungkap-kan pada latar 
belakang sebelumnya jelas hal 
ini sejalan dengan hasil 
penelitian Hendriansyah184 
dapat disimpulkan sebagai 
berikut:  
“Bahwa penyelesaian 
sengketa ekonomi syari‟ah di 
perbankan syari‟ah 
merupakan kompetensi 
absolut bagi Pengadilan 
Agama yang mengacu 
pada ketentuan Pasal 49 
Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama, se-hingga lebih baik 
dan/ atau memang sudah 
seharusnya penyelesaian 
sengketa ekonomi syari‟ah di 
perbankan syari‟ah yang 
                                                          
184 Hendriansyah, 2009, Op Cit. 
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terjadi antara para pihak 
dapat diselesaiakan di 
Pengadilan Agama, karena 
berdasarkan hasil penelitian 
tersebut pengadilan agama 
dapat memberikan keadilan 
bagi para pihak yang dalam 
proses penyelesaian 
sengketanya berpedoman 
pa-da prinsip-prinsip syari‟ah 
dan ketentuan-ketentuan 
dalam hukum Islam, 
walaupun di dalam proses 
penyelesaiannya masih 
menggunakan beberapa 
ketentuan dari pasal-pasal 
KUH Perdata. Kemudian 
mengenai sengketa ekonomi 
syari‟ah tersebut yang terjadi 
di perbankan syariah dapat 
berupa akad perjanjian 
antara pihak bank dan pihak 
nasabah dimana salah satu 
pe-nyelesaian mengenai 
sengketa ekonomi syari‟ah 
yang terjadi di perbankan 
syari‟ah ter-sebut dapat 
dilihat dalam Putusan 
Pengadilan Agama 
Purbaling-ga dengan Nomor: 
1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg. 
Selain itu, dalam sengketa 
ekonomi syari‟ah di 
perbankan syari‟ah dapat 
juga berupa kredit macet 
dan/atau utang-piutang, 
dimana mengenai utang-
piutang tersebut juga 
dipersoalkan dalam Putusan 
Pengadilan Agama 
Purbaling-ga dengan Nomor: 
1047/ Pdt.G/2006/PA.Pbg 
tersebut”. 
Pandangan seperti ini 
sah-sah saja, karena pada 
dasarnya undang-undang atau 
hukum itu adalah produk politik 
sehingga di dalamnya syarat 
dengan konflik kepentingan. 
Lembaga judicial reiview yang 
dimiliki oleh Mahkamah 
Konstitusi se-karang ini adalah 
sebuah bukti nyata bahwa 
tidak semua Undang-Undang 
produk DPR adalah benar dan 
tidak bertentangan dengan 
konstitusi. Artinya undang-
undang jangan kita tempatkan 
sebagai sebuah barang yang 
terhindar dari kesalahan-
kesalahan. 
Bahkan lebih dari itu 
semua, Pasal 55 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 21 
tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah sebagai-mana yang 
telah disebutkan dalam latar 
belakang hingga sampai saat 
ini masih diujimaterikan (judicial 
re-view) di Mahkamah Konstitusi 
oleh Dadan Muttaqien seorang 
dosen Universitas Islam 
Indonesia menyebutkan dalam 
surat permohonannya bahwa: 
“Pasal 55 ayat (2) beserta 
Undang-Undang No. 21 
Tahun 2008 penjelasannya 
secara langsung telah 
menyebabkan dualisme 
forum penyelesaian seng-
keta perbankan syariah dan 
telah mereduksi kewenangan 
Peradilan Agama dalam 
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menangani sengketa 
perbankan syari‟ ah 
sebagaimana yang 
dilimpahkan oleh Undang–
Undang No. 3 Tahun 2006 
kepada peradilan agama. 
 Hal ini mengindikasikan 
bahwa pasal ini memang 
bermasalah dan menimbulkan 
dualisme kewenangan 
mengadili antara dua lembaga 
litigasi, dengan demikian 
berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan, maka penulis 
berpendapat bah-wa adanya 
peluang bagi Pengadilan 
Umum dan lembaga lainnya 
untuk menerima, memeriksa, 
dan memutus sengketa 
perbankan syari‟ah seperti yang 
telah dituangkan dalam 
Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syari‟ah berimplikasi pada 
terciptanya suatu kondisi yang 
membuat adanya 
ketidakpastian hukum dalam 
pelaksanaan penyelesaian 
sengketa perban-kan syari‟ah, 
dan juga tidak lazim suatu 
undang-undang di bidang 
perbankan mengatur hingga 
tataran penyelesaian sengketa, 
karena penyelesaian sengketa 
secara litigasi maupun 
nonlitigasi sudah ada undang-
undang yang secara khusus 
telah mengaturnya, yakni 
Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 
dan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase 
dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa (APS). Maka sudah 
jelas konsekuensi hukum dari 
dualisme/reduksi kewenangan 
dalam penyelesaian sengketa 
perbankan syari‟ah oleh 
Peradilan Agama dan 
Peradilan Umum ataupun oleh 
non litigasi lainnya 
sebagaimana yang tertuang 
dalam Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 
tentang Peradilan Agama dan 
Pasal 55 Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syari‟ah, selain 
dapat menimbulkan multi tafsir, 
tetapi juga akan ber-dampak 





Perbankan Syari’ah untuk 
Menjamin Kepastian Hukum 
di Indonesia 
Muatan Pasal 55 ayat (2) 
Undang-Undang No. 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan 
Syari‟ah berten-tangan secara 
horizontal dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Peradilan Agama, 
karena secara yuridis tidak 
sinkron dan konsisten dengan 
peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini 
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mengingat bahwa per-soalan 
penyelesaian sengke-ta 
ekonomi syari‟ah, termasuk 
perbankan syari‟ah, melalui 
jalur litigasi sudah diatur dalam 
Undang-Undang No-mor 3 
Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama, yakni menjadi 
kompetensi absolut Peradilan 
Agama. Dengan demikian, 
kewenangan Peradilan Agama 
dalam menangani sengketa 
perbankan syari‟ah telah 
ditetapkan secara legal formal. 
Karena itu keberadaannya 
secara yuridis dijamin oleh 
negara. Selain itu, dengan 
diberikannya kom-petensi 
mengadili perkara perbankan 
syariah ke Peradilan Agama, 
secara filosofis akan selaras 
antara hukum yang 
berlandaskan prinsip-prinsip 
Islam dengan lembaga 
peradilan yang merupakan 
reperesentasi lemba-ga 
peradilan Islam, dan juga 
selaras dengan para aparat 
penegak hukumnya yang 
menguasai hukum Islam. 
Ditunjuknya Peradilan 
Umum sebagai lembaga per-
adilan yang akan menangani 
persoalan sengketa perbankan 
syariah, sebagaimana tertuang 
dalam Pasal 55 ayat (2) 
Undang-Undang No. 21 Tahun 
2008 Tentang Perbankan 
Syari‟ah, berarti pemerintah 
tidak konsisten terhadap 
sesuatu yang telah menjadi 
keputusannya. Mengi-ngat 
penambahan kewenangan 
Peradilan Agama dalam 
bidang ekonomi syari‟ah 
sesungguhnya merupakan 
usulan pemerintah juga, 
sebagaimana terdapat dalam 
Pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Peradilan Agama, yang usianya 
baru dua tahun namun telah 
dilaksanakan olehlingkungan 
Per-adilan Agama. Karena itu, 
patut dipertanyakan, ada 
maksud dan muatan politik apa 
sehingga pemerintah mem-
berikan kewenangan untuk 
menyelesaikan sengketa 
perbankan syari‟ah kepada 
Peradilan Umum. Secara yuridis, 
dapat ditafsirkan bahwa 
rumusan Pasal 55 ayat (2) 
mengandung makna bahwa 
komponen yang terlibat dalam 
konfigurasi politik hukum saat 
pem-bahasan di DPR diwarnai 
oleh peta kepentingannya 
masing-masing sehingga 
rumusan pasal tersebut 
melahirkan “pasal kompro-
mistis”185;186. 
                                                          
185 Menurut Abdul Gani Abdullah menduga 
munculnya persoalan ini merupakan hasil kompromi 
antara DPR dan Pemerintah. Ini dulunya pasal kompromi, 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, 
memang ada sebuah norma yang digunakan untuk 
menyenangkan semua pihak. Sehingga tak terjadi 
deadlock, namanya norma unifikatif. Namun, norma 
tersebut menimbulkan contradictio in terminis dalam UU 
itu. Penyelesaian suatu kaidah hukum seharusnya tak 
boleh contradictio in terminis. Lihat 
http://www.hukumonline.com, Jumat, 01 May 2009, 
Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, 
diakses pada tanggal 10 Oktober 2011. 
186 Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan 
Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, 




saikan perkara ekonomi syariah 
oleh Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama, Peradilan Agama 
secara konstitusional 
memperoleh kewenangan 
yang sudah final. Karena itu 
Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Agama Mahkamah 
Agung Republik Indonesia  
sebagai supporting unit bagi 
pelaksanaan tugas pokok 
kekuasaan kehakiman telah 
melaksanakan beberapa 
langkah strategis dalam 
menyikapi perintah undang-
undang ter-sebut, diantaranya 
adalah secara teren-cana dan 
rutin telah mem-berikan 
pelatihan kepada hakim-hakim 
di lingkungan Peradilan Agama 
terkait dengan teknis 
penyelesaian perkara ekonomi 
syariah termasuk di dalamnya 
perbankan syariah. Kemudian 
memberikan kesempatan 
kepada hakim-hakim di 
lingkungan Peradilan Agama 
untuk melanjut-kan jenjang 
studinya dalam bidang hukum 
bisnis syariah, hal inilah yang 
membangun kemampuan 
substansial bagi Peradilan 
Agama dalam menghadapi 
beban tugas yang diberikan 
oleh Undang-Undang Nomor 3 
                                                                            
(Edisi Revisi), Gramata Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 
199-200. 
 
Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama dan Undang-Undang 
No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syari‟ah.187 Dengan 
demikian, perbedaan 
penafsiran terhadap 
kompetensi Peradilan Agama 
tidak perlu lagi dijadikan 
kendala utama dalam 
menyelesaikan perkara perban-
kan syari‟ah, sebab meskipun 
secara eksplisit penjelasan Pasal 
55 ayat (2) Undang-Undang No. 
21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syari‟ah mem-buka 
ruang opsi penyelesai-an 
perkara sesuai dengan isi suatu 
akad melalui musya-warah, 
mediasi perbankan, Badan 
Arbitrase Syari‟ah dan Peradilan 
Umum, namun bila dicermati 
secara seksama, bunyi Pasal 55 
ayat (1) Undang-Undang No. 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syari‟ah telah memberikan 
kompetensi absolut kepada 
Peradilan Agama. Bahkan, 
penyelesai-an sengketa 
perbankan syari‟ah menurut 
Pasal 55 ayat (3) tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip 
syari‟ah. Menurut perspektif 
hukum normatif, proses litigasi 
penyelesaian perkara ekono-mi 
syari‟ah terutama per-bankan 
syari‟ah telah menjadi 
kompetensi absolut Peradilan 
Agama. 
                                                          
187 Ibid. 
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Terkait dengan hal di atas 
sejalan dengan pen-dapat 
Abdul Gani Abdullah yang 
dikutip oleh Hasbi Hasan188. 
Bahwa teori lex posteriori 
derogat legi priori tidak dapat 
diberlakukan terhadap 
Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama, sebab Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008 
tentang Perban-kan Syari‟ah 
yang memberikan peluang 
kepada Peradilan Umum untuk 
menyelesaikan perkara 
ekonomi syari‟ah sesuai dengan 
isi akad, tidak dalam posisi yang 
sama, Peradilan Agama 
ditempatkan pada posisi litigasi, 
sementara Peradilan Umum 
ditempatkan pada posisi non-
litigasi. Seperti sertifikat hak milik 
yang datang duluan tidak 
dapat membatalkan sertifikat 
yang datang kemudian bagi 
objek yang sama. Dengan 
argument yang sama menurut 
Bagir Manan,189 bahwa: 
“Asas lex specialis derogat lex 
generalis juga tidak dapat 
diberlakukan terhadap 
Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama, karena asas lex 
specialis derogat lex generalis 
hanya berlaku untuk regim 
                                                          
188 Ibid., hlm. 201. 
189 Bagir Manan, Kata Pengantar, Jakarta, 
April 2009, dalam Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan 
Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, 
(Edisi Revisi), Gramata Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 
xiii-xiv. 
hukum yang sama dan 
sederajat. Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Prubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama 
yang telah direvisi kembali 
menjadi Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, sementara 
Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 adalah Undang-
Undang tentang Perban-kan 
Syari‟ah. Jadi, dua undang-
undang yang berbeda 
dalam rezim hukum yang 
berbeda. Undang-Undang 
Peradilan Agama adalah 




Syari‟ah merupakan spesialis 
Undang-Undang Perbankan, 
karena me-nyangkut dua hal 
yang berbeda, maka dalam 
hal ini tidak berlaku asas lex 
specialis derogat lex 
generalis, dan dengan 
demikian, Undang-Undang 
No. 21 Tahun 2008 tidak 
dapat mengesampingkan 
Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006, apalagi 
memindahkan kompetensi 
absolut Peradilan Agama ke 
peradilan lain”. 
Frasa pengadilan da-lam 
lingkungan Peradilan Umum 
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yang diposisikan dalam 
kelompok non litigasi dapat 
dikesampingkan oleh hakim, 
karena penyelesaian cara itu 
berada di luar litigasi atau di 
luar pengadilan. Tafsir yuridis ini 
berarti perkara perbankan 
syari‟ah untuk berlitigasi ada 
pada penga-dilan dalam 
lingkungan Peradilan Agama. 
Oleh karena itulah Mahkamah 
Agung RI, melalui PERMA No. 20 
Tahun 2008 dan SEMA No. 8 
Tahun 2008, memberikan ruang 
gerak seluas-luasnya kepada 
Peradilan Agama untuk me-
nangani sekaligus mengeksekusi 
perkara ekonomi syari‟ah sesuai 
dengan kompetensi yang 
diberikan kepadanya, dalam 
kaitannya dengan putusan 
Basyarnas, sesuai dengan Surat 
Edaran Mahkamah Agung, 
maka putusan Basyarnas 
diregister di Pengadilan Agama 
dan karena itu baru dapat 
dieksekusi sebagai-mana 
eksekusi putusan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Dengan demikian, 
Peradilan Agama secara 
otomatis harus mengeksekusi 
putusan Basyarnas tersebut. 
Mahkamah Agung sesuai 
dengan kewenang-annya 
dalam upaya untuk 
memperlancar 
penyelenggaraan peradilan 
untuk semua lingkungan 
peradilan, termasuk Peradilan 
Agama, telah memberi arahan 
atau telah mengedarkan 
arahan. 
SEMA No. 8 Tahun 2008 
memuat ketentuan mengenai 
registrasi dan eksekusi putusan 
Basyarnas atau akibat tidak 
atau melawan putusan 
Basyarnas. Peraturan 
Mahkamah Agung RI No. 2 
Tahun 2008 berisi mengenai 
pedoman dalam kelancaran 
penyelenggaraan peradilan 
beru-pa “kompilasi hukum 
ekonomi syari‟ah” adalah 
dalam rangka memperlancar 
penerapan dan penegakan 
hukum sesuai dengan 
ketentuan PBS. Dengan 
demikian, dapat dikatakan 
bahwa upaya menghindari 
proses litigasi di Peradilan 
Agama serta tidak mengakui 
kompetensi Per-adilan Agama 
dalam me-nyelesaikan perkara 
ekonomi syariah khususnya 
perbankan syariah 
sesungguhnya dipe-ngaruhi 
oleh lemahnya pemahaman 
hukum dan kesadaran bertata 
negara, khususnya mengenai 
ke-mandirian dan independensi 
lembaga peradilan. 
Berdasarkan pemba-
hasan di atas, maka penulis 
berpendapat bahwa meski-pun 
secara eksplisit Pen-jelasan 
Pasal 55 ayat (2) membuka 
ruang opsi penyelesaian 
sengketa sesuai dengan isi 
akad melalui musyawarah, 
mediasi per-bankan, Badan 
Arbitrase Syariah dan Peradilan 
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Umum, namun bila dicermati 
secara seksama, bunyi Pasal 55 
ayat (1) Undang-Undang 
Perban-kan Syariah telah 
memberi-kan kompetensi 
absolut kepada Peradilan 
Agama. Bahkan, penyelesaian 
seng-keta ekonomi syari‟ah ter-
sebut menurut Pasal 55 ayat (3) 
tidak boleh bertentangan 
dengan prinsip syari‟ah 
tersebut. Kemudian menurut 
perspektif hukum normatif, 
proses litigasi penyelesaian 
sengketa ekonomi syari‟ah 
telah menjadi kompetensi 
absolut Peradilan Agama. 
Kemudian untuk menjamin 
kepastian hukum akibat 
contradiction in terminis 
dan/atau penempatan norma 
yang salah, sebagaimana yang 
tertuang pada penjelasan Pasal 
55 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2008 sebaiknya 
dihilangkan, dan mengenai 
Peradilan Umum yang 
diposisikan dalam kelompok 
non litigasi dapat 
dikesampingkan oleh hakim, 
karena penyelesaian cara itu 
berada di luar litigasi atau di 
luar pengadilan, berarti perkara 
perbankan syariah untuk 
berlitigasi ada pada 
pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Agama, dan 
kewenangan Peradilan Umum 
hanyalah sebatas apabila para 
pihak, yakni pihak bank dan 
nasabah telah memperjanjikan-
nya dalam akad yang mereka 
buat, dan kemudian sebagai-
mana yang telah diatur secara 
legal formal dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 
yang telah direvisi menjadi 
Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2009 tentang Peradilan 
Agama, maka diluar yang 
diperjanjikan antara para pihak, 
kewenangan menyelesaikan 
sengketa di bi-dang ekonomi 
syari‟ah, khususnya perbankan 
syariah tetap menjadi 
kewenangan mutlak Peradilan 
Agama. Apabila sekilas diulang 
yang tertuang dalam Pasal 55 
ayat (2) Undang-Undang 
Perban-kan Syariah mengenai 
penyele-saian sengketa yang 
dilakukan sesuai dengan isi 
akad, jika dicermati pasal 
tersebut sangat berkaitan 
dengan Pasal 55 ayat (3) 
bahwa, “Penyelesaian 
sengketa yang dimaksud pada 
ayat (2) tidak boleh 
bertentangan dengan Prinsip 
Syariah”. Dari Pasal 55 ayat (3) 
yang telah sempat diulas di 
atas, jelas membatasi 
penyelesaian tidak boleh 
bertentangan dengan Prinsip 
Syari‟ah, artinya lembaga yang 
menerapkan Prinsip Syariah 
yang dapat menyelesaikan 
sengketa perbankan syari‟ah 
dalam hal ini lembaga tersebut 
adalah Peradilan Agama. Oleh 
sebab itu menurut Penulis, 
seharusnya memang Peradilan 
Agamalah yang mempunyai 
wewenang absolut dalam 
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penyelesaian sengketa 
perbankan syariah, maka untuk 
menguatkan kewenangan 
absolut Per-adilan Agama itu 
dalam menyelesaikan sengketa 
ekonomi syari‟ah termasuk 
perbankan syari‟ah, Mahka-
mah Agung RI telah 
mengeluarkan Peraturan 
Mahkamah Agung RI tanggal 
10 September 2008 Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syari‟ah, 
sebagai hukum materiel yang 
menjadi pegangan Hakim 
Pengadilan dalam lingkung-an 
Peradilan Agama dalam 
memeriksa, mengadili, dan 
menyelesaikan perkara yang 
berkaitan dengan ekonomi 
syariah. Dengan demikian 
Peradilan Umum/PN tidak 
berwenang menerima berkas 
perkara sengketa 
perekonomian syari‟ah 
termasuk perbankan syari‟ah. 
Dan bila diambil contoh apa 
yang terjadi dalam sengketa 
perbankan syariah antara Bank 
Bukopin Cabang Syari‟ah Bukit 
Tinggi dengan Maswardi Gindo 
dan Netri, seharusnya cukup 
mengajukan permohonan ke-
pada Kepala Kantor Lelang 
Negara setempat, adapun 
mengenai sikap Pengadilan 
menangani sengketa tersebut, 
tampaknya terkait dengan asas 
peradilan tidak boleh menolak 
suatu perkara karena alasan 
tidak ada hukum.190 Terkecuali 
dari perjanjian antara kedua 
belah pihak tersebut terdapat 
Klausula arbitrase di dalamnya, 
maka pihak Peradilan tidak 
berwenang memeriksa dan 
mengadili sengketa tersebut,191 
meskipun terdapat beberapa 
kasus yang diajukan ke 
pengadilan, bahkan sampai 
tingkat kasasi. Namun, selama 
ini putusan Mahkamah Agung 
selalu konsisten Peradilan tidak 
berwenang memeriksa dan 
mengadili sengketa dari 
perjanjian yang di dalamnya 






sengketa ekonomi syari‟ah 
di perbankan syari‟ah me-
nurut Undang-Undang No. 
50 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Agama telah 
menjadi kewenangan 
absolut Peradilan Agama, 
yang sebagaimana juga 
di-atur dalam Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan 
Syariah. Penyelesaian 
sengketa ekonomi syari‟ ah 
                                                          
190 Hasbi Hasan, Op Cit, hlm. 276-277. 
191 Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 1999 dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak 
berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang 
telah terkait dalam perjanjian arbitrase. 
192 Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam 
Putusan Pengadilan, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, 
hlm. 19. 
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di perbankan syari‟ah di 
Pengadilan Agama pada 
dasarnya sama dengan 
penyelesaian perkara 
perbankan konvensional di 
Peradil-an Umum, karena 
hukum acara yang berlaku 
di Peradilan Agama 
adalah hukum acara 
perdata yang juga berlaku 
di Peradilan Umum. Namun 
sebelum penyelesaian 
tersebut melalui proses 
persi-dangan, terlebih 
dahulu hakim pengadilan 
wajib memerintahkan para 
pihak untuk melakukan 
upaya damai sesuai 
dengan yang dianjurkan 
dalam Pasal 154.Bg/130 
HIR dan/atau menem-puh 
proses mediasi sesuai 
dengan PERMA No. 1 
Tahun 2008. 
b. Setelah berlakunya 
Pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 yang 
telah direvisi kembali 
menjadi Undang-Undang 
No. 50 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Agama dan 
penjelasan Pasal 55 ayat 
(2) Undang-Undang No. 21 





syariah telah menunjukkan 
adanya reduksi juga 
mengarah pada dan/atau 
membuat dualisme pada 
kompetensi mengadili oleh 
dua lembaga litigasi, 
sekalipun kompetensi yang 
diberikan kepada 
Peradilan Umum adalah 
terkait isi suatu akad, 
khususnya mengenai 
choice of forum atau 




bankan syari‟ah, melalui 
jalur litigasi sudah diatur 
dalam Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Peradilan Agama, 
yakni menjadi kompetensi 
absolut Peradilan Agama, 
dengan demikian 
kewenangan Peradilan 
Agama dalam menangani 
sengketa perbankan 
syariah telah ditetapkan 
secara legal formal, 
karena itu keberada-
annya secara yuridis 
dijamin oleh negara dan ini 
juga tertuang dalam Pasal 
55 ayat (1) Undang-
Undang Perbankan Syariah 
yang mana telah 
memberikan kom-petensi 
absolut kepada Peradilan 
Agama. Bah-kan, 
penyelesaian seng-keta 
ekonomi syari‟ah tersebut 
menurut Pasal 55 ayat (3) 
tidak boleh bertentangan 
dengan prinsip syariah 
tersebut. Sehingga secara 
hukum normatif proses 
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litigasi penyelesaian 
sengketa ekonomi syari‟ah 
telah menjadi kompetensi 
absolut Peradilan Aga-ma, 
dan untuk men-jamin 
kepastian hukum akibat 
contradiction in terminis 
dan/atau pe-nempatan 
norma yang salah, 
sebagai-mana yang 
tertuang pada Penjelasan 
Pasal 55 ayat (2) Undang-





a. Bagi pemerintah, agar 
penyelesaian sengketa-
sengketa bidang ekonomi 
syariah umumnya, dan 
bidang perbankan syari‟ah 
khususnya di pengadilan 
agama dapat benar-benar 
relevan dengan prinsip-
prinsip syari‟ah ma-ka 
diperlukan adanya hukum 
acara (hukum formil) yang 
secara khusus berlaku bagi 
lingkungan peradilan aga-
ma dalam menyelesaikan 
perkara-perkara di bidang 
ekonomi tersebut. Sebelum 
ada peraturan dimaksud 
diharap-kan agar Mahkamah 
Agung tentu dapat 
mengeluarkan pedoman 
teknis baik dalam bentuk 
Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) atau dalam bentuk 
Surat Edaran Mahkamah 
Agung (SEMA) guna 
menunjang pelaksanaan 
tugas peradilan agama 
dalam menjalankan 
kewenangannya tersebut. 
b. Terhadap Pasal 55 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 Tentang 
Perbankan Syariah yang 
dapat menimbul-kan 
perbedaan penafsiran/ multi 
tafsir, agar pihak-pihak yang 
mempunyai kedudukan 
hukum (legal standing) untuk 
mengajukan uji materil 
(judicial review) ke 
Mahkamah Konstitusi untuk 
Undang-Undang Perban-kan 
Syariah ini baik dari segi 
ketegasan bahasa atau 
yang lain atau dihapuskan 
sehingga nanti di kemudian 
hari tidak lagi terjadi 
permasalahan 
Bagi para aparat 
hukum agar dalam 
penerapan dan pelaksanaan 
hukum perbankan syariah 
tidak terjadi kekeliruan, maka 
sosialisasi tidak hanya 
dilakukan melalui dialog dan 
berdiskusi saja, namun lebih 
kepada pelatihan khusus 
untuk masyarakat umum. 
c. Bagi para intelektual hukum 
Islam, hendaknya hukum 
Islam khususnya di bidang 
perbankan syariah tidak 
hanya dijadikan sebuah 
wacana, namun 
direalisasikan dengan cara 
berdiskusi kepada masya-
rakat umum, dengan tujuan 
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agar tidak terjadi kekeliruan 
dan/atau ke-salahan 
masyarakat dalam 
memahami makna subs-tansi 
dari hukum per-bankan 
syariah tersebut. 
Bagi para akademisi, 
diharapkan lebih meman-
tapkan lagi penelitian 
tentang permasalahan 
penyelesaian sengketa 
ekonomi syari‟ah di 
perbankan syari‟ah di 
Indonesia, karena banyak 
hukum Islam yang ber-kaitan 
dengan perbankan syariah 
yang sudah di-undangkan 
tidak relevan dengan 
dinamika sosial terlebih pada 
masyarakat Muslim Indonesia. 
Untuk Fakultas Hu-kum 
Jurusan Hukum Perdata 
bagian hukum Islam 
Universitas Bengkulu (UNIB), 
hendaknya lebih 
mengkonsentrasikan ten-tang 
dinamika perbankan syariah 
di Indonesia de-ngan cara 
membuat tim penelitian 
khusus, yang kemudian 
hasilnya dijadikan sebagai 
dasar akademis dalam 
pembuatan Undang-undang 
tentang hukum Islam 










Abdul Manan, Sistem Ekonomi 
Berdasarkan Syari‟ah 
(artikel dalam Suara 
Udilag, Vol. 3, No. IX, 
September 2006, Jakarta, 
MA-RI. 
 
Azyumardi Azra, Jaringan 




Bambang Setiaji, Selayang 
Pandang Ekonomi Syariah 
dan Problematikanya di 
Indonesia, Makalah yang 
disampaikan pada 
konsulta-si dan koordinasi 
peningkat-an tenaga 
teknis pelaksana ekonomi 
syariah, Direktorat Jendral 
Badan Peradilan Agama 
Mahkama Agung RI, 
Hotel Kusuma Sahid, 
Surakarta, 2006. 
 
Cik Basir, Penyelesaian 
Sengketa Perbankan 
Syari‟ah di Pengadilan 
Agama dan Mahkamah 
Syari‟ah, Kencana, 
Jakarta, 2009. 
Cik Hasan Basri, Peradilan Islam 
dalam Tatanan 
Masyarakat Indonesia, 
Rosda Karya, Bandung, 
1997. 
 
   Bengkoelen Justice. Vol. 2 No. 1 Tahun 2012   
 
Erman Rajagukguk, Arbitrase 
dalam Putusan Penga-
dilan, Chandra Prata-ma, 
Jakarta, 2000. 
 
Hasbi Hasan, Kompetensi 
Peradilan Agama da-lam 
Penyelesaian Per-kara 
Ekonomi Syariah, (Edisi 
Revisi), Gramata 
Publishing, Jakarta, 2010. 
 




Syari‟ah dalam Pers-pektif 
Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang 
Peradilan Agama. Tesis 
Fakultas Hukum UNIB. 
Bengkulu, 2009. 
 
Johni Ibrahim, Teori dan 
Metodologi Penelitian 




Marzuki Wahid dan Rumadi, 
Fiqh Mazhab Negara Kritik 
Atas Politik Hukum Islam di 
Indonesia, LKiS, Jakarta, 
2001. 
Mohammad Daud Ali, Hukum 
Islam Pengantar Ilmu 
Hukum dan Tata Hukum 




Muchsin, Kontribusi Hukum Islam 
Terhadap Perkembangan 
Hukum Nasional, Ditjen 
Badan Peradilan Agama, 
Jakarta, 2009. 
 
Mulyana W. Kusuma, Perspektif, 
Teori, dan Kebijakan 
Hukum, Rajawali Press, 
Jakarta, 1986. 
 
Peter Mahmud Marzuki, 
Penelitian Hukum, 
Kencana Prenada Media, 
Jakarta, 2005. 
 
Rifyal Ka‟bah, Penegakan 
Syariat Islam di Indonesia, 
Jakarta, Khairul Bayan, 
2004. 
 
Sobhi Mahmassani, Filsafat 
Hukum dalam Islam Alih 




Soerjono Seokanto, Pengantar 
Penelitian Hukum, Cet ke-
3, Universitas Indonesia 
Press, Jakarta, 1984. 
 
Soerjono Seokanto dan Sri 
Mamudji, Penelitian 
Hukum Normatif Suatu 
Tinjauan Singkat, Rajawali 
Press, Jakarta, 1990. 
 
Sri Mamudji, dkk., Metode 
Penelitian dan Penulis-an 
Hukum, Badan Penerbit 
FH UI, Jakarta, 2005. 
   Bengkoelen Justice. Vol. 2 No. 1 Tahun 2012   
 
 
Sudikno Mertokusumo, Hukum 
Acara Perdata Indone-
sia, Liberty, Yogyakarta, 
2002. 
 
Sunaryati Hartono, Penelitian 
Hukum di Indonesia, 
Alumni, Bandung, 1994. 
 
Sutan Remy Sjahdeini, 
Perbankan Islam dan 
Kedudukannya dalam 
Tata Hukum Perban-kan 
Indonesia, Pustaka Utama 
Grafiti, Jakarta, 1999. 
 
Taufiq Hamami, Kedudukan dan 
Eksistensi Peradilan 
Agama dalam Tata 
Hukum di Indonesia, 




Undang-Undang Dasar Nega-ra 




Indonesia Nomor 5 Tahun 





Indonesia Nomor 7 Tahun 




Indonesia Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan. 
 
Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 10 
Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-
Undang No-mor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan. 
 
Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 35 Tahun 
1999 tentang Perubah-an 
Atas Undang-Undang No. 




Indonesia No. 42 Tahun 
1999 tentang Fidusia. 
 
Undang-Undang Republik 
Indone-sia Nomor 4 Tahun 




Indone-sia Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 




Indonesia Nomor 40 




Indonesia Nomor 48 
   Bengkoelen Justice. Vol. 2 No. 1 Tahun 2012   
 




Indone-sia Nomor 21 




Republik Indonesia Nomor 
50 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang No. 7 
Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. 
 
Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 72 
Tahun 1992 tentang Bank 
Berdasar-kan Prinsip Bagi 
Hasil. 
 
Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 6/17/PBI/2004 




Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. 
 
Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2008 tentang 










tanggal 10 April 2011. 
 
Abdul Kadir, Penanganan 
Sengketa Ekonomi 
Syari‟ah Oleh Pengadilan 
Agama. www. 
badilag.net, diakses pada 





diakses pada tanggal 9 
Juli 2011. 
 
Alamsyah, Reduksi Kompetensi 





Ekonomi Syari‟ah, http://id. 
wikipedia. org/wiki/ Sveto 
slav_Todorov, diakses 
pada tanggal 9 Juli 2011. 
 
http://www.hukumonline.com, 
Jumat, 01 May 2009, 
Dualisme Penyelesaian 
Sengketa Perbankan 
Syari‟ ah, diakses pada 




   Bengkoelen Justice. Vol. 2 No. 1 Tahun 2012   
 
pada tanggal 11 
September 2011. 
 
Jimly, Mendesak Dibangun 
Kekuasaan Kehakiman 
yang Bersih, www. 
antara.co.id, diakses 
tanggal 10 April 2011. 
 
Suhartono, Penggunaan Fikih 
Muamalah Sebagai Dasar 
Penyelesaian Sengketa 
Ekonomi Syari‟ah di 
Pengadilan Agama 
(Suatu Kajian dalam 
Perspektif Asas Hukum), 
www.badilag.net., 











































KEWENANGAN NEGARA DALAM PENCABUTAN HAK ATAS TANAH  
DEMI PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM 
 
Oleh   




The study, entitled "The Authority of State in the Revocation of Land 
Ownership Right due to the Development of Public Interest" aimed to find 
out what kind of authority applied by the State in order to have the 
legitimacy or the force of law wich can make the revocation of right on 
land owned by the people due to the development of public interest. The 
method used in this study is a normatively legal research, i.e. by doing 
literature study. The discussion was based on documents and regulations 
and other references relating to the Agrarian Law issues mainly relating to 
the Revocations of Land Ownership Rights. The problem approach in his 
research was done statute approach. Which combined primary data, 
secondary and tertiary ones with qualitative analysis and systematic 
thinking. The result of the this study are that the authority applied by the 
State comprises the attribution of authority from the 1945 Constitution, and 
the authority of delegations given from an organ of government to other 
under the rules or regulations, and authority of mandate that occurs 
hierarchically between supervisors and subordinates. The conclusion of 
this study is that the State has full authority in regulating land ownership 
right in Indonesia, and the people have an obligation to concern 
thepublic interest above personal interest. As for suggestions, the State 
should revise the system of laws and regulations that are applied in the 
case of land ownership rights arrangements, so as not to harm the people 
and the development will still run well. 
 
Keywords : The Authority of State, The Revocation of Land Ownership 




tingan yang saling ber-
tentangan antara satu de-ngan 
lainnya berkenaan de-ngan 
persoalan tanah dalam 
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pembangunan. Rakyat dan 
Negara sama-sama dilindu-ngi 
haknya dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Berbagai masalah yang 
terdapat dalam pengadaan 
tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum telah 
coba diminimalisir melalui 
berbagai peraturan-peraturan. 
Uraian mengenai 
beberapa produk hukum yang 
telah di-hasilkan yang mengatur 
masalah bidang keagrarian 
setelah ber-lakunya UUPA 
tersebut kira-nya, telah 
menjelaskan ke-pada kita, di 
samping beragamnya 
peraturan yang mengatur 
masalah agrarian khususnya 
tanah yang ber-sifat parsial. 
Adanya ke-tentuan-ketentuan 
hukum tersebut, terlepas dari 
apa-kah bertentangan atau 
tidak bertentangan dengan 
UUPA, keberadaan ketentuan 
ter-sebut suka atau tidak dari sisi 
pengalokasian tanah untuk 
keperluan sektor-sektor pem-
bangunan yang telah mem-
peroleh pijakan hukum ter-sebut 
telah mempunyai pengaruh 
besar terhadap penguasaan 
tanah di Indonesia saat ini.193 
Meskipun telah diada-kan 
perubahan-perubahan untuk 
menyempurnakan per-aturan 
                                                          
193 Herawan Sauni, Politik Hukum Agraria, 
Kajian Atas Landreform dalam Rangka Pembangunan 
Hukum Ekonomi Indonesia, Pustaka Bangsa Pers, 
Kampus USU, 2006, hlm. 292. 
 
perundang-undangan atau 
regulasi mengenai pe-ngadaan 
tanah bagi pem-bangunan 
untuk kepenting-an umum 
dalam rangka memberikan 
keadilan dan kesejahteraan 
bagi masyara-kat, namun tetap 
saja ada beberapa 
permasalahan yuridis dalam 
peraturan perundang-
undangan ter-sebut yang luput 
dari perhatian penyusun per-
aturan perundang-undangan, 
ya-itu meliputi aspek yuridis 
formal dan aspek yuridis materil.  
Aspek yuridis formal 
terkait bentuk peraturan 
perundang-undangan yang 
mewadahi peng-aturan 
mengenai pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum yang 
masih menggunakan Peraturan 
Presiden. Sedangkan aspek 
yuridis materil terkait 
pembatasan kriteria 
kepentingan umum yang masih 
belum jelas, panitia pengadaan 
tanah, serta penetapan bentuk 
dan besarnya ganti rugi. 
Berdasarkan uraian latar 
belakang di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan se-
bagai berikut: (1) 
Bagaimanakah kewenangan 
negara dalam pencabutan hak 
atas tanah demi 
pembangunan kepentingan 
umum? (2) Bagaimanakah 
ham-batan pelaksanaan 
kewenangan negara dalam 
pencabutan hak atas tanah 





B. METODE PENELITIAN 
1. Jenis 
Penelitian   
Penelitian ini adalah pe-
nelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian dengan cara 
melaku-kan studi kepustakaan. 
Pem-bahasan didasarkan pada 
dokumen-dokumen dan per-
aturan-peraturan serta referensi 
lain yang berkenaan dengan 
permasalahan hukum agaria 
terutama yang berkaitan 





gunakan adalah pendekat-an 
peraturan perundang-





kan legislasi dan regulasi. 
Dengan melihat berbagai 
peraturan yang berlaku 
berkenaan dengan penca-
butan hak atas tanah di 
Indonesia dan di sesuaikan 
dengan permasalahan yang 
diteliti. 
 
C. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. Kewenangan Negara da-lam 




ngan tanah adalah hubung-an 
hukum yang melahirkan hak 
dan kewajiban. Sedang-kan 
hubungan negara de-ngan 
tanah melahirkan ke-wenangan 
dan tanggung jawab.194 Dalam 
teori kewena-ngan, 
kewenangan negara dalam 
pencabutan hak atas tanah 
demi pembangunan 
kepentingan umum dapat 
penulis uraikan sebagai berikut: 
a. Kewenangan Atribusi 
Suatu kewenangan 
atribusi menunjuk kepada 
kewenangan yang asli atas 
dasar ketentuan hukum tata 
negara. Atribusi merupakan 
wewenang untuk membuat 
keputusan  yang lang-sung 
bersumber kepada undang-
undang dalam arti materil. 
Rumusan lain mengatakan 
bahwa atribusi merupakan 
pembentukan wewenang 
tertentu dan pem-beriannya 
kepada organ tertentu. Yang 
dapat membentuk wewe-nang 
adalah organ yang berwenang 
berdasarkan per-aturan 
perundang-undangan.195    
Kewenangan atribusi 
dalam kewenangan negara 
                                                          
194 Aslan Noor, Konsepsi Hak Milik Atas Tanah 
Bagi Bangsa Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2006, 
hlm. 85. 
195 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55. 
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melakukan pencabutan hak 
atas tanah demi 
pembangunan kepentingan 
umum dapat kita lihat dari 
legitimasi peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang 
nyata terlihat dan memberikan 
kewenangan atribusi kepada 
negara dalam hal ini 
pemerintah yakni: 
1) UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), 
yang menyatakan bahwa:  
“Bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di-
dalamnya dikuasai oleh 




jelaskan dua hal, yaitu bahwa 
secara konstitusional negara 
memiliki legitimasi yang kuat 
untuk menguasai tanah 
sebagai bagian dari bumi, 
namun penguasaan tersebut 
harus dalam kerangka untuk 
kemakmuran rakyat. Secara 
teoritis, pengaturan itu se-
sungguhnya bersifat deklara-tif. 
Artinya, dengan atau tanpa 
ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 
1945 di atas, negara Indonesia 
tetap sebagai pemegang hak 
me-nguasai negara atas bumi, 
air, dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya. 
 
2) Undang-Undang No. 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (UUPA) 
Kewenangan atribusi  
juga dapat kita temukan dan 
dilihat dalam Peraturan 
dibawah UUD yakni di dalam 
Pasal 2 ayat (2) UUPA secara 
tegas dijabarkan isi kewena-
ngan dari hak menguasai 
negara tersebut. Salah satu 
isinya adalah mengatur dan 
menyelenggarakan persedia-
an tanah. Substansi Pasal 2 ayat 
(2) dapat ditafsirkan termasuk 
persediaan tanah bagi 
keberlanjutan pemba-ngunan 
untuk kepentingan umum. 
Adapun tujuan dari Undang-
Undang No. 21 Tahun 1961 
tentang Pen-cabutan Hak Atas 
Tanah dan Benda-benda yang 
Ada Diatasnya (Undang-
Undang Pencabutan Hak). 
Undang-Undang Pencabutan 
Hak adalah untuk 
menyelenggarakan kepen-
tingan umum, maka elemen 
kepentingan umum inilah yang 
harus dijadikan pedoman, yaitu 
sampai di manakah sesuatu 
perbuatan pemerintah itu me-
menuhi adanya persyaratan 
“kepentingan umum” yang 
dimaksud. 
 
3) UU No. 21 Tahun 1961 tentang 
Pencabutan Hak Atas Tanah 
dan Benda Benda-benda 
yang Ada Diatasnya 
Dalam Pelaksanaan 
kewe-nangan negara 
melakukan pencabutan hak 
atas tanah demi 
pembangunan kepentingan 
umum, kewenangan Atribusi  ini 
dapat kita lihat dari pemberian 
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tanggung-jawab keputusan di-
cabut atau tidaknya hak atas 
tanah tersebut oleh Presiden. 
Karena yang memiliki hak dan 
yang bertanggung jawab untuk 
hal tersebut adalah Presiden.  
Selain itu, kewenangan 
atribusi kepada Presiden dapat 
kita lihat dari pengertian ke-
pentingan umum pada Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 1961 tentang 
Pencabutan Hak-hak atas 
Tanah dan Benda-benda yang 
Ada Diatasnya menyebut-kan :  
“Untuk kepentingan umum, 
termasuk kepentingan 
Bangsa dan Negara serta 
kepentingan bersama dari 
rakyat, sedemiki-an pula 
kepentingan pemba-ngunan, 
maka Presiden dalam 
keadaan yang memaksa 
setelah mendengar Men-teri 
Agraria, Menteri Kehakiman 
dan menteri yang 
bersangkutan dapat 
mencabut hak-hak atas 
tanah dan benda-benda 
yang ada diatasnya”. 
Pencabutan hak atas 
tanah untuk kepentingan umurn 
adalah merupakan suatu cara 
yang terakhir untuk 
memperoleh tanah yang 
sangat diperlukan guna 
keperluan-keperluan tertentu 
untuk kepentingan umum. 
Seperti yang tercantum dalam 
Pasal 2 UU No. 21 Tahun 1961, 
yang menyata-kan bahwa:  
(1) Permintaan untuk me-
lakukan pencabutan hak 
atas tanah dan/ atau 
benda tersebut pada 
Pasal 1 diajukan oleh 
yang berkepen-tingan 
kepada Presi-den dengan 
peranta-raan Menteri 
Agraria, melalui Kepala 
Inspeksi Agraria yang 
bersang-kutan.  
Presiden satu-satunya 
yang oleh undang-undang 
diberi wewenang untuk 
mempertimbangkan dan me-
mutuskan apakah benar 
kepentingan umum meng-
haruskan dilakukannya pen-
cabutan hak atas tanah 
tersebut. Keputusan Presiden itu 
tidak dapat diganggu gugat di 
muka pengadilan. Setelah surat 
keputusan dari Presiden keluar 
dan telah disampaikan kepada 
mereka haknya dicabut dan 
isinya harus diumumkan di 
dalam surat kabar barulah 
penguasa tanah yang baru 
dapat melakukan kegiatan-nya 
setelah diterimanya surat 
keputusan dari Presiden dan 
dilakukannya pembayaran 
ganti kerugian kepada yang 
berhak, dan melakukan 
penampungan terhadap 
mereka yang ber-tempat 
tinggaI di atas tanah tersebut. 
Setelah dilakukan 
berbagai cara lain tidak 
membawa hasil sebagaimana 
yang diharapkan sedangkan 
keperluan untuk pem-
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bangunan tanah yang 
dimaksud sangat mendesak 
sekali. Yang berwenang 
melakukan pencabut-an hak 
atas tanah adalah Presiden 
sebagai pejabat ekseku-tif yang 
tertinggi setelah men-dengar 
penjelasan Menteri Dalam 
Negeri. Menteri Kehakiman dan 
menteri yang bersangkutan 
yaitu menteri yang bidang 
tugasnya meliputi usaha yang 
meminta dilakukannya 
pencabutan hak atas tanah 
tersebut. 
Menteri Dalam Negeri 
memberi pertimbangan dari 
segi agraria dan politik, menteri 
Kehakiman dari segi hukumnya, 
Sedangkan Menteri yang ber-
sangkutan mengenai fungsi dari 
pada dilakukannya 
pencabutan hak itu dalam 
masyarakat. Apakah tanah 
atau benda yang diminta itu 
benar-benar diperlukan secara 
mutlak dan tidak dapat 
diperoleh ditempat lain. 
 
b. Kewenangan delegasi 
Wewenang ini mene-
gaskan suatu pelimpahan 
wewenang kepada badan 
pemerintahan yang lain. 
Delegasi diartikan sebagai 
penyerahan wewenang oleh 
pejabat pemerintahan (peja-
bat TUN) kepada pihak lain dan 
wewenang tersebut menjadi 
tanggung jawab pihak lain 
tersebut. Yang 
memberi/melimpahkan we-
wenang disebut delegans dan 
yang menerima disebut 
delegataris. Jadi suatu dele-gasi 
selalu didahului oleh adanya 
suatu atribusi we-wenang.196   
Dalam kewenangan 
negara melakukan pencabu-
tan hak atas tanah, 
kewenangan delegasi dapat 
kita mengerti dari proses atau 
prosedur pelaksanaan pen-
cabutan hak atas tanah. Dalam 
kaitan ini, sebagai-mana diatur 
dalam Undang-Undang No. 20 
Tahun 1961, telah ditentukan 
prosedur yang harus ditempuh 
dalam pelaksanaan 
pencabutan hak atas tanah ini.  
Prosedur pencabutan hak 
atas tanah tersebut dapat 
dibagi ke dalam 2 (dua) 
kategori, yakni: 
1) Prosedur biasa/normal 
Prosedur pencabutan hak 
dengan kategori biasa/umum 
ini diatur dalam Pasal 2, dan 3 
Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 1961 tentang 
Pencabutan Hak-Hak Tanah 
dan Benda-benda yang Ada di 
Atasnya, dalam Pasal 2 
menyebutkan bahwa: 
1) Permintaan untuk 
melakukan pencabutan 
hak atas tanah dan/atau 
benda tersebut pada 
                                                          
196 Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan 
Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, 
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Agraria, melalui Kepala 
Inspeksi Agraria yang 
bersangkutan.  
2) Permintaan tersebut pada 









pencabutan hak itu. 
b) Keterangan tentang 
nama yang berhak (jika 
mungkin) serta letak, 
luas dan ma-cam hak 
dari tanah yang akan 





orang yang haknya 
akan dicabut itu dan 
kalau ada, juga orang-
orang yang mengga-
rap tanah atau me-
nempati rumah yang 
bersangkutan. 
Kemudian dalam Pasal 3 
menyebutkan bahwa: 
(1) Setelah menerima per-
mintaan yang dimak-sud 
dalam Pasal 2 maka 
Kepala Inspeksi Agraria 
segera : 
(a) meminta kepada 










pencabutan hak itu 
dan tentang p e n a 
m p u n gan orang-
orang seba-gai yang 
dimaksud-kan dalam 
pasal 2 ayat 2 huruf c.  
(b) meminta kepada 
Panitya Penaksir ter-




ngenai tanah dan/ 
atau benda-benda 
yang haknya akan 
dicabut itu. 
(2) Di dalam waktu selama -
lamanya tiga bulan sejak 
diterimanya perminta-an 
Kepala Inspeksi Agraria 
tersebut pada ayat 1 
pasal ini maka : 




kepada Kepala Inspeksi 
Agraria.  
(b) Panitya Penaksir harus 
sudah menyampaikan 
tak-siran ganti kerugian 
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yang dimaksudkan itu 
kepada Kepala Inspeksi 
Agraria. 
(3) Setelah Kepala Inspeksi 
Agraria menerima 
pertimba-ngan para 
Kepala Daerah dan 
taksiran ganti-kerugian 
sebagai yang dimaksud 
dalam ayat 2 pasal ini, 
maka ia segera menyam-
paikan permintaan untuk 
melakukan pencabutan 
hak itu kepada Menteri 
Agraria, dengan disertai 
pertimbangannya pula.  
(4) Jika di dalam waktu 
tersebut pada ayat 2 
pasal ini pertimbangan 
dan/atau taksiran ganti-
kerugian itu belum 
diterima oleh Kepala 
Inspeksi Agraria, maka 
permintaan untuk 
melaku-kan pencabutan 
hak ter-sebut diajukan 
kepada Menteri Agraria, 
dengan tidak menunggu 
pertimba-ngan Kepala 
Daerah dan/ atau 
taksiran ganti-kerugian 
Panitya Penaksir. 
(5) Dalam hal tersebut pada 
ayat 4 pasal ini, maka 




taksiran ganti-kerugian itu. 
(6) Oleh Menteri Agraria 
permintaan tersebut di 




timbangan Menteri yang 
bersangkutan, segera 
diajukan kepa-da 
Presiden untuk mendapat 
keputusan. 
Berdasarkan pasal ter-
sebut di atas, pelaksanaan 
pencabutan hak atas tanah 
dilakukan melalui tahapan 
sebagai berikut: 
1) Instansi yang memerlukan  
tanah tersebut mengaju-kan 
permohonan melalui Kepala 
Inspeksi Agraria (sekarang 
Kakanwil BPN Provinsi), 
disertai alasan-alasannya, 
keterangan ta-nah termasuk 
di dalamnya nama yang 
berhak, luas dan jenis haknya 
serta adanya rencana 
penam-pungan warga yang 
ada di atasnya. 
2) Diminta pertimbangan ke-
pada Kepala Daerah yang 
bersangkutan tentang per-
mohonan tersebut dan 
rencana penampungan-nya, 
kecuali dalam ke-adaan 
yang benar-benar 
mendesak, pertimbangan 
ter-sebut dapat diabaikan. 
3) Dibentuk Panitia Penaksir 
untuk menghitung dan 
menetapkan ganti kerugian. 
4) Diminta rekomendasi dan 
Menteri Agraria (sekarang 
Kepala BPN RI), Menteri 
Kehakiman (sekarang 
Menteri Hukum dan HAM) 
   Bengkoelen Justice. Vol. 2 No. 1 Tahun 2012   
 
dan Menteri yang 
bersangkutan. 
5) Berkas permohonan 
diteruskan ke Presiden untuk 
diterbitkan keputusan 
pencabutan haknya. 
6) Keputusan tentang 
pencabut-an hak ini dimuat 
dalam Berita Acara Negara 
dan isinya juga dimuat dalam 
surat kabar serta 
diberitahukan kepada yang 
bersangkutan. 
7) Apabila pihak yang dicabut 
haknya tidak menerima pe-
netapan  besarnya nilai ganti 
rugi yang ditetapkan Panitia 
Penaksir, dapat mengajukan 
upaya hukum banding ke 
Pengadilan Tinggi 1 (satu) 
bulan sejak keputusan 
Presiden di-terbitkan. Dalam 
hal upaya hukum banding, 
pihak yang dicabut haknya 
tidak dapat mengajukan 
gugatan dengan 
menyatakan tidak bersedia 
haknya dicabut, tetapi 
dibatasi dalam hal 
penentuan besarnya ganti 
rugi yang ditawarkan 
Pemerintah dan pihak 
Pengadilan Tinggi pun hanya 
akan menetapkan apakah 
tetap pada jumlah yang 
ditawarkan Pemerintah atau 
menaikkan jumlah uang ganti 
rugi tersebut.197 
 
                                                          
197 A.P. Perlindungan, Komentar Atas Undang-
undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1993, 
hlm.102. 
2) Prosedur khusus karena 
mendesak 
Apabila keadaan sa-ngat 
mendesak yang me-merlukan 
penguasaan tanah dengan 
segera dan tidak dimungkinkan 
lagi untuk meminta 
pertimbangan dan 
instansi/Menteri lain sebagai-
mana ditentukan dalam 
tahapan-tahapan di atas, 
maka dalam Pasal 6 
dimungkinkan untuk melaku-
kan pencabutan hak dengan 
menyimpang dan ketentuan 
Pasal 2 dan 3 di atas. Seperti 
yang tertulis dalam Pasal 6 UU 
No. 20 Tahun 1961  tentang 
Pencabutan Hak-Hak Tanah 
Dan Benda-Benda yang Ada 
Diatasnya, yang menyebut-kan 
bahwa: 
(1) Menyimpang dari ke-
tentuan Pasal 3, maka 
dalam keadaan yang 
sangat mendesak yang 
memerlukan pengua-
saan tanah dan/atau 
benda-benda yang 
bersangkutan dengan 
segera, atas perminta-an 
yang berkepenting-an 
Kepala Inspeksi Agraria 
menyampaikan 
permintaan untuk me-
lakukan pencabutan hak 
tersebut pada Pasal 2 
kepada Menteri Agraria, 
tanpa disertai taksiran 
ganti-kerugian Panitia 
Penaksir dan kalau perlu 
juga dengan tidak 





(2) Dalam hal tersebut pada 
ayat 1 pasal ini, maka 
Menteri Agraria dapat 
mengeluarkan surat kepu-
tusan yang memberi per-






ter-sebut akan segera 





pencabutan hak itu.  
(3) Jika telah dilakukan pe-
nguasaan atas dasar 
surat keputusan tersebut 









dalam ke-adaan semula 
dan/atau memberi ganti-
kerugian yang sepadan 
kepada yang 
mempunyai hak.  
Prosedur yang ditempuh 
dalam hal ini adalah atas 
permintaan yang 
berkepentingan, Kepala 
Inspeksi Agraria (sekarang 
Kakanwil BPN Provinsi) 
menyampaikan per-mintaan 
untuk melakukan pencabutan 
hak kepada Menteri Agraria 
(sekarang Kepala BPN RI), 
tanpa disertai taksiran ganti 
kerugian dan Panitia Penaksir 
dan kalau perlu juga dengan 
tidak menunggu diterimanya 
per-timbangan Kepala Daerah. 
Setelah menerima per-
mohonan tersebut, Menteri 
Agraria (sekarang Kepala BPN 
RI) dapat mengeluarkan surat 
keputusan yang mem-beri 
perkenan kepada ins-tansi 
Pemerintah yang ber-
kepentingan untuk mengua-sai 
tanah yang bersangkutan. 
Keputusan  penguasaan ter-
sebut akan segera diikuti 
dengan keputusan Presiden 
mengenai dikabulkan atau 
ditolaknya permintaan untuk 
melakukan pencabutan hak itu. 
Jika telah dilakukan 
penguasaan atas tanah 
tersebut sementara perminta-
an pencabutan hak tidak 
dikabulkan oleh Presiden, maka 
risiko yang harus ditanggung 
oleh yang ber-kepentingan 
adalah tanah tersebut harus 
dikembalikan  kepada yang 
bersangkutan dalam keadaan 
semula atau harus diberikan 
ganti kerugi-an yang sepadan 
kepada yang empunya. 
Dalam penjelasan pasal 
ini diuraikan bahwa mungkin 
saja pemberian perkenan oleh 
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Menteri Agraria (sekarang 
Kepala BPN RI) untuk 
menguasal tanah yang 
diperlukan itu tidak selalu diikuti 
dengan keputusan pencabutan 
hak oleh Presiden, disebabkan 
misalnya karena pemberian 
perkenan dari Menteri Agraria 
(sekarang Kepala BPN RI) 
tersebut mungkin didasarkan 
atas bahan-bahan yang tidak 
lengkap, karena keputusannya 
harus di-ambil dalam waktu 
yang singkat. 
Dalam praktik, keadaan 
yang demikian pernah terjadi 
pencabutan hak atas tanah 
yang tidak dilakukan dengan 
keputusan presiden dan hanya 
perkenan dari Menteri Agraria 
(sekarang Kepala BPN RI) dan 
tindakan tersebut menjadi 
objek perkara di Pengadilan 
Negeri hingga sampai ke 
Mahkamah Agung, yakni 
Keputusan Mahkamah Agung 
tanggal 5 November 1975 
Nomor 1631/K/Sip/1974, 
sehingga penca-butan hak 
dengan model perkenan dan 
Menteri Agraria (sekarang 
Kepala BPN RI) tersebut tidak 
jadi terlaksana karena tidak 
diikuti dengan penerbitan 
Keputusan Presiden. 
Dengan adanya 
ketentuan pasal ini sebenarnya 
masih ada pertanyaan tentang 
arti dan keadaan yang 
mendesak ter-sebut.Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1961 
tidak memberikan penjelasan 
yang memadai, sehingga masih 
saja dapat ditafsirkan sesuai 
dengan kepentingan pihak 




soalan tersebut, Instruksi 
Presiden Nomor 9 tahun 1973 
dalam Pasal 4 telah dijelas-kan 
tafsiran dan penguasaan atas 
tanah dalam keadaan yang 
sangat mendesak se-hingga 
dapat dilakukan pencabutan 
hak dengan prosedur khusus, 
yakni apa-bila kepentingan 
umum menghendaki ditandai 
de-ngan adanya: 
a) Penyediaan tanah di-




kan bencana alam yang 
mengancam ke-
selamatan umum; dan 
b) Penyediaan tanah sa-ngat 
diperlukan dalam suatu 
kegiatan pemba-ngunan 
yang oleh Pemerintah 
maupun masyarakat luas 
pelak-sanaannya 
dianggap ti-dak dapat 
ditunda-tun-da lagi. 
 
c. Kewenangan mandat 
Umumnya mandat di-
berikan dalamhubungan ker-ja 
internal antara atasan dan 
bawahan. Tidak terjadi peng-
akuan kewenangan atau 
pengalihtanganan 
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kewenangan dalam arti yang 
diberi mandat hanya bertindak 
untuk dan atas namayang 
memberikan mandat. Pemberi 
mandat masih dapat 
menggunakan wewenang bila-
mana mandat telah berakhir. 
Pemberi mandat wajib untuk 
memberikan instruksi penjelasan 
kepada yang diserahi 
wewenang dan berhak untuk 
meminta penjelasan mengenai 
pelaksana-an wewenang 
tersebut. Tang-gung-jawab atas 
pelaksanaan wewenang tidak 
beralih dan tetapberada pada 
pihak yang memberi mandat. 
Dalam pe-laksaan Pencabutan 
hak atas tanah masih jarang 
ditemui kewenangan mandat, 
terkecuali dengan alasan 
tertentu. 
 
2. Hambatan Pelaksanaan Ke-
wenangan Negara dalam 
Pencabutan Hak Atas Tanah  
demi Pembangunan 
Kepenting-an Umum 
Meskipun Indonesia telah 
memiliki berbagai banyak 
aturan atau tata perundangan 
yang di jadikan dasar legitimasi 
dalam mendukung pemerintah 
men-jalankan kewenangannya 
me-lakukan pencabutan 
hakatas tanah demi 
pembangunan ke-pentingan 
umum, namun masih dirasa 
belum banyak menyelesai-kan 
permasalahan tanah itu sendiri.  
Perlu adanya 
pembaharu-an peraturan yang 
mengatur persolan tanah 
sehingga akan mempercepat 
proses pem-bangunan. Konflik 
pertanah-an menjadi isu 
nasional karena jumlahnya 
yang tinggi dan banyaknya 
kendala dalam 
penyelesaiannya. Konflik 
pertanahan yang rumit dan 
tidak kunjung mereda dewasa 
ini disebab-kan oleh kelemahan 
regulasi dan adanya kesalahan 
pe-nerapan hukum pertanahan 
sehingga dalam pelaksana-
annya kepentingan korban 
tidak terlindungi dengan pasti.  
Dalam kebijakan pem-
bangunan hukum tersebut juga 
tampak jelas bahwa, 
pembangunan hukum tidak 
terlepas dalam kaitannya 
dengan pembangunan da-lam 
arti luas yaitu menyang-kut 
segala aspek kehidupan 
bangsa.198 
Dalam konteks penga-
daan tanah bagi pelaksana-an 
pembangunan sarana untuk 
kepentingan umum, banyak 
persoalan yang muncul akibat 
kelemahan regulasi. Selain 
wujud per-aturan yang sampai 
se-karang tidak  terbentuk 
Undang-undang, kecuali 
Keputusan Presiden (Kepres) RI 
Nomor 55 Tahun 1993 Tentang 
Pengadaan Tanah Untuk 
Kepentingan Umum Demi 
Pembangunan,  dan Peraturan 
Presiden (Perpres) RI Nomor 36 
                                                          
198 Herawan Sauni, Loc. Cit., hlm. .227. 
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Tahun 2005 yang kemudian 
diubah dan disempur-nakan 
dangan Perpres RI Nomor 65 
Tahun 2006 tentang Penga-
daan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, aspek 
material dari regulasi yang ada 
kurang me-madai sehingga 
berpotensi me-nimbulkan 
masalah.  
Aspek material yang me-
nimbulkan masalah tersebut, 
an-tara lain definisi dan 
cakupan kepentingan umum, 
mekanisme pengadaan tanah, 
bentuk dan dasar perhitungan 
ganti rugi. Kesemuanya itu 
harus diatur dengan jelas 
melalui peraturan yang 
setingkat Undang-undang 
bukan dengan peraturan di-
bawahnya. Salah satu contoh 
selama ini proses 
pembangunan menjadi 
terhambat karena pemilik 
tanah tidak memberikan tanah-
nya karena memasang harga 
tanah yang terlalu tinggi, se-
hingga membuat proses 
negosiasi harga menjadi 
memakan waktu lama.  
Sehingga diharapkan de-
ngan adanya Peraturan perun-
dangan yang baru nantinya 
akan membuat proses 
pembangunan berjalan cepat. 
Salah satu contohnya dengan 
cara mema-sukkan pasal yang 
berisikan bahwa jika tanah atau 
lahan yang dimiliki dibutuhkan 
untuk pembangunan 
kepentingan umum, maka hak 
milik nya akan gugur dan akan 
diberikan ganti kerugian yang 
layak. Se-hingga dengan 
demikian akan membuat proses 
nego-siasi harga tidak 
menghabis-kan banyak waktu. 
Kemudian masalah yang terkait 
dengan aspek yuridis materil 
adalah berkenaan dengan 
kriteria kepentingan umum, 
panitia pengadaan tanah, 
serta pe-netapan bentuk dan 





Presiden Nomor 36 Tahun 2005, 
kepentingan umum adalah 
kepentingan sebagi-an besar 
lapisan masyarakat. Tidak ada 
pembatasan krite-ria 
kepentingan umum dalam 
Peraturan Presiden ini, di-mana 
hal tersebut membuka 
kemungkinan pengadaan 
tanah oleh swasta yang 
difasilitasi pemerintah, se-
dangkan biayanya dibeban-
kan kepada swasta/investor. 
Terhadap hal ini akan 
membuka kemungkinan pe-
nafsiran kepentingan umum 
secara luas. Pembangunan 
yang berwawasan kepen-
tingan umum dijelaskan dalam 
Pasal 5 Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 sebagai 
berikut: 
“Pembangunan kepenting-
an umum dilaksanakan oleh 
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Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah meli-puti: 
1)  Umum, jalan tol, rel 
kereta api (di atas tanah, 
di ruang atas tanah atau 
pun di wang bawah 
tanah), salur-an air 
minum/air bersih, saluran 
pembuangan air dan 
sanitasi; 
2) Waduk, bendungan, ben-
dung irigasi dan pemba-
ngunan pengairan 
lainnya; 
3) Rumah sakit umum dan 
pusat kesehatan 
masyara-kat; 
4) Pelabuhan, bandar 
udara, stasiun kereta api 
dan terminal; 
5) Peribadatan; 
6) Pendidikan atau sekolah; 
7) Pásar Umum; 
8) Fasiltias pemakaman 
Umum; 
9) Fasiltias keselamatan 
umum; 
10) Pos dan telekomunikasi; 
11) Sarana olah raga; 
12) Stasiun‟penyiaran radio, 
te-levisi dan sarana 
pendu-kungnya; 
13) Kantor pemerintah, 
peme-rintah daerah, 
perwakilan negara asing, 
Perserikatan Bangsa-
Bangsa, dan atau 




14) Fasiltias Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan 





16) Rumah susun sederhana; 
17) Tempat pembuangan 
sampah;  
18) Cagar alam dan cagar 
budaya; 
19) Pertamanan; 
20) Panti Sosial; 
21) Pembangkit, transmisi 
distribusi tenaga listrik. 
Arti kepentingan umum 
berdasarkan Peraturan Presi-
den Nomor 36 Tahun 2005 
adalah kepentingan yang 
menyangkut sebagian besar 
masyarakat, sedangkan me-
nurut Keputusan Presiden 
Nomor 55 Tahun 1993, yang 
menyangkut seluruh lapisan 
masyarakat. Dari dua ke-
tentuan tersebut akan lebih 
tepat diambil pengertian 
adalah yang berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 36 
Tahun 2005 yaitu, dengan kata-
kata sebagian besar 
masyarakat, karena salah satu 
sarana umum itu belum tentu 
dapat dinikmati semua 
masyarakat.  
Kriteria kepentingan 
umum yang diatur dalam 
Peraturan Presiden ini ber-beda 
dengan yang terdapat di 
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dalam Keputusan Presiden 
Nomor 55 Tahun 1993, di-mana 
kriteria kepentingan umum 
dalam Keputusan Presiden 
tersebut adalah kepentingan 
seluruh lapisan masyarakat 
yang dibatasi dengan tiga 
kriteria, yaitu kegiatan 
pembangunannya dilakukan 
dan selanjutnya dimiliki 
pemerintah serta tidak 
digunakan untuk mencari 
keuntungan. Dalam Pasal 5 
ayat (1) Keppres No. 55/1993 
dinyata-kan bahwa: 
“Kepentingan pembangunan 
yang dilakukan dan 
selanjutnya dimiliki 
pemerintah serta tidak 
digunakan untuk mencari 
keun-tungan, dalam bidang-
bidang antara lain : 
a. Jalan umum, saluran pem-
buangan air; 
b. Waduk, bendungan dan 
bangunan pengairan 
lainnya termasuk saluran 
irigasi; 
c. Rumah Sakit Umum dan 
pusat-pusat Kesehatan 
Ma-syarakat; 
d. Pelabuhan atau bandara 
atau terminal; 
e. Peribadatan; 
f. Pendidikan atau 
sekolahan; 
g. Pasar Umum atau Pasar 
INPRES; 
h. Fasilitas Pemakaman 
Umum; 
i. Fasilitas Keselamatan 
Umum seperti tanggul 
penanggu-langan bahaya 
banjir, lahar; 
j. Pos dan Telekomunikasi; 
k. Sarana Olah Raga; 
l. Stasiun penyiaran radio, 
televisi beserta sarana pen-
dukungnya; 
m. Kantor Pemerintah; 
n. Fasilitas Angkatan 
Bersenjata Republik 
Indonesia. 
Selain itu, pengertian dari 
kepentingan umum dapat pula 
kita lihat pada Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1961 
menyebutkan:  
“Untuk kepentingan umum, 
termasuk kepentingan 
bangsa dan negara serta 
kepentingan bersama dari 
rakyat, sedemikian pula 
kepentingan pembangun-an, 
maka Presiden dalam 
keadaan yang memaksa 
setelah mendengar Men-teri 
Agraria, Menteri Kehakiman 
dan menteri yang 
bersangkutan dapat 
mencabut hak-hak atas 
tanah dan benda-benda 
yang ada diatasnya”. 
Jelasnya batasan krite-ria 
kepentingan umum sa-ngat 
diperlukan untuk me-nentukan 
suatu kegiatan termasuk 
kepentingan umum atau tidak, 
sehingga tidak memberi 
peluang untuk melakukan 
penafsiran ten-tang 
kepentingan umum, dimana hal 
tersebut dapat dipandang 
sebagai tidak adanya 
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kepastian hukum mengenai 
kriteria kepenting-an umum 
dalam hal pengadaan tanah. 
Berlaku-nya Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 ini 
ternyata mendapat tantang-an 
dan berbagai elemen 
masyarakat, terutama yang 
menyangkut masalah stan-dar 
ganti rugi yang dalam Perpres 
tersebut mengguna-kan 
standar NJOP, yang kedua 
katagori kepentingan umum itu 
sendiri. Dengan berbagai 
desakan dan masyarakat 
rupanya pemerintah cukup 
sensitif untuk menanggapi-nya, 
terbukti pada saat rencana 
perubahan Perpres dan Perpres 
Nomor 36 Tahun 2005 ke Perpres 
Nomor 65 Tahun 2006, 
Pernerintah selalu menanggapi 
dengan positif semua saran. 
Ternyata dengan 
berjalannya waktu perubahan 
ketentuan pe-ngadaan tanah 
telah berubah dengan 
ketentuan baru yaitu Peraturan 
Presiden Nomor 65 Tahun 2006. 
Sebetulnya yang paling prinsip 
dalam mendefinisi-kan 
kepentingan umum adalah 
memberikan batasan dan 
definisi dan kepentingan umum 
itu sendiri dan bukan lebih 
menekankan kepada jenis dan 
kepentingan umum. Kalau lebih 
menekankan kepada jenis dan 
kepentingan umum, maka 
berlakunya per-aturan tidak 
luwes artinya apa yang tidak 
ada klasifikasi kepentingan 
umum tentu tidak bisa 
dimasukkan pada kelompok 
kepentingan umum. Dan 
apabila dikemudian hari 
pemerintah akan 
memanfaatkan salah satu 
lahan dengan dalih 
kepentingan umum dan 
ternyata tidak ada dalam 
kiasifikasi kepentingan umum, 
maka pemerintah dianggap 
telah melakukan perbuatan 
melawan hukum. Perpres 65 
Tahun 2006 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum di 
dalam Pasal 5 dimana telah 
ditentukan secara limitatif dan 
konkrit pengertian dari 
kepentingan umum yaitu : 
1) Jalan umum dan jalan tol, 
rel kereta api (di atas 
tanah, di ruang atas 
tanah, ataupun di ruang 
bawah tanah), saluran air 
minum/air bersih, saluran 
pembu-angan air dan 
sanitasi  
2) Waduk, bendungan, 
bendungan irigasi dan 
bangunan pengairan 
lainnya; 
3) Pelabuhan, bandar uda-ra, 
stasiun kereta pi, dan 
terminal; 
4) Fasilitas keselamatan 
umum, seperti tanggul 
penanggulangan; bahaya 
banjir, lahar, dan lain-lain 
bencana; 
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5) Tempat pembuangan 
sampah; 
6) Cagar alam dan cagar 
budaya; 
7) Pembangkit, transmisi, 
distribusi tenaga listrik 
Dengan berlakunya 
Perpres Nomor 65 Tahun 2006, 
ada beberapa jenis kepen-
tingan umum yang tertulis 
dalam Perpres Nomor 36 Tahun 
2005 tetapi tidak diberlakukan 
datam Perpres Nomor 65 Tahun 
2006,  padahal kalau dilihat dan 
segi kondisional ada kemung-
kinan bisa diklasifikasikan 
kepentingan umum, seperti di 
suatu tempat yang hanya 
tersedia satu-satunya lahan 
yang bisa dimanfaatkan untuk 
kepentingan umum jenis rumah 
sakit misalnya, akan tetapi 
dibalik itu dan segi yuridis 
mengatakan bahwa rumah 
sakit sesuai dengan ketentuan 
yang baru tidak termasuk 
katagori kepentingan umum, 
sedangkan berdasarkan 
kebutuhan keberadaannya ru-
mah sakit dimaksud sangat 
diharapkan oleh sebagian 
besar masyarakat. Hal 
semacam ini akan terjadi konflik 
kepentingan, kalau dalam 
perumusan arti kepentingan 
umum séndiri hanya 
menyebutkan jenis dan kepen-
tingan umum sendiri, tetapi 
bukan menciptakan arti 
kepentingan umum secara 
katagori dan definitif. 
 




penyimpangan yang terjadi 
dalam pelaksanaan pe-
ngadaan tanah juga sangat 
bergantung pada Panitia Pe-
ngadaan Tanah. Secara garis 
besar, peran dan kedudukan 
Panitia Pengadaan Tanah 
dalam Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 jo. 
Peraturan Presiden Nomor 65 
Tahun 2006 merujuk pada 
Keputusan Presiden Nomor 55 
Tahun 1993. Namun ada 
perbedaan dalam kesan 
indepen-densi Panitia 
Pengadaan Tanah menurut 




musyawarah dilakukan secara 
langsung antara pemegang 
hak atas tanah bersama 
Panitia, dan instansi pemerintah 
atau pemerintah daerah. Hal ini 
mengesankan Panitia 
Pengadaan Tanah merupakan 
partisipan dalam 
musyawarah.Sedangkan da-
lam Keputusan Presiden 
disebutkan bahwa musyawa-
rah dilakukan secara lang-sung 
antara pemegang hak atas 
tanah bersangkutan dan 
instansi pemerintah yang 
memerlukan tanah.Hal ini 
mengesankan Panitia Penga-
daan Tanah lebih indepen-den. 
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Kedepannya Panitia 
Pengadaan Tanah harus 
berperan sebagai fasilitator 
yang independen. 
 
c. Penetapan bentuk 
dan besarnya ganti rugi 
Peraturan Presiden tidak 
menjabarkan lebih lanjut 
bentuk ganti kerugian non-fisik. 
Kerugian yang bersifat non-fisik 
meliputi hilangnya pekerjaan, 
bidang usaha, sumber 
penghasilan, dan sumber 
pendapatan lain yang 
berdampak terhadap 
penurunan tingkat kesejahte-
raan seseorang. Ganti rugi non-
fisik bersifat komplemen-ter 
terhadap ganti rugi yang 
bersifat fisik.Ganti rugi yang 
bersifat adil adalah apabila 
keadaan setelah pengambil-
alihan paling tidak setara 
dengan keadaan sebelum-nya, 
di samping itu ada jaminan 
terhadap kelangsungan hidup 
mereka yang tergusur. 
Peraturan Presiden yang me-
ngatur pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum yang 
berlaku saat ini belum 
mengakomodir hal tersebut. 
Dalam implementasinya 
prin-sip kepentingan umum 
dalam pengadaan tanah untuk 
pem-bangunan yang tertuang 
dalam Perpres No. 65 Tahun 
2006, belum sesuai dengan 
asas-asas Hukum Tanah 
Nasional. Masih ada yang 
terlanggar dari asas-asas ini 
yaitu mengenai penitipan ganti 
rugi ke Pengadilan Negeri bila 
jalan musyawarah tidak selesai 
dan belum adanya pengertian 
yang tegas dan jelas mengenai 
kepentingan umum. Sehingga 
menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di masyarakat. 
Konflik pertanahan yang 
semakin rumit dan tidak me-
nunjukkan penurunan tensi ini 
banyak terjadi karena 
kelemahan regulasi, terutama 
dalam konteks pengadaan 
tanah untuk kepentingan 
umum. Kehadiran RUU 
Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan yang 
diharapkan mampu menjadi 
penengah dari masalah yang 
ada malah mendapat 
perlawanan dari sejumlah 
elemen masyarakat. Salah satu 
kritik utama terhadap RUU ini 
adalah pengadaan lahan 
untuk pembangunan yang 
meliputi pengadaan lahan 
untuk kepentingan umum dan 
kepen-tingan usaha swasta. 
Pengaturan pengadaan lahan 
untuk swasta ini menunjukkan 
bahwa RUU Pengadaan Tanah 









hak atas tanah demi 
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pembangunan 
kepentingan umum da-pat 
kita lihat dari legitimasi 
peraturan per-undang-
undangan yang dasar 
yakni konstitusi dalam hal 
ini UUD 1945 yang nyata 
terlihat dan memberikan 
kewenang-an atribusi 
kepada negara dalam ini 
pemerintah yakni di dalam 




hak atas tanah demi 
pemba-ngunan 
kepentingan umum, 
kewenangan delegasi ini 
dapat kita lihat dari 
Pencabutan hak dalam 
keadaan memaksa untuk 
kepen-tingan umum, 
termasuk kepentingan 





bangan Menteri Agraria, 
Menteri Kehakiman dan 
Menteri yang 
bersangkutan. Hal ini 
dapat kita lihat dalam 
Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 20 tahun 1961 
tentang Pencabutan Hak-
hak atas Tanah dan 




diberikan dalam hubungan 





kewenangan da-lam arti 
yang diberi mandat hanya 
bertindak untuk dan atas 




pencabutan hak atas 
tanah bias terjadi di dalam 
hierarki atasan dan 
bawahan dalam 
pelaksanan-nya 
dikarenakan  alasan ter-
tentu. 
d. Hambatan yang 
terbesar adalah 
permasalahan regu-lasi. 
Aspek material yang 
menimbulkan masalah an-
tara lain definisi dan 
cakupan kepentingan 
umum, mekanis-me 
pengadaan tanah, bentuk 
dan dasar perhi-tungan 
ganti rugi. Kesemua-nya itu 
harus diatur dengan jelas 
melalui peraturan yang 
setingkat Undang-undang 




kepentingan umum dalam 
pengada-an tanah untuk 
pem-bangunan yang ter-
uang dalam Perpres 65 
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Tahun 2006, belum sesuai 
dengan asas-asas Hukum 
Tanah Nasional. Masih ada 
yang ter-langgar dari asas-
asas ini yaitu mengenai 
penitip-an ganti rugi ke 
Pengadilan Negeri bila 
jalan musyawarah tidak 
selesai (sistem konsinyasi) 
dan belum adanya 
pengertian yang tegas 
dan jelas mengenai 
kepentingan umum. Se-
hingga menimbulkan 
interpretasi yang ber-beda 
di masyarakat. 
 
2. Saran  
a. Kewenangan negara 
dipahami dalam kerang-ka 
hubungan antara negara 
dengan bumi, air dan 




likan seperti halnya yang 
terjadi di negara barat dan 
komunis. Negara dalam 
hal ini sebagai badan 




lam arti luas serta 
menentukan dan 
mengatur hubungan 
hukum dan per-buatan 
hukum berkenaan dengan 
tanah. Sebagai pe-nerima 
kuasa, maka negara harus 
bertanggung jawab 
kepada masyarakat 
sebagai pemberi kuasa. 
Negara harus tetap 
mementingkan masya-
rakat bukan kepentingan 
golongan tertentu. 
b. Dalam pelaksanaan kewe-
nangan pencabutan hak 
atas tanah demi pem-
bangunan kepentingan 
umum, yang paling urgen 
dan perlu untuk segera di 
perbaiki adalah hambatan 
regulasi yang lemah. 
Kekua-saan negara 
terhadap tanah ini bukan 
kekuasaan mutlak, 
maksudnya kekuasaan 
mu-tlak bisa berbuat apa 
saja terhadap tanah, air 
dan wang angkasa, akan 
tetepai kekuasaan negara 
ini sebatas menguasai, dan 
dasar dan penguasaan ini 
harus jelas karena dari 
rakyat atau kepentingan 
umum. 
c. Pemerintah perlu 
mengatur lebih jelas 
berkenaan de-ngan 
masalah ini dikarena-kan 
program pembangunan 
akan terus berjalan dari 
tahun ke tahun, dan 
sengketa tanah atau lahan 
akan tetap menjadi 
masalah dan menjadi bom 
waktu dalam setiap 
program pembangungan 
yang akan dilaksanakan. 
Perlu adanya regulasi yang 
jelas, kuat, dan juga tidak 
   Bengkoelen Justice. Vol. 2 No. 1 Tahun 2012   
 
memihak dan tidak 
merugikan hak-hak rakyat 
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EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 DALAM RANGKA 
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN DAERAH 
AIR MINUM (PDAM) TIRTA TEBO MAS DI KABUPATEN LEBONG  
 
Oleh   




Background study by the indicator low quality of public services in 
Indonesia, which was marred by service that is difficult to access. On the 
other hand the spirit of decentralization and reform according to the 
changes and the role of the community. In response to the demands of 
change, good governance shoul be applied in various aspccts of 
development, including the local water company tirta gold tebo is an 
imfortant instrument, in Lebong district, in this case have not been able to 
meet public expectations for quick service, low cost, and transparent. In 
this case relates to the lack of preparation operasional standard 
prosedures on the taps, and not in the from of supervisory board and not 
to involve the community in preparing planning program improping the 
quality of public services in accordance with the needs of the community 
from these results that the element of responsibilitiy for care workers 
certainty of cost of service, ease of obtaining information, justice and 
speeds  the prossesing of service requests in processing griavances or 
complaints from the community as a major prioitas desired by the people 
but the implementation is still disappointing. 
 
Keywords : Effectivity to Act No. 25 Year 2009, Quality of Public Services, 
The Local Water Company 
 
A. PENDAHULUAN 
Sumber daya air me-
rupkan karunia Tuhan Yang 
Maha Esa yang memberikan 
manfaat untuk mewujudkan 
kesejahteraan bagi seluruh 
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rakyat Indonesia dalam se-gala 
bidang. Sesuai dengan  Pasal 
33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Re-publik 
Indonesia Tahun 1945, 
menyatakan bahwa  sumber 
daya air dikuasai oleh negara 
dan  dipergunakan   untuk    
sebesar-besar kemakmuran 
rakyat secara adil.199 
Ketersediaan air bersih 
yang terjangkau dan 
berkelanjutan sangat penting 
bagi setiap warga negara 
Indonesia baik yang tinggal di 
perkotaan maupun di 
pedesaan. Seiring dengan per-
tumbuhan penduduk yang terus 
bertambah dan meningkat-nya 
aktifitas masyarakat, air bersih 
merupakan salah satu 
kebutuhan utama yang sangat 
penting. 
Dalam penjelasan Per-
aturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 2005 tentang Pe-
ngembangan Sistem Penye-
diaan Air Minum, bahwa Sistem 
Penyediaan Air Minum sebagai 
salah satu peman-faatan 
sumber daya air dan 
pengelolaan sanitasi sebagai 
salah satu bentuk perlindung-an 
dan pelestarian terhadap 
sumber daya air, perlu di-
laksanakan oleh Pemerintah 
                                                          
199 Bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 





 Kualitas pelayanan me-
rupakan salah satu bagian 
yang sangat penting dan 
membutuhkan perhatian se-rius 
dari Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) agar mampu 
memberikan pelaya-nan dalam 
memenuhi ke-butuhan air bersih 
bagi masyarakat secara 
berkesi-nambungan sesuai 
dengan standar kesehatan 
dengan mengutamakan 
pemerataan pelayanan dan 
mempertim-bangkan 
keterjangkauan masyarakat. 
 Berdasarkan Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik  
Indonesia Nomor: 907/ 
MENKES/SK/VII/2002 tentang 
sya-rat-syarat dan pengawasan 
kuali-tas air minum, 
menegaskan bah-wa kualitas 
air di Indonesia, baik itu air 
minum maupun air bersih harus 
memenuhi syarat kesehatan 
yang meliputi persyaratan 
mikro-biologi, fisika, kimia dan 
radioaktif. Dalam Peraturan ini 
yang di-maksud dengan air  
adalah air minum, air bersih, air 
kolam renang dan air 
pemandian umum. Dalam 
peraturan ini juga dijelaskan 
pengertian air minum dan air 
bersih adalah: 
                                                          
200 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum.  
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1. Air minum adalah air yang 
kualitasnya memenuhi 
syarat kesehatan  dan  
langsung dapat di minum. 
2. Sedangkan air bersih 
adalah air yang digunakan 
untuk keperluan     sehari-
hari yang kualitasnya 
memenuhi syarat 
kesehatan dan dapat di-
minum apabila telah di-
masak.201 
 Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Tirta Tebo Emas 
merupakan salah satu 
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) yang ada di Provinsi 
Bengkulu, bertempat  di  
Kabupaten  Le-bong   dengan  
jumlah  pelang-gan   yang 
harus dilayani dalam 
penyediaan air minum 
mengalami peningkatan dari 
2.043 Pelanggan pada Tahun 
2005 menjadi 5.108 pelanggan 
pada Tahun 2010.202  
Pelayanan publik pada 
dasarnya menyangkut aspek 
kehidupan yang sangat luas. 
Dalam kehidupan bernegara, 
maka pemerintah memiliki 
fungsi   memberikan   berba-gai   
pelayanan   publik   yang   
diperlukan   oleh ma-syarakat, 
mulai dari pelayan-an dalam 
bentuk pengaturan atau pun 
                                                          
201 Permenkes RI Nomor 
907/MENKES/SK/VII/2001 tentang Syarat-syarat dan 
Pengawasan Air Minum. 
202Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Kabupaten Tahun 2010. 
 
pelayanan-pe-layanan lain 
dalam rangka memenuhi 
kebutuhan ma-syarakat baik 
dalam bidang pendidikan, 
kesehatan dan lain sebagainya. 
 Untuk lebih mendorong 
komitmen aparatur pemerin-tah 
terhadap peningkatan mutu 
pelayanan, maka telah 
diterbitkan Inpres Nomor 1 
Tahun 1995 tentang  Perbaik-an 
dan Peningkatan Mutu 
Pelayanan Aparatur Pemerin-ah 
Kepada Masyarakat dan 
Keputusan Menpan No.63/ 
KEP/M.PAN/7/2003 tentang  
Pedoman Umum  Penyeleng-
garaan Pelayanan Publik 
merupakan penyempurnaan 
dari Keputusan Menteri PAN 
Nomor 81 Tahun 1993 
mendefinisikan pelayanan 
umum adalah: 
“Segala bentuk pelayanan 
yang dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah di Pusat 
dan di Daerah dan 
lingkungan Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD)  
dalam bentuk barang atau 
jasa, baik dalam rangka 
upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat 




                                                          
203 Anonim Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Eko 
Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 83.  
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 Dengan demikian  
pelayan-an publik adalah 
pemenuhan keinginan dan 
kebutuhan masyarakat oleh 
penyelenggara Negara. 
Negara didirikan oleh publik 
(masyarakat) tentu saja dengan 
tujuan agar  dapat  me-
ningkatkan kesejahteraan 
masya-rakat. Pada hakikatnya 
negara dalam hal ini 
pemerintah (birokrat) haruslah 
dapat memenuhi ke-butuhan 
masyarakat. Kebutuhan dalam 
hal ini bukanlah kebutuhan 
secara individual akan tetapi 
berbagai kebutuhan yang se-
sungguhnya diharapkan oleh 
masyarakat,  misalnya 
kebutuhan akan kesehatan,  
kebutuhan air bersih, 
pendidikan, dan lain-lain. 
Selanjutnya  Lijan  Poltak  Sinam-
bela dkk.204 berpendapat 
bahwa: 
”Tujuan  pelayanan  publik  
pa-da dasarnya adalah 
memuas-kan  masyarakat. 
Untuk men-capai kepuasan 
itu dituntut kualitas 
pelayanan prima yang         
tercermin dari: 
1. Transparansi, yakni   pe-
layanan   yang  bersifat 
terbuka, mudah dan 
dapat  diakses oleh semua 
pihak yang membutuhkan 
dan di-sediakan secara 
                                                          
6 Lijan Poltak Sinambela dkk., Reformasi 
Pelayanan Publik, Jakarta, 2006, hlm. 6.  
me-madai serta mudah 
dimengerti; 
2. Akuntabilitas, yakni pela-
yanan yang dapat di 
pertanggungjawabkan 
sesuai dengan ketentu-an 
peraturan per-undang-
undangan; 
3. Kondisional, yakni pelay-
anan yang sesuai de-ngan 
kondisi dan ke-mampuan 
pemberi dan penerima 
pelayanan dengan tetap 
ber-pegang pada prinsip 
efisiensi dan efektivitas; 
4. Partisipatif, yaitu pela-
yanan yang dapat men-
dorong peran serta 
masyarakat dalam pe-
nyelenggaraan pela-
yanan publik dengan 
memperhatikan  aspirasi, 
kebutuhan, dan harap-an 
masyarakat; 
5. Kesamaan hak, yaitu 
pelayanan yang tidak 
melakukan diskriminasi 
dilihat dari aspek apapun 
khususnya suku, ras, 
agama, golongan, status 
sosial dan lain-lain; 




keadilan antara pemberi 
dan penerima pelayanan 
publik.    
  Jika dihubungkan 
dengan administrasi publik, 
pelayanan adalah kualitas 
pelayanan biro-krat terhadap 
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masyarakat. Kata kualitas 
memiliki banyak definisi yang 
berbeda dan bervariasi mulai 
dari yang konvensional hingga 
yang lebih strategis. Definisi 
konvensional dari kualitas 
biasanya menggambarkan 
karak-teristik langsung dari suatu 
produk, seperti: 
1. Kinerja (performance); 
2. Keandalan (reliability); 
3. Mudah dalam 
penggunaan (ease of use); 
4. Estetika (esthetics).205 
  
 Adapun dalam definisi 
strategis dinyatakan bahwa 
kualitas adalah segala sesuatu 
yang mampu memenuhi ke-
inginan atau kebutuhan pe-
langgan (meeting the needs of 
customers). Berdasarkan  
pengerti-an kualitas, baik yang 
konven-sional maupun yang 
lebih strategis oleh Gaspersz 
dalam Samparan 
Lukman206,mengemukakan 
bahwa pada dasarnya kualitas 
mengacu kepada pengertian 
pokok:     
1. Kualitas terdiri  atas  
sejumlah keistimewaan 
produk, baik keistimewa-an      
langsung, maupun 
keistimewaan atraktif yang 
memenuhi ke-inginan  
pelanggan dan 





atas penggunaan pro-duk; 
2. Kualitas terdiri atas segala 
sesuatu yang bebas dari 
kekurangan atau     
kerusakan. 
Agar pelayanan yang 
diberikan berkualitas tentu saja 
kedua kualitas dimaksud harus 
terpenuhi. Negara berkembang 
pada umum-nya tidak dapat 
memenuhi kedua kualitas 
tersebut sehingga pelayanan 
publik-nya menjadi kurang me-
muaskan. Secara terinci 
Dadang Julianta207 mengemu-
kakan berbagai hambatan 
dalam pengembangan sis-tem 
manajemen kualitas, antara 
lain: 
1. Ketiadaan komitmen dari 
manajemen; 
2. Ketiadaan  pengetahu-
an  kekurangpahaman  
tentang  kualitas  bagi      
aparatur yang bertu-gas 
melayani; 
3. Ketidakmampuan  
aparatur mengubah 
kultur yang  
mempengaruhi  kualitas  
pelayanan pelanggan; 
4. Ketidaktepatan   
perenca-naan   kualitas   
yang  dijadikan pedoman  
dalam pelayanan 
pelanggan; 
                                                          
8 Sampara Lukman, Manajemen Kualitas 
Pelayanan, Stia Lan Press, 2000, hlm. 8.  
207 Dadang Juliantara (Ed), Peningkatan 
Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik, 
Pembaruan, Yogyakarta, 2005, hlm. 19-20.   
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7. Ketidaksesuaian antara 
struktur organisasi dengan 
kebutuhan; 
8. Ketidakcukupan sumber 
da-ya dan dana; 
9. Ketidaktepatan sistem 
penghargaan dan balas 
jasa bagi karyawan; 
10. Ketidaktepatan 
mengadop-si prinsip 
kualitas ke dalam 
organisasi; 
11. Ketidaktepatan  dalam  
memberikan perhatian 
pa-da pelanggan baik  
 internal maupun 
eksternal; 
12. Ketidaktepatan dalam 
pemberdayaan dan kerja 
sama. 
Guna meningkatkan 
pela-yanan publik  
sebagaimana yang 
diamanatkan oleh Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik,  pe-
ngertian pelayanan publik 
adalah, kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam 
rangka  pemenuhan   
kebutuhan  pelaya-nan sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk  atas 
barang, jasa, dan/atau 
pelayanan admi-nistratif yang   
disediakan   oleh 
penyelenggara pe-layanan 
publik.208 
Lahirnya Reformasi te-lah 
membuat kontribusi yang besar 
dan  sejarah baru  bagi  Bangsa  
Indonesia, dengan  
Amandemen  Undang-Undang 
Dasar 1945, dan telah 
disyahkannya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 yang 
diganti dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Peme-rintahan Daerah 
yang mem-berikan kesempatan 
kepada daerah untuk 
membangun  dan mengurus 
daerahnya sesuai dengan 
kemampuan ekonominya.209 
Dengan meningkatnya 
kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi di bidang air 
serta bergulirnya perdagang-an 
bebas di masyarakat dalam era 
globalisasi, kualitas pelayanan 
merupakan salah satu bagian 
penting dan membutuhkan 
perhatian yang serius khususnya 
bagi Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) untuk mam-pu  
memberikan pelayanan dalam 
memenuhi kebutuhan air bersih 
kepada masyarakat secara 
berkesinambungan  sesuai 
standar kesehatan dengan 
mengutama-kan pemerataan 
                                                          
208 Undang-undang Nomor, 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik. 
11 Undang-Undang  Nomor. 32 Tahun 2004 
Lembaran Negara (LN)  Nomor. 125  Tahun  2004, 
Tambahan Lembaran  Negara (TLN) Nomor. 4437). 
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pelayanan mempertimbangkan  
keterjang-kauan masyarakat, 
membantu dan mendorong 
pertumbuhan perekonomian  
daerah   serta se-bagai salah 
satu sumber Pen-dapatan Asli 
Daerah (PAD).  
 Harapan Perusahaan 
Dae-rah Air Minum (PDAM) 
untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat ternyata tidak 
sejalan dengan kenyatan yang 
ada pada perilaku pelanggan 
dalam menyikapi kinerja 
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) setelah   meng-
gunakan  produk atau jasa dari 
PDAM. Hampir setiap hari  pe-
ngaduan dari pelanggan me-
ngenai kurangnya kinerja Per-
usahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) dalam keseriusannya 
mengelola air. 
 Banyaknya keluhan pe-
langgan tentang air yang keruh 
dan berbau serta 
pendistribusian air yang sering 
macet, apabila tidak segera 
dilakukan perbaikan  
dikhawatirkan akan 
menimbulkan bibit penyakit 
dan mengganggu kesehatan 
masyarakat.210 Keluhan lain 
terhadap Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) adalah 
naiknya tagihan bulanan, 
warga kecewa dengan 
pelayanan Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) dan 
                                                          
210Surat Kabar Rakyat Bengkulu dan Radar 
Utara tanggal 23 Juni 2012, kolom 3, hlm. 28.  
keberatan  membayar  tagihan  
tersebut karena distribusi air 
kecil dan sering macet 
hidupnya juga  sering  pada  
malam  hari  itupun   terpaksa 
menggunakan mesin air untuk 
menyedot air tersebut  dan 
bahkan sering mati sampai 
beberapa hari.211 
 Penurunan kinerja Peru-
sahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) yang akan merugi-kan 
berbagai pihak terutama 
masyarakat sebagai pelang-
gan pengguna jasa Per-
usahaan Daerah Air Minum 
(PDAM). Dewasa ini Per-
usahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) sering memperlihat-kan 
kurangnya kinerja dalam 
pelayanan maupun dalam 
pengelolaan, contoh kurang-
nya tenaga professional 
kurangnya dana dan kurang-
nya penguasaan teknologi 
serta lemahnya manajemen 
pengelolaan Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) itu 
sendiri baik dari Sumber Daya 
Manusia (SDM) maupun dari 
sumber pendanaan. 
 Kinerja Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) 
tersebut akan menjadi 
penilaian  bagi masyarakat 
Kabupaten Lebong khusus-nya 
dalam mempersepsi terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh 
Perusahaan Daerah Air Minum 
                                                          
13 Surat Kabar Rakyat Bengkulu tanggal 27 
Desember 2010, kolom 5, hlm. 24.  
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(PDAM). Persepsi dari 
pelanggan sangat 
mempengaruhi kinerja dan 
kualitas produk pada jasa yang 
seharusnya diberikan secara 
maksimal kepada pelanggan 
karena pelanggan merupakan 
prioritas utama dalam mem-
pertahankan perusahaan 
khusus-nya Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) Tirta Tebo 
Emas di Kabupaten Lebong. 
Adapun permasalahan dalam  
penelitian ini adalah: Apakah 
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Tebo Emas   
Kabupaten telah melaksanakan 
Pelayanan Publik sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009? dan 
upaya apa yang dilakukan 
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Tebo Emas  
Kabupaten dalam Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik 
berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009. 
 
B.  METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini termasuk da-
lam kategori penelitian hukum 
empiris yaitu penelitian hukum 
berdasarkan kenyataan yang 
terjadi di lapangan/di masyara-
kat. Penelitian hukum empiris ini 
dilakukan dengan cara meneliti 
data primer  yang dilakukan 
dalam rangka untuk 
mendukung data sekunder. 
Sedangkan sifat penelitian 
adalah penelitian deskriptif 
analitis yang bertujuan untuk 
menjelaskan fakta dan kondisi 
atau gejala yang menjadi objek 
penelitian hukum, yang 
bertujuan untuk memperoleh 
gambaran tentang keadaan 




C. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. Gambaran Umum Perusa-
haan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Tebo Emas di 
Kabupaten Lebong    
 Kabupaten Lebong 
adalah salah satu daerah 
otonomi di Provinsi Bengkulu, 
yang merupakan Kabupaten 
Pemekaran dari Kabupaten 
Rejang Lebong. Sesuai dengan 
Undang-Undang  Nomor 39 
Tahun 2003 tent-ang  
Pembentukan Kabupa-ten 
Lebong dan Kepahiyang. 
Kabupaten Lebong pertama 
kali dimekarkan pada Tahun 
2004 terdiri dari lima (5) 
kecamatan dan tiga (3) 
Kelurahan dengan luas wilayah 
192.924 Ha. Kabupa-ten Lebong 
terletak di-sebelah barat laut 
Provinsi Bengkulu berbatasan 
de-ngan Provinsi Jambi, 
Kabupa-ten Rejang  Lebong, 
Kabupa-ten Bengkulu Utara 
dan Provinsi Sumatera Selatan. 
Jika dilihat dari penggunaan 
lahannya, maka luas Kabu-
paten Lebong adalah 58.090 
Km2 dan jumlah penduduk 
sebesar 116.044 Jiwa, begitu 
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juga dengan Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 
Tebo Emas  Kabupaten Lebong 
merupakan peralihan dari 
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Rejang Lebong yang 
didirikan ber-dasarkan 
Peraturan  Daerah Kabupaten 
Lebong Nomor 19 Tahun 2007 
tentang Pendirian Perusahaan 
Daerah Air Minum Kabupaten 
Lebong. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 
pasal 15   (huruf  e) yaitu 
memberikan pelayanan yang 
berkualitas sesuai dengan asas 
penyelenggaraan pelayanan 
publik dan (huruf f) yaitu 
melaksanakan pelayanan 
sesuai dengan standar 
pelayanan. Pelayanan 
dilakukan berbagai golongan 
pelanggan/jenis sam-bungan 
yang jumlahnya (Juni 2011) 
sebanyak 5108 pelanggan, 
sebagian besar merupakan 
pelanggan  rumah  tangga 
sedangkan golongan 
pelanggan  lainnya dari 
golongan niaga, sosial dan non 
niaga. 
 Kabupaten Lebong 
terletak didataran tinggi 
pengunungan bukit  barisan 
yang tergolong dae-rah agraris 
yang kaya akan sumber daya 
alam baik berupa hasil 
pertanian, perkebunan, 
peternakan dan kehutanan. 
Mengingat kondisi fisik lahan 
dari Kabupaten Lebong yang 
ter-batas, dengan faktor 
pembatas Taman Nasional 
Kerinci Sebelat serta Hutan 
Lindung dan Kawasan Cagar 
Alam serta sempadan sungai 
maka setiap wilayah di 
Kabupaten Lebong tidak dapat 
di pusatkan per-tumbuhan 
penduduknya. 
 Untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan menin-
katkan pelayanan kepada 
masyarakat, serta pelaksana-an 
pembangunan dan untuk 
memperpendek rentang ken-
dali pelayanan maka pada 
Tahun 2008 berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Lebong Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pemekaran Keca-
matan, maka Kabupaten 
Lebong dimekarkan menjadi 
Tiga Belas (13) kecamatan.  
a. Dasar   Pembentukan   Per-
usahan Daerah  Air  Minum   
(PDAM) Tirta  Tebo Emas 
Kabupaten Lebong 
 Berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia 
Nomor  25  Tahun  2009 tentang 
Pelayanan Publik, sesuai pada 
Pasal 21  yaitu komponen 
standar pelayan-an  pada huruf 
(a) adalah dasar hukum, dalam 
hal ini setiap pendirian 
pelayanan publik harus 
berdasarkan hukum.  
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Tebo Emas 
Kabupaten Lebong merupakan 
pelimpahan dari Perusahaan 
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Daerah Air Minum (PDAM) 
Kabupaten Rejang Lebong. 
Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Tirta Tebo Emas 
Kabupaten Lebong pada awal 
pembentukannya merupakan 
Unit Pelaksana Teknis Pengelola 
Air Minum (UPT PAM) yang 
berada dibawah Dinas 
Pekerjaan Umum (PU) sesuai 
dengan  Surat Keputusan Bupati 
Lebong Nomor 161 Tahun 2005. 
Pada Tahun 2007 Unit Pelaksana 
Teknis Pengelola Air Minum  (UPT 
PAM)  berubah status menjadi 
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Tebo Emas 
Kabupaten Lebong 
berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lebong Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM)  Tirta 
Tebo Emas Kabupaten Lebong, 
dan Per-aturan Bupati Lebong 
Nomor 4 Tahun 2008 tentang  
Susunan  Organisasi  dan  Tata  
Kerja Perusahaan Daerah Air 
Minum Tirta Tebo Emas 
Kabupaten Lebong. 
 
b. Maksud dan Tujuan 
Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Tirta  Tebo 
Emas di Kabupaten Lebong  
Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) didirikan 
dengan maksud untuk 
Memberikan pe-layanan prima 
kepada seluruh masyarakat 
dalam penyediaan  air minum 
yang bersih dan sehat. 
Sedangkan tujuan dari pada 
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) itu sendiri adalah turut 
serta dalam melaksanakan 
pembangunan Daerah, 
khususnya dalam penyediaan 
air bersih dan sehat, sedangkan 
dalam hal Pembangunan 
Ekonomi Nasional umumnya 
dalam rangka peningkatan 
kesejah-teraan dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat serta 
ketenaga kerja dalam 
perusahaan menuju masya-
rakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan 
sebagai salah satu sumber 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 
c. Visi dan Misi Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) 
Tirta Tebo Emas  Kabupaten 
Lebong  
Adapun visi Perusaha-an 
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 
Tebo Emas Kabupaten Lebong 
adalah memberikan pelayanan 
yang baik dan 
berkesinambungan, sedang-
kan Misi yang diembankan oleh 
PDAM ini adalah meningkatkan 
pelayanan kepada pelanggan, 
menjalin hubungan baik serta 
rasa memiliki, meningkatkan 
Sum-ber Daya Manusia (SDM) 
agar menjadi tenaga kerja 
yang handal dalam mem-
berikan pelayanan kepada 
pelangan dan masyarakat serta 
meningkatkan kinerja pegawai 
PDAM Tirta Tebo Emas 
Kabupaten Lebong khususnya. 
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d. Tugas dan Fungsi Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) 
Tirta  Tebo    Emas 
Kabupaten Lebong 
 Berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 19 Tahun 2007 
tentang Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Kabupaten 
Lebong,  tugas dan fungsi  
PDAM  adalah memberikan 
pelayanan kepada masyarakat 
yang memenuhi standar 
kuantitas, kualitas dan 
kontinuitas dalam hal 
memenuhi kebutuhan air 
minum bagi seluruh masyarakat 
khususnya Kabupaten Lebong.  
Untuk melaksanakan tugas 
tersebut Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Kabupaten 
Lebong mempunyai fungsi se-
bagai penyelenggara 
pelayanan umum, menunjang 
pelaksanaan otonomi daerah 




Perusa-haan Daerah Air Minum 
(PDAM) Kabupaten Lebong di 
dukung oleh 51 (lima puluh 
satu) orang karyawan 
berdasarkan tingkat pendidikan 
yang terdiri dari  Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dengan 
jumlah 21 (dua puluh satu) 
orang, Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) dengan jumlah 7 
(tujuh) orang, Pegawai Honorer 
berjumlah 11 (sebelas) orang 
dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK)  
berjumlah 12 (dua belas) orang. 
 
 
f. Sumber Dana PDAM Tirta 
Tebo Emas Kabupaten 
Lebong  
Dana Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) Tirta Tebo 
Emas Kabupaten Lebong 
bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara 
(APBN), sedangkan untuk tahun 
1985 sampai dengan tahun 
2000 dana PDAM berasal dari 
Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN) Kabupaten 
Rejang Lebong, sedangkan 
untuk tahun 2007 sampai 
dengan tahun 2009 adalah 
Anggaran Pendapat-an Belanja 
Negara  (APBN) Kabupaten 
Lebong.  
 Sebagai perusahaan 
yang mengelola pelayana 
publik mempunyai dua fungsi 
yakni fungsi sosial dan fungsi 
ekonomi. Fungsi sosial bersifat 
melayani kepentingan umum 
untuk mewujudkan kesejah-
teraan masyarakat. Sedang-
kan fungsi ekonominya, me-
nunjang pembangunan dae-
rahnya.Sampai saat ini Per-
usahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Tebo Emas 
Kabupaten Lebong lebih 
kearah fungsi sosial sebab 
dapat dilihat pada kenyata-
annya dilapangan. 
Salah satu yang mem-
perburuk krisis sampai saat ini 
adalah buruknya kepercaya-an 
masyarakat terhadap aparatur 
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pemerintah ter-utama di sektor 
pelayanan publik. Sehingga 
muncul sikap, anggap-an dan 
penilaian terhadap 
pemerintahan. Misalnya kesan 
bahwa birokrasi adalah 
prosedur yang berbelit belit dan 
mempersulit urusan. Adanya 
nepotisme, kolusi dan korupsi 
dalam sektor pelayanan publik 
bahkan dalam pelayanan 
publik sering muncul 
penawaran - penawaran yang 
dapat mempermudah suatu 
proses yang seharusnya melalui 
berbagai proses tetapi 
dipermudah.  
 Kualitas adalah sebuah 
kata bagi penyedia jasa 
merupakan sesuatu yang harus 
dikerjakan dengan baik.Aplikasi 
kualitas sebagai sifat dari 
penampilan produk atau kinerja 
merupakan bagian utama 
strategi perusahaan dalam 
rangka meraih keunggulan 
yang berkesinam-bungan, baik 
sebagai pemimpin pasar 
ataupun untuk terus tumbuh. 
Kualitas pelayanan publik dari 
pemerintah daerah yang 
diharapkan masyarakat 
adalah, biaya yang wajar, 
pelayanan yang tepat, 
pelayanan yang ramah, serta 
fasilitas pelayanan yang 




usahaan harus dapat 
memberikan pelayanan publik 
yang lebih profesional, efektif 
efisien, seder-hana, transparan, 
tepat waktu, responsif dan 
sekaligus mening-katkan 
kapasitas individu dan 
masyarakat untuk secara aktif 
menentukan masa depan-nya 
sendiri.  Tetapi pelak-sanaannya 
di lapangan masih banyak 
pelayan-an yang diberikan 
mengabaikan hal-hal tersebut,  
dalam hal ini   Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, tidak efektif.  
Misalnya kesederha-naan 
mempunyai maksud bahwa 
prosedur atau tata cara 
pemberian pelayanan publik 
harus didesain sedemikian rupa 
sehingga penyelenggaraan 
pelayanan kepada masyarakat 
menjadi mudah, lancar, cepat, 
tidak berbelit belit, dan mudah 
dipahami. Selanjutnya se-bagai 
pelayanan publik yang terkait 
dengan pelaksanaan dan 
fungsi pelayanan. 
Dalam Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang pela-yanan publik 
bahwa kompo-nen  standar  
pelayanan sekurang-kurangnya 
meliputi, dasar hukum, 
persyaratan, sistem, mekanisme, 
dan prosedur, jangka waktu pe-
nyelesaian, biaya/tariff, pro-duk 
pelayanan, sarana, pra-sarana 
dan fasilitas, pe-laksanaan, 
pengawasan in-ternal, 
penanganan peng-aduan, 
saran dan masukan, jumlah 
pelaksana, jaminan pelayanan 
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yang memberikan kepastian 
pelayanan dilak-sanakan  
sesuai  dengan standar 
pelayanan,  jaminan  
keamanan   dan   keselamatan   
pelayanan   dalam   bentuk 
komitmen untuk memberikan 
rasa aman, bebas dari bahaya, 
dan resiko  keragu-raguan, 
evaluasi kinerja pelaksana. 
 
1. Hambatan dan Upaya dalam 
Pelaksanaan Pelayanan  
Publik pada PDAM Tirta Tebo 
Ema  Kabupaten Lebong 
a. Masih rendahnya kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
dan Kurangnya Dana 
(Modal) 
Sumber Daya Manusia 
(SDM) memengang peranan 
yang sangat penting dalam 
me-ndukung tingkat kinerja 
PDAM khususnya. Hal ini dapat 
dilihat dari kapabilitas para 
pegawai dalam bekerja untuk 
mencapai tujuan yang  
diharapkan oleh PDAM yaitu 
dalam hal kemam-puan 
pengetahuan yang di-dukung 
oleh pendidikan maupun 
keterampilan para pegawai 
dalam bekerja. 
Sebagai penyelenggara 
pe-layanan publik Perusahaan 
Dae-rah Air Minum (PDAM) 
Kabupaten Lebong dalam 
menunjang pe-laksanaan 
otonomi daerah  secara nyata 
dan  mendorong pertumbuhan 
ekonomi masyara-kat mengacu 
pada Peraturan Daerah Nomor 
4 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja 
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Tebo Emas 
Kabupaten Lebong Pasal 3 
bahwa Perusahan Daerah Air 
Minum mempunyai tugas 
memberikan pelayanan 
kepada masyarakat dalam hal 
memenuhi kebutuhan air 
minum bagi masyarakat, dan 
dalam Pasal 4 yaitu untuk 
melaksanakan tugas seba-
gaimana dimaksud pada Pasal 
3 Perusahaan Daerah Air Minum 
melaksanakan fungsinya yaitu 
melaksana-kan kebutuhan 
penyediaan air minum yang 
bersih dan memenuhi syarat 
bagi masyarakat. Dalam 
melaksa-nakan fungsinya 
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Kabupaten Lebong di 
dukung oleh 51 (lima puluh 
satu) orang karyawan ber-
dasarkan tingkat pendidikan 
yang dimiliki.  
Dari hal tersebut di atas 
sudah jelas bahwa sumber 
dana PDAM Tirta Tebo Emas 
Kabupaten Lebong ber-sumber 
dari Anggaran Pen-dapatan 
Belanja Negara (APBN) 
Kabupaten Rejang Lebong dan 
Kabupaten Lebong.  Dalam hal 
ini PDAM masih sangat 
membutuhkan dana yang lebih 
besar lagi guna untuk 
memenuhi ke-butuhan 
masyarakat khusus-nya dalam 
hal air bersih. Adapun jumlah 
dana yang diperlukan oleh 
   Bengkoelen Justice. Vol. 2 No. 1 Tahun 2012   
 
PDAM Kabupaten Lebong saat 
ini adalah  lebih kurang Rp. 
5.000.000.000, (lima miliar 
rupiah).212 
 
b. Upaya Hukum yang 
Dilakukan oleh PDAM 
Upaya  hukum yang 
dilakukan oleh PDAM dalam 
Peningkatan Kualitas   pela-
yanan publik berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik adalah telah 
mengajukan Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Lebong tentang Penyertaan 
Modal Pemerintah Kabupaten 
Lebong kepada Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 
Tebo Emas Kabupaten Lebong 
yang bertujuan untuk mengem-
bangkan kegiatan dan usaha 
perusahaan merupakan   salah 
satu usaha untuk  menambah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
dan  Peraturan Daerah 
Kabupa-ten Lebong tentang 
Pemben-tukan Badan Usahan 
Milik Daerah yang bertujuan 
untuk mengem-bangkan 
potensi sumber daya yang 
tersedia serta memperluas 
wilayah usaha, turut serta men-
dorong pertumbuhan 
perekono-mian kerakyatan  
Kabupaten  Lebong.  
 
D. PENUTUP 
1. Kesimpulan  
                                                          
212 Data PDAM Kabupaten Lebong tahun 2011. 
Pelayanan yang 
diberikan oleh Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 
Tebo Emas  Kabupaten Lebong   
Masih   perlu  diperbaiki, yaitu 
dalam hal prosedur pelayanan, 
kejelas-an petugas, kedisiplinan 
petugas, tanggung-jawab 
petugas, kemampuan pe-tugas 
dalam hal pelayanan, 
kecepatan pelayanan, 
keadilan dalam hal men-
dapatkan pelayanan,  ke-
wajaran biaya pelanggan dan 
penanganan pengadu-an, hal 
ini belum sesesuai dengan Pasal 
21Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009  tentang Pelayanan 
Publik.  
Adapun upaya  hukum 
yang telah dilakukan dalam 
peningkatan kualitas pe-
layanan publik yang dilakukan 
oleh Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 adalah  telah 
mengajukan Rancangan Per-
aturan Daerah Kabupaten 
Lebong tentang Penyertaan 
Modal Pemerintah Kabupa-ten 
Lebong kepada Per-usahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 
Tebo Emas Kabupaten Lebong 
dan Rancangan Peraturan 
Dae-rah Kabupaten Lebong 
ten-tang Pembentukan Badan 
Usahan Milik Daerah  yang 
bertujuan untuk mengem-
bangkan potensi sumber daya 
yang tersedia serta memperluas 
wilayah usaha, turut serta 




Kabupaten  Lebong  dan 
memberikan kontribusi bagi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
serta meningkatkan Sumber 
Daya Manusia (SDM). 
 
2. Saran 
 Pelayanan yang 
diberikan oleh petugas 
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Tebo Emas 
Kabupaten Lebong harus 
ditingkatkan, yaitu dalam hal 
prosedur pelayanan, kejelasan 
petugas, kedisiplinan petugas, 
tanggung-jawab petugas, ke-
mampuan petugas dalam hal 
pelayanan, kecepatan 
pelayan-an, keadilan dalam hal 
mendapatkan pelayanan, ke-
wajaran biaya pelanggan dan 
penanganan pengaduan, 
sehing-ga sesuai dengan Pasal 
21 Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik.  
 Harus segera disyahkan 
atau ditetapkan Rancangan 
Peraturan Daerah  Kabupaten 
Lebong yang telah 
diajukan,dan harus membuat 
Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lebong yang baru 
tentang Standar Operasional 
Proseduk khususnya untuk 
Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Tebo Emas 
Kabupaten Lebong serta 
meningkatkan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM).  
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(maksimum 5 (lima) kata; Pendahuluan (berisi Latar Belakang 
Penelitian dan Identifikasi Masalah); Metode Penelitian; Hasil Penelitian 
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Pustaka; 
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